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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan pelembagaan Balai Taman 
Nasional Gunung Merapi menuju Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi diukur dari 
variabel-variabel lembaga yang ada Balai TNGM.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus menggunakan desain metode 
kombinasi (mix method). Penelitian populasi ini melibatkan keseluruhan pegawai TNGM 
yang berjumlah 72 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi, 
observasi dan wawancara. Validitas instrument diuji menggunakan teknik korelasi 
product moment dan reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Analisis data 
menggunakan analisa univariat. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala 
Balai TNGM, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi PTN wilayah I dan II, 
Penganalisis Data Evaluasi dan Pelaporan, Penata Administrasi Kepegawaian, Kepala 
Resort, Pengendali Ekosistem Hutan, dan Polisi kehutanan Balai TNGM. Pengujian 
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Analisis data 
menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori kepemimpinan transformasional 
tinggi, kategori desain organisasi adalah tertinggi atau berbentuk mekanistik, kategori 
karakteristik individu dan sikap Good forest Governance tinggi, serta program dan dana 
organisasi telah cukup memadai. Hasil penelitian kualitatif menemukan pola 
kepemimpinan Kepala BTNGM mengarah pada kepemimpinan birokrasi dengan struktur 
organisasi yang formal dan sentralistik. Sumber daya aparatur, pendanaan dan program 
telah sesuai dan mendukung proses transformasi.  
Kata kunci: Pelembagaan, Kepemimpinan Transformasional. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Taman nasional menurut fungsi pokoknya termasuk dalam kawasan 
hutan konservasi, kawasan ini memiliki ciri khas tertentu yang mempunyai 
fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya. Selain untuk pengembangan biodiversity, Herman, Haba dan 
Siburian (2011:2) menyebutkan bahwa taman nasional juga berfungsi sebagai 
benteng konservasi strategis, yaitu sebagai sumber hidrologi, tangkapan air, 
pemasok air bagi daerah aliran sungai (DAS), penghasil karbon sink (O2/zat 
asam) untuk mereduksi zat CO2, paru-paru dunia untuk membersihkan 
pencemaran udara serta yang utama untuk menjaga dan penyedia jasa 
lingkungan dan ekoturisme. 
Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) menjelaskan bahwa Taman 
nasional merupakan dari bagian Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Penetapan 
kawasan konservasi berbentuk taman nasional merupakan salah satu cara yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga areal hutan agar sumber daya yang 
ada, termasuk keanekaragaman hayati didalamnya tidak diekploitasi secara 
bebas. Setelah taman nasional resmi ditetapkan diberapa wilayah hutan di 
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Indonesia ternyata masih banyak dijumpai berbagai permasalahan. 
Kementerian Kehutanan (2011) mencatat selama tahun 2000-2005 angka 
deforestasi kawasan hutan yang tidak direncanakan sebesar 859.083 Ha/tahun 
(http://www.kph.dephut.go.id). 
Atmojo (2013:1-2) menyebutkan selama ini domain permasalahan 
taman nasional adalah soal konseptualisasi taman nasional, konflik keruangan, 
pengelolaan organisasi, dan sumber daya manusia. Masalah-masalah tersebut 
saling berkaitan dan membentuk simpul-simpul permasalahan di berbagai 
level yaitu di kawasan hutan, organisasi taman nasional dan masyarakat. 
Seiring berjalannya waktu kerusakan hutan terjadi tidak hanya karena konflik 
hak atas kawasan hutan namun permasalahan semakin kompleks dengan 
adanya masalah kelembagaan. Kementerian Kehutanan (2011: 20) 
menjelaskan bahwa permasalah kelembagaan hutan terjadi akibat lemahnya 
hubungan pusat dan daerah, intensitas dan kapasitas pemerintah dalam 
mengelola kawasan konservasi dan hutan lindung yang masih rendah, 
kontraproduktif sering muncul akibat masalah kelembagaan yang tidak 
mampu memberi solusi, peluang investasi dan pengembangan nilai tambah, 
serta produk kebijakan dan peraturan yang sering tidak sejalan dengan 
masalah dilapangan. Pemerintah daerah cenderung menjalankan administrasi 
perizinan pemanfaatan hutan, sedangkan belum ada kebijakan nasional yang 
terarah untuk membentuk organisasi yang mengelola hutan ditingkat lapangan 
mengakibatkan tidak tersedianya informasi yang cukup. Secara secara de 
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facto hutan akan dikuasai oleh para pemegang izin dan kondisinya menjadi 
terbuka (open access) yang akan memudahkan siapapun memanfaatkannya 
tanpa kontrol dan terjadi kerusakan secara besar-besaran. Rusaknya proses 
suatu kawasan hutan akibat eksploitasi akan mengakibatkan terganggunya 
keseimbangan ekologi yang tidak hanya akan berdampak pada kegiatan 
ekonomi lokal tapi juga membahayakan ekosistem disekitarnya. 
 Konsep Good Forest Governance (GFG) akhir-akhir ini ini telah 
banyak digunakan sebagai sebuah model dalam strategi kebijakan pengelolaan 
hutan di Indonesia. Hal ini didorong dengan adanya tuntutan dari pemerintah 
maupun dunia internasional untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip 
Good Governance dalam setiap sektor pembangunan dan penyelenggaraan 
pelayanan publik. Konsep ini pula yang saat ini dianggap mampu menjawab 
berbagai masalah kehutanan di Indonesia mengingat semakin kuatnya suara 
dan peran masyarakat sipil (civil society) di era reformasi. Dalam pelaksanaan 
Good Forest Governace (GFG) negara harus melibatkan peran dan dan 
partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya hutan seperti masyarakat 
dan swasta (Jurnal Ilmu Kehutanan, 2009:4). 
Dalam rangka memenuhi tanggung jawab negara dalam melaksanakan 
tata kelola sumber daya alam yang baik berdasar prinsip GFG, pemerintah 
melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Jo. PP No. 3 Tahun 2008 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan, mengamanatkan adanya pembentukan wilayah 
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pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan di tingkat tapak. Hal ini 
dilakukan dengan cara menetapan prioritas pembangunan kehutanan yang 
mengedepankan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Salah 
satu konsekuensi adanya PP tersebut yakni secara otomatis organisasi taman 
nasional sebagai pengelola kawasan konservasi yang ada di Indonesia harus 
bertransformasi menjadi bentuk baru yaitu lembaga Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Konservasi (KPHK).  
KPH merupakan sistem pengelolaan hutan yang cukup memberikan 
harapan bagi terciptanya pengelolaan hutan secara bertanggung gugat, efisien 
dan lestari di Indonesia. Melalui sistem KPH, seluruh kawasan hutan di 
Indonesia akan dibagi ke dalam wilayah yang masing-masing dilengkapi 
dengan institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya hutan 
(Governance Brief Edisi 38/Januari, 2008:9). Adanya kelembagaan ditingkat 
tapak ini diharapkan memberikan ruang untuk konsultasi dan partisipasi 
publik melalui unit pengelolaan terkecil yang mengelola taman nasional 
sehingga akan menjadi tempat yang dapat menghimpun sebanyak mungkin 
informasi-informasi terkait taman nasional serta bisa mengambil keputusan 
sesegera mungkin saat terjadi permasalahan di lapangan baik dengan cara 
preventif maupun penanggulangan.  
Pelembagaan KPH ini memerlukan proses panjang dan keterkaitan luas 
dengan berbagai sektor serta kepentingan. Proses panjang tersebut akan 
ditempuh melalui pendekatan bertahap dengan kejelasan target-target antara 
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yang harus dicapai sebelum sampai pada target puncak yang akan dicapai. 
Maka dari itu proses transformasi kelembagaan KPH memerlukan adanya 
konstruksi sebagai dasar pembangunan lembaga baru. Namun masalah 
regulasi muncul yakni konstruksi lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolan Hutan Lindung (KPHL) telah 
diatur oleh Permendagri nomer 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi 
dan Tata kerja Kesatuan KPHL dan KPHP, sedangkan konstruksi untuk 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) belum ada. Acuan lembaga 
KPHK saat ini masih berpegang pada aturan lama yaitu Permenhut No. P.03 
tahun 2007 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) taman nasional.  
Salah satu organisasi taman nasional yang akan bertransformasi 
menjadi bentuk lembaga KPHK yaitu Balai Taman Nasional Gunung Merapi 
(TNGM). Organisasi ini dibentuk atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
SK.134/Menhut-II/2004 yang menetapkan perubahan fungsi kawasan Hutan 
Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam hutan Gunung Merapi seluas 
± 6.410 hektar yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, 
(Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) menjadi 
Taman Nasional Gunung Merapi. Balai Taman Nasional Gunung Merapi 
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola kawasan taman nasional 
bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan (saat ini menjadi Kementerian 
Lingkungan Hidup). 
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Langkah pertama proses transformasi Balai TNGM yaitu perbaikan 
struktur kelembagaan dan administrasi yang efektif. Lembaga KPHK yang 
merupakan representasi dari konsep GFG ditandai dengan adanya lembaga 
yang lebih fleksibel, responsifdan, inovatif yang dapat mengakomodir 
kebutuhan-kebutuhan dilapangan. Dalam hal ini organisasi yang dibutuhkan 
bukan hanya organisasi prosedural dengan struktur mekanistik. Namun lebih 
dari itu, dibutuhkan suatu struktur yang yang mampu beradaptasi dengan 
kebutuhan dan lingkungan serta berusaha memaksimalkan kepuasan dan 
pengembangan. Selain itu Program dan pendanaan perlu dimanfaatkan untuk 
mendukung tujuan berdirinya KPHK. 
Adapun kegiatan pengelolaan hutan yang nantinya akan dilakukan oleh 
KPHK meliputi: (1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 
(2) Pemanfaatan hutan, dan Penggunaan kawasan hutan, (3) Rehabilitasi hutan 
dan reklamasi dan (4) Perlindungan hutan dan konservasi alam. Untuk 
mendukung kegiatan tersebut organisasi KPHK diharapkan memiliki 
kompetensi diantaranya: 
1. Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat mengahsilkan nilai 
ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi 
konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan 
2. Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja, 
3. Mampu menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spatial, 
4. Melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan) 
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5. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat 
local, nasional dan sekaligus global, dan 
6. Berbasis pada profesionalisme kehutanan. (Kementut, 2011:34).  
Supaya memiliki kompetensi-kompetensi untuk menjalankan kegiatan 
tersebut KPHK membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk 
didalamnya pemimpin organisasi yang berkompeten dibidang pengelolaan 
hutan. Selain itu, pegawai juga dituntut untuk memiliki knowledge, attitude, 
dan personality yang baik karena perilaku individu dalam organisasi akan 
mempengaruhi kinerja organisasi. Sikap para pimpinan maupun bawahan 
harus mengacu pada doktrin atau nilai-nilai yang mendasari tata kelola hutan 
yaitu doktrin GFG. Badan Planologi Departemen Kehutanan (2006) 
menjabarkan empat prinsip yang melandasi pembentukan KPH, yaitu: (1) 
sikap transparansi, (2) pelibatan penuh seluruh pihak terkait (Partisipasi), (3) 
akuntabilitas dan (4) ekosistem. Sehingga tiap-tiap perilaku individu dalam 
organisasi tersebut haruslah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. 
Sebagai institusi pengelola taman nasional yang akan bertransformasi 
menjadi lembaga yang lebih mapan, Balai Taman Nasional Gunung Merapi 
saat ini memerlukan sosok pemimpin yang akan membawa pada tujuan 
pengelolaan kawasan taman nasional seperti yang diamanatkan dalam 
Undang-undang. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pendekatan 
kepemimpinan baru yang dikembangkan oleh Burns (1974) dan Bass (1985) 
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saat ini mampu menjawab persoalan kepemimpinan yang ideal bagi organisasi 
pemerintah maupun swasta. Bass dalam Harbani (2008: 126) menyebutkan 
kepemimpinan transformasional berfokus kepada kemampuan seorang 
pemimpin dalam membangun sebuah sinergi organisasi melalui pengaruh dan 
kewenangan sehingga mampu dalam mencapai visi misi organisasinya. Selain 
itu, Andreas Lako (2004:57) menambahkan bahwa pemimpin yang 
transformatif adalah pemimpin yang memiliki visi kedepan mampu 
mengidentifikasi perubahan lingkungan dan mentransformasikan perubahan 
lingkungan kedalam organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, sejatinya 
perekrutan dan pengembangan para eksekutif perlu dilakukan dalam kerangka 
mengembangkan kepemimpinan yang adaptif dan transformatif yang dapat 
menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan lingkungannya. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah 
membawa perubahan paradigma pengelolaan kekayaan hayati dan ekosistem 
yang semula bersifat sentralistis menjadi partisipatif. Begitu pula dengan 
pengelolaan taman nasional yang merupakan tanggung jawab Pemerintah 
Pusat. Pimpinan lembaga taman nasional di Indonesia saat ini telah diberi 
tugas tanggung jawab serta kewenangan yang besar dalam pengelolaan 
kawasan taman nasional. Untuk mengoptimalkan kewenangan yang ada, 
Kepala Balai Taman Nasional perlu meningkatkan kemampuannya baik di 
bidang manajerial, komunikasi, negosiasi, dan koordinasi dari berbagai aspek 
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kegiatan teknis, politis dan hubungan kelembagaan dengan stakeholders. 
Peranan seorang pemimpin disini sangat penting karena pemimpin akan 
menjadi penentu arah dan tujuan organisasi serta figur bagi para bawahan.  
Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian dengan judul 
Pelembagaan Balai Taman Nasional Gunung Merapi Menuju Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Konservasi bertujuan menemukan informasi terkait 
kondisi terkini organisasi Balai TNGM sekaligus menjadi bekal konstruksi 
pelembagaan baru KPKH. Hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan 
masukan bagi Balai TNGM untuk melakukan upaya-upaya perbaikan menuju 
peningkatan kapasitas dan reorganisasi UPT Taman Nasional Gunung Merapi. 
Adapun objek analisis proses pelembagaan dalam penelitian ini menggunakan 
variabel-variabel dalam konsep pembangunan lembaga yang dikemukakan 
oleh Esman (1986) dan Ivancevich (2007) yaitu Kepemimpinan 
Transformasional, Desain Organisasi, Karakteristik Individu, Sikap GFG, 
Program dan Dana Organisasi Balai TNGM. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah 
yaitu sebagai berikut: 
1. Masih terdapat banyakpermasalahan pada taman nasional yaitu terkait 
konflik keruangan, pengelolaan organisasi, dan sumber daya manusia. 
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2. Angka deforestrasi kawasan hutan yang tidak direncanakan pada tahun 
2000-2005 sebesar 859.083 Ha/tahun. 
3. Faktor kelembagaan menjadi salah satu akar penyebab masalah 
kerusakan hutan di Indonesia. 
4. Good Forest Governance menghendaki transformasi kelembagaan 
pengelola taman nasional menjadi lembaga KPHK namun belum ada 
peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang konstruksi kelembagaan 
KPHK.  
5. Balai TNGM memerlukan konstruksi kelembagaan untuk dasar 
transformasi atau pelembagaan KPHK. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian sekaligus maksud 
untuk membuat penelitian lebih mendalam menyebabkan tidak semua 
masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti. Penelitian ini membatasi 
masalah terkait persiapan pelembagaan Balai Taman Nasional Gunung 
Merapi menuju Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka ditetapkan rumusan masalah 
yaitu: “Bagaimana persiapan pelembagaan Balai Taman Nasional Gunung 
Merapi menuju Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi?” 
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E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi persiapan 
proses pelembagaan Balai Taman Nasional Gunung Merapi menuju Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Konservasi.  
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 
mengenai proses pembangunan lembaga atau pelembagaan yang menjadi 
ranah kajian Ilmu Administrasi Negara yaitu dalam konsep Teori 
Organisasi, Kepemimpinan, Manajemen Strategis, dan Manajemen 
Sumber Daya Manusia. Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat 
dan menjadi kajian untuk penelitian-penelitian dengan tema serupa yang 
akan dilakukan setelahnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Penulis mendapat pengetahuan baru mengenai pelembagaan 
serta tata kelola organisasi konservasi di Indonesia, sekaligus secara 
formal skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan 
studi. 
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b. Bagi Balai Taman Nasioal Gunung Merapi 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan 
khususnya dalam hal persiapan pelembagaan Balai TNGM menjadi 
KPHK sehingga dapat dilakukan langkah-langkah evaluasi dalam 
mempersiapkan proses transformasi. Peran Balai TNGM mewujudkan 
good forest governance dapat menjadi evaluasi dan input pelaksanaan 
sistem yang sama atau berbeda di masa yang akan datang. 
c. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat 
memahami kelembagaan pengelola TNGM sehingga nantinya bisa 
saling bersinergi dalam menjalankan proses dan kebijakan pengelolaan 
TNGM. 
  
13 
 
 
BAB II 
DESKRIPSI TEORITIK 
 
A. Deskripsi Teoritik 
1. Lembaga dan Pelembagaan 
Lembaga atau institusi menurut Macmillan dalam Abdul Qadir, 
(2011:43) “merupakan seperangkat hubungan-hubungan norma, 
keyakinan, dan nilai-nilai nyata yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan 
sosial dan serangkaian dan berulang”. Sedangkan Unpoff dalam Abdul 
Qadir, (2011:43) mendefinisikan lembaga sebagai serangkaian norma atau 
perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu 
(yang relative lama) untuk mencapai maksud atau tujuan bernilai kolektif 
(bersama atau bernilai sosial). Maka dari definisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa lembaga bukan hanya sekedar organisasi biasa namun 
lembaga terikat oleh aturan-aturan norma dan perilaku serta visi-misi atau 
tujuan yang mengikat.  
Sebuah organisasi suatu saat dapat menjadi lembaga dengan 
adanya proses institusionalisasi (Pelembagaan). Organisasi dapat 
terinstitusionalisasi dengan beberapa persyaratan diantaranya adanya 
norma yang dihayati masyarakat sebagai anggota, organisasi memberi 
keuntungan bagi anggota serta adanya stabilitas dan kapasitas untuk 
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memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pelembagaan merupakan 
pengembangan organisasi menggunakan pendekatan perilaku daripada 
struktur formal. Bintoro Tjokroamidjojo (2000:43) mengungkapkan 
bahwa pelembagaan organisasi sama halnya dengan pembangunan 
lembaga yaitu sebagai suatu proses pengembangan lembaga untuk 
menjadi sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. 
Konsep pembangunan lembaga dikenalkan oleh Milton J Esman 
tahun 1986. Pembangunan Lembaga menurut Esman (dalam Joseph W. 
Eaton 1986:23) merupakan salah satu perspektif tentang perubahan sosial 
yang direncanakan dan dibina, serta berkaitan dengan inovasi-inovasi 
yang berorientasi pada perubahan sosial yang dilakukan melalui organisasi 
formal. Tujuannya adalah untuk membangun organisasi yang dapat hidup 
dan efektif serta dapat mendukung inovasi sebagai perubahan sosial. 
Dalam model Pembangunan Lembaga ini, lembaga ditempatkan sebagai 
organisasi formal yang menghasilkan perubahan, dan melindungi 
perubahan serta jaringannya Variabel-variabel yang terkandung dalam 
konsep Pembangunan Lembaga menurut Esman (1986) terdapat lima hal 
yaitu sebagai berikut:  
a. Kepemimpinan merupakan salah satu unsur terpenting yang paling 
kritis dalam Pembangunan Lembaga. Karena proses perubahan yang 
dilakukan memerlukan manajemen. Kepemimpinan terdiri dari 
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pemegang kedudukan yang secara formal ditunjuk, atau mereka yang 
secara kontinyu menjalankan pengaruhnya. 
b. Doktrin sebaga proyeksi dari ekspektasi dan tujuan-tujuan, serta 
metode operasional yang mendasari tindakan sosial. 
c. Program menunjuk pada tindakan-tindakan sosial yang berhubungan 
dengan pelaksanaan dari fungsi yang merupakan output dari lembaga 
yang bersangkutan. 
d. Sumber-sumber daya adalah input dari segala unsur yang terkandung 
dalam Pembangunan Lembaga. Artinya, sumber-sumber daya yang 
dibutuhkan sebagai kelengkapan lembaga mempengaruhi tiap segi 
dari kegiatan lembaga dan merupakan kesibukan yang penting dari 
semua kepemimpinan lembaga. 
e. Struktur intern bertugas sebagai struktur dan proses yang diadakan 
untuk bekerjanya lembaga dan pemeliharaannya. Struktur intern 
mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan komitmen yang 
sudah terprogram. 
Esman kemudian menghubungkan variabel kelembagaan tersebut 
dengan adanya kaitan-kaitan, yang dimaksud kaitan disini yaitu saling 
ketergantungannya diatara suatu lembaga dan bagian-bagian masyarakat 
yang relevan. Lembaga harus dapat menjaga hubungan pertukaran dengan 
sejumlah organisasi yang terbatas dan melibatkan diri dalam pertukaran 
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yang disepakati. Untuk memudahkan analisis, dibedakan empat jenis 
kaitan, yaitu: 
a. Kaitan-kaitan yang memungkinkan, yaitu dengan organisasi dan 
kelompok sosial yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumber 
daya yang diperlukan lembaga tersebut. 
b. Kaitan-kaitan fungsional, yaitu dengan organisasi yang menjalankan 
fungsi dan kelengkapan lembaga. 
c. Kaitan-kaitan normatif, yaitu dengan lembaga yang mencakup norma 
dan nilai-nilai yang relevan. 
d. Kaitan-kaitan tersebar, yaitu dengan unsur masyarakat yang tidak 
dapat dijelaskan dan diidentifikasi dalam organisasi formal (Esman 
dalam Joseph W. Eaton, 1986: 24-25) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Universum pembagunan Lembaga Oleh Esman (1986) 
Lembaga 
Variabel-variabel 
lambaga: 
Kepemimpinan 
Doktrin 
Program 
Sumber-sumber daya 
Struktur Intern 
Transaksi 
Kaitan-Kaitan: 
Kaitan yang 
memungkinkan 
Kaitan Fungsional 
Kaitan Normatif 
Kaitan tersebar 
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Dalam penelitian ini variabel-variabel lembaga yang akan diteliti 
disesuaikan dengan teori dan penelitian relevan yaitu penelitian yang 
dilakukan Tri Atmojo (2013). Penelitian berjudul ”Identifikasi variabel-
variabel pembangunan lembaga KPH Konservasi di Taman Nasional Alas 
Purwo” mencoba yang meneliti proses pembangunan lembaga KPHK 
dengan mengadopsi 5 (lima) variabel-variabel pembangunan lembaga 
yang dikembangkan Esman (1986) yang dimodifikasi dan disesuaikan 
dengan kondisi yang ada pada kelembagaan Taman Nasional. Variabel-
variabel lembaga tersebut yaitu: (1) Kepemimpinan yakni kepemimpinan 
transformasional, (2) Struktur intern yaitu desain organisasi, (3) Sumber-
sumber daya yaitu karakteristik Individu, (4) Doktrin menjadi Sikap GFG, 
dan (5) Program menjadi program dan dana. 
2. Kepemimpinan Transformasional 
Kepemimpinan memiliki banyak definisi oleh para ahli sehingga 
memunculkan banyak perbedaan. Kebanyakan mengenai kepemimpinan 
dapat diklasifikasi ke dalam salah satu dari beberapa pendekatan berikut: 
Trait Approach, Behavior Approach, Power- Influence Approach, 
Situational Approach, Integrative Approach (Yukl dalam Nurhiyah 
2013:1). Menurut Siagian (2003:2), keberhasilan suatu organisasi baik 
secara keseluruhan maupun kelompok dalam suatu organisasi tertentu 
sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan organisasi tersebut. 
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Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mendorong 
sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang 
terarah pada tujuan yang sama.  
Maraknya isu disfungsi perilaku kepemimpinan dalam organisasi 
birokrasi menurut Harbani (2008:128) tidak dapat lepas dari paradigma 
konsep kepemimpinan menurut teori manajemen klasik yang 
dikemangkan oleh Terry pada tahun 1977. Dalam teori manajemen klasik 
tugas seorang pimpinan hanya ditekankan pada pelaksanaan fungsi-fungsi 
manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling 
(POAC) dan sumber-sumber daya organisasi 6 M (man, money, machines, 
method, material and market) digunakan tanpa memikirkan bagaimana 
cara mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing pegawai untuk 
bersama-sama mencapai tujuan organisasi. 
Menurut Harbani (2008:126) model kepemimpinan yang selama 
ini diterapkan pada organisasi pemerintah adalah model kepemimpinan 
transaksional. Namun seiring dengan perkembangan dan luasnya orientasi 
dan tingginya tuntutan organisasi maka model kepemimpinan 
transaksional dianggap tidak mampu lagi mengatasi kompleksitas 
permasalahan pemerintah yang ada terutama dalam penyelenggaraan 
pembangunan maupun pelayanan publik. Kepemimpinan transaksional 
berfokus pada transaksi yang terjadi antara pemimpin dan pengikut. Model 
yang hampir sama yaitu model ini didasarkan kepada keyakinan terhadap 
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legalitas pola-pola aturan normatif dan hak yang diberikan kepada 
penguasa berdasarkan kepada aturan tersebut untuk melakukan perintah. 
Tujuannya agar pemimpin dapat mempengaruhi para pegawai untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengarahkan organisasi agar lebih 
kompak dan kondusif dengan cara menerapkan konsep nilai, etika, 
karakter, pengetahuan dan keterampilan dan kewenangan yang 
dimilikinya (Harbani 2008:125).  
Dari kedua model pendekatan diatas, selama ini ternyata telah 
banyak menuai kritikan. Homrig dalam Harbani (2008: 126) menyebutkan 
bahwa mekanisme kepemimpinan birokrasi weberian seperti jual beli saja, 
pekerjaan ditukar dengan gaji, jabatan dengan loyalitas, sumbangan 
dengan tender. Sedangkan kepemimpinan transaksional bisa menimbulkan 
efek negatif diantaranya: kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan 
yang hierarkis, tidak adanya pemberdayaan pegawai dan pengambilan 
kewenangan pada pengambilan keputusan, kondisi yang kurang kondusif 
karena penerapan komunikasi Top-down, serta formalitas hubungan 
atasan bawahan dan loyalitas berlebihan pada pimpinan. 
Salah satu pendekatan “kepemimpinan baru” saat ini yang sering 
menjadi fokus penelitian sejak awal tahun 1980-an adalah kepemimpinan 
transformasional (transformasional leadership). Model ini dikembangkan 
oleh Bass (1985) dalam bukunya “Leadership and Performance Beyond 
Expectations”. Bass mengistilahkan kepemimpinan transformasional 
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sebagai “Fours I’s”, yang meliputi “pengaruh individual (idealized 
influence), motivasi inspiratif (inspirational motivation), stimulasi 
intelektual (intellectual stimulation), dan pertimbangan individual 
(individualized consideration)” (Purwanto dan Adisubroto, 2001:14).  
Pada dasarnya istilah transformasional berasal dari kata “to 
transform” yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu suatu 
hal menjadi berbeda dengan sebelumnya. Inti gagasan Bass ini adalah 
bagaimana model kepemimpinan ini bisa memberikan solusi dan saling 
menguntungkan semua pihak karena pemimpin transformasional akan 
mencurahkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para 
follower-subordinatnya untuk melakukan expected effor dan extra effor 
untuk mencapai expected performance dan performance beyond 
expectation (Andreas lako, 2004:100). Sehingga model ini cukup relevan 
dan efektif meningkatkan kinerja dan kinerja karyawan subordinat.  
Djamaludin Ancok (2012:60-61) menjelaskan bahwa teori yang 
dikembangkan Bass dan Avolio (2007) sangat berkaitannya dengan 
inovasi organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin transformasional 
memiliki kemampuan untuk menginspirasi pekerja (inspirational 
motivation). Pemimpin yang inspirasional mengajak orang untuk 
memajukan perusahaan melalui gagasan inovatif agar perusahaan menjadi 
perusahaan terbaik yang memberi manfaat kepada semua lapisan yang 
berkepentingan (stakeholders). Selalu merangsang orang untuk berfikir 
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dan mencoba gagasan baru (intellectual stimulation). Sifat seperti ini akan 
membiat pekerja rajin mencari inovasi baru. Dia menjadi suri teladan 
dalam perilaku inovasi (idealized influence), sehinga pekerja tergerak 
inovasi karena sudah diberi contoh oleh pemimpinnya. Peduli kepada 
pekerja selama personal (individual consideration). Berinovasi menuntut 
tersedianya sumber daya (resources) seperti waktu, fasilitas kerja, dan 
dana, pemimpin yang pedulu dengan kebutuhan sumber daya ini akan 
memacu pekerja untuk berinovasi.  
Jung dkk dalam Djamaludin Ancok (2012:133) menemukan dalam 
penelitian mereka bahwa ada hubungan yang sangat signifkan antar gaya 
kepemimpinan dengan inovasi dalam perusahaan. Semakin 
trasformasional para pemimpin dalam perusahaan semakin banyak inovasi 
yang muncul dalam perusahaan. Alasan mengapa gaya kepemimpinn 
tersebut mampu mendorong inovasi dalam perusahaan menurut Junk dkk 
yaitu: (1) Pemimpin berusaha mengajak pengikut (followers) untuk 
membangun visi perusahaan bersama-sama, (2) mengapresiasi gagasan 
yang muncul dari pengikut membuat karyawan merasa dirinya berharga 
(3) karyawan diberi tantangan dan di berdayakan ini akan membuat 
karyawan termiotivasi untuk mengeluarkan potensi yang ia miliki, (4) 
karyawan diajak berfikir secara tidak lazim (out off the box thingking), 
cara ini membantu karyawan untuk menemukan banyak pemikiran baru, 
(5) memperhatikan kebutuhan dan peduli dengan permasalahan karyawan, 
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ini menyebabkan proses inovasi akan mendapat dukungan moral dan 
finansial 
 
3. Desain dan Struktur Organisasi 
Di dalam desain organisasi para manajer akan memilih berbagai 
alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen 
Proses para manajer membuat pilihan-pilihan tersebut disebut desain 
organisasi, dari keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan ini akan 
mengahasilkan struktur organisasi (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 
2007:235). Dalam konteks ini, desain berarti para manajer melakukan 
usaha yang disadari untuk menentukan terlebih dahulu cara para karyawan 
melakukan pekerjaan. Sedangkan struktur mengarah pada hubungan dan 
proses organisasi yang lebih stabil. Struktur organisasi mirip dengan 
anatomi makhluk hidup yang dapat dipandang sebagai kerangka kerja dan 
berfokus pada perbedaan posisi perumusan aturan dan prosedur dan 
penentuan kewenangan.  
Tiga dimensi yang sering kali digunakan untuk menggambarkan 
struktur yaitu formalisasi, sentralisasi, dan kerumitan. Formalisasi  
menurut Kusdi (2009:173) yaitu menyangkut jumlah atau banyaknya 
aturan tertulis (written ruler) dalam suatu organisasi. Sedangkan  
Sentralisasi lebih kurang diartikan sebagai sejauh mana otoritas formal 
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untuk membuat pilihan-pilihan bebas terkonsentrasi pada seseorang, 
sebuah unit, atau suatu level (biasanya berposisi tinggi dalam organisasi) 
sedemikian rupa sehingga para pegawai (biasanya berposisi rendah dalam 
organisasi) hanya dimungkinkan memberikan seminimal mungkin dalam 
pekerjaan. Kerumitan adalah suatu dimensi struktur organisasi yang 
mengacu pada jumlah pekerjaan yang berbeda dalam suatu organisasi 
(Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2007:246). 
Berkaitan dengan dimensi tersbut diatas Ivancevich dkk (2007) 
mengembangkan 3 (tiga) model desain organisasi yaitu organisasi 
mekanistik, organisasi organik dan organisasi matriks. 
1. Organisasi mekanistik adalah jenis desain organisasi yang 
menekankan pentingnya produksi dan efisiensi. Jenis ini sangat 
terformalisasi, tersentralisasi, dan rumit. 
2. Model organik adalah desain organisasi yang menekankan pentingnya 
kemampuan beradaptasi dan pengembangan. Desain ini relatif normal, 
terdesentralisasi, dan sederhana. Apabila model mekanistik berusaha 
memaksimalkan efisiensi dan produksi, sedangkan model organik 
berusaha memaksimalkan kepuasan, kefleksibelan dan pengembangan. 
3. Model matriks adalah desain organisasi yang menggabungkan desain 
berdasarkan produk atau proyek dengan disain yang berdasarkan 
fungsinya yang sudah lebih dahulu ada. Desain matriks 
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menggabungkan pembagian departemen berdasarkan fungsinya dan 
berdasarkan produk (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson 2007:248-
255). 
Struktur organisasi bisa menjadi penghambat organisasi jika 
disusun dalam bentuk kaku dan sangat hirarkis. Organisasi seperti ini 
disebut dengan organisasi model mekanistik yang cirinya antara lain : (1) 
Fungsi dibuat kaku dan terspesialisasi; (2) Menggunakan hierarki formal 
untuk koordinasi kerja; (3) Batasana tugas, tanggung jawab, dan metode 
kerja dibuat secara tegas; (4) Sangat diwarnai budaya perintah dan 
pengawasan (command and control) dan berorientasi pada persetujuan 
atasan (orientasi vertikal); (5) Karyawan yang dibawah menunggu intruksi 
atasan; (6) Kepatuhan dan loyalitas bawahan pada pimpinan sangat 
menonjol; (7) Hierarki sangat menentukan prestise dan profesionalisme 
kurang berpengaruh pada prestise, organisasi yang demikian akan menjadi 
penghambat munculnya gagasan inovatif (Djamaludin Ancok, 2012:103) 
Kaitannya dengan inovasi, penelitian Jung, Wu dan Chow dalam 
Djamaludin Ancok (2012:104) menemukan bahwa struktur organisasi 
yang terpusat (high in centralization) yang membuat karyawan menunggu 
perintah dari atas dan sangat formal (high in formalization) yang serba 
diatur oleh sistem dan prosedur yang kaku, berdampak negatif pada 
terjadinya inovasi diperusahaan. Semakin rendah tingkat sentralisasi dan 
formalisasinya, semakin tinggi inovasi diperusahaan. 
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4. Sikap Good Forest Governance (GFG) 
S.S Sargent dalam Slamet Santosa (2006: 63) mengungkapkan 
bahwa sikap “an attitude is considered a tendency to react favorably or 
unforably persons, object, or situations.” Sikap dipandang sebagai 
kecenderungan bereaksi secara senang atau tidak terhadap orang, objek, 
atau situasi. Selain itu menurut Sarlito W Sarwono (2009:201) “Sikap 
(attitude) adalah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau 
perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. Berupa 
sikap positif jika yang timbul adalah perasaan senang dan sikap negatif 
jika yang timbul perasaaan tidak senang. 
Governance sebagai tata pemerintahan yang demokratis, 
menghendaki tidak adanya lagi pemain atau agen tunggal, tetapi 
kompatibilitas antara berbagai aktor stakeholders ialah pemerintah sendiri, 
masyarakat dan pihak swasta (Warsito Utomo, 2012: 212). Menurut 
Hetifah, Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara 
pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-
masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya mejadi 
salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. 
Implikasinya, pemerintah saat ini berperan sebagai pendorong terciptanya 
lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor 
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swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut (Hetifah SJ Sumarto, 
2009). 
Konsep Good Forest Governance pada dasarnya adalah 
governance yang dipakai dalam pengelolaan hutan. Makna GFG 
disepakati dalam sebuah lokakarya “Peningkatan Implementasi 
Pengelolaan Hutan Lestari melalui Sertifikasi Hutan dan Pembalakan 
Ramah Lingkungan” yang diselenggarakan oleh CIFOR-MRF dan The 
Forest Partnership (Tropenbos-CIFOR-WWF) pada juni 2006 di Balik 
Papan. 
“Good Forest Governance is defined as inter institutional  
mechanisms to manage natural resource to be well 
implemented according to current law, accountability, 
transparency and democratization as well as active 
participation among stakeholders.” (CIFOR: 2007). 
(GFG didefinisikan sebagai makanisme internal lembaga untuk 
mengelola sumber daya alam yang akan diimplemantasikan 
dengan baik berdasar pada hukum tertentu, akuntabilitas, 
transparansi, dan demokratisasi dan juga partisipasi aktif dari 
stakeholder). 
 
Dari definisi tersebut terihat bahwa konsep GFG mengakomodir 
prinsip-prinsip yang ada dalam Good Governance, dimana pemerintah 
bukan satu-satunya aktor yang mengelola pemerintahan. GFG menuntut 
adanya keterlibatan dari pihak lain diluar pemerintah seperti masyarakat 
(civil) dan swasta (private) yakni penyertaan peran aktif para pemangku 
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kepentingan hutan dalam proses pembentukan keputusan dibawah 
kebijakan pemerintah (baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten).  
Dari paparan diatas maka dapat diatarik kesimpulan bahwa sikap 
GFG diartikan sebagai respon reaksi seseorang terhadap sejumlah norma 
atau aturan yang digunakan dalam pengelolaan hutan. Konsep GFG 
mencoba menggabungkan fungsi ekologis dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui kelembagaan pengurusan hutan yang bisa menjaga 
keseimbangan peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat (civil 
society), dan swasta (private).  
5. Karakteristik Individu dalam Organisasi 
Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan 
(heredity) dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. 
Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki 
sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial 
psikologis. “Orang yang memandang berbagai hal secara berbeda akan 
berperilaku secara berbeda, orang yang memiliki sikap yang berbeda akan 
memberikan respon yang berbeda terhadap perintah” (Ivancevich 
Konopaske, dan Matteson, 2006:81). Menurut Rivai (2006:147) 
karakteristik individu adalah ciri-ciri khusus, sifat-sifat kejiwaan, akhlak 
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atau budi pekerti yang dimiliki seseorang yang membedakannya dengan 
orang lain. 
Miftah Thoha (2003:27) mendefinisikan Karakteristik individu 
sebagai perilaku atau karakter yang ada pada diri seorang karyawan baik 
yang bersifat positif maupun negatif. Karakteristik-karakteristik ini sangat 
beragam, setiap perusahaan dapat memilih seorang karyawan yang 
mempunyai kriteria yang baik dan karakteristik ini juga harus sesuai 
dengan apa yang diinginkan perusahaan. Sedangkan menurut Hasibuan 
(2009:55) “karakteristik individu merupakan sifat pembawaan seseorang 
yang dapat diubah dengan lingkungan atau pendidikan. 
Perbedaan karakteristik individu dibawa ke dunia kerja sehingga 
mempengaruhi motivasi setiap individu berbeda-beda. Dari pengertian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik individu adalah ciri khas 
yang dimiliki setiap individu yang dibawa seseorang ke dalam lingkungan 
kerjanya. Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2006:87) 
mengemukakan ada 4 (empat) komponen karakteristik individu, yaitu: 
Kemampuan, Kepribadian, Persepsi dan Sikap. Sedangkan menurut Sopiah 
(2008:14) mengemukakan 4 (empat) karakteristik individu yang membedakan 
antara satu sama lain yaitu:  Ciri biografis (Umur, Jenis Kelamin, Status 
Perkawinan, Masa kerja), Kepribadian, Persepsi dan Sikap. 
 
 
29 
 
 
 
 
B. Penelitian yang relevan 
a. Penelitian Yudy Sunantri (2011) yang berjudul “kinerja pengelolaan 
ekowisata di kawasan lereng selatan taman nasional gunung merapi 
dengan pendekatan institutional development framework (IDF)”. 
Penelitian ini melihat pengelolaan wisata di kawasan lereng selatan 
Taman Nasional gunung merapi oleh BTNGM dengan pendekatan IDF. 
Hasil penelitian menunjukan orientasi BTNGM dalam pengelolan 
ekowisata ini adalah pariwisata berbasis masyarakat. Dari sudut 
kelembagaan menunjukan kelembagaan organisasi pengelola ekowisata 
TNGM berada pada tahap pekembangan dan masih diperlukan upaya 
secara berkelanjutan untuk menuju tahap pemantapan dan dewasa. 
Organisasi ini masih dalam upaya perjuangan dalam meningkatkan 
efektifias kinerja untuk mencapai efektifitas dan tingkat perkembangan 
yang lebih tinggi. Faktor yang berkaitan dengan kelembagaan, kebijakan, 
perundang-undangan dan peraturan tentang pengelolaan ekowisata dimana 
kesiapan suatu organisasi yaitu Balai Taman Nasional adalah Unit 
Pengelolaan Teknis yang masih muda dan terus melakukan perjuangan 
untuk menuju tahap pengembangan kinerja Balai Taman Nasional.  
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Penelitian relevan karena dua alasan, pertama yaitu adanya 
kesamaan objek penelitian yaitu BTNGM. Dalam menjalankan perannya 
mengelola ekowisata di Taman Nasional gunung merapi, BTNGM bukan 
bertindak sebagai single actor melainkan melibatkan peran serta 
masyarakat, hal tersebut telah sesuai dengan prinsip Good Forest 
Governance dalam pegelolaan kawasan Taman Nasional. Kedua, dalam 
penelitian ini melihat dari kaca mata kelembagaan dalam menilai 
kinerjanya, dimana kondisi lembaga Balai TNGM masih berada di tahap 
perkembangan dan masih berjuang untuk menjadi lembaga yang mapan. 
Adapun perpedaannya terletak pada metode serta pendekatan yang 
digunakan dalam mengukur kondisi lembaga. Penelitian tantang analisis 
kondisi pelembagaan KPHK di Balai TNGM mencoba lebih mendalam 
melihat kondisi kelembagaan dari tiap variabel-variabel pembangunan 
lembaga yang dikembangkan oleh Esman (1986). 
b. Penelitian Tri Atmojo (2013) yang berjudul "Identifikasi Variabel-
Variabel Pembangunan Lembaga KPH Konservasi Di Taman Nasional 
Alas Purwo.” 
Penelitian mencoba melihat keadaan organisasi Balai Taman 
Nasional Alas Purwo sebagai bahan konstruksi pembangunan lembaga 
baru yaitu KPH Konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disain 
organisasi bersifat sentralisasi dan formalisasi, kategori kepemimpinan 
transformasional adalah tinggi, kategori sikap Good Forestry Governance 
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adalah baik dan kategori karakteristik individu adalah baik. Penelitian ini 
menyarankan adanya inovasi untuk meningkatkan kualitas masing-masing 
variabel dalam upaya pembangunan lembaga KPH Konservasi. Penelitian 
ini relevan karena kesamaan subjek penelitian yakni terkait variabel 
pembangunan lembaga KPHK. Apapun perbedaannya terletak pada objek 
atau lembaga yang diteliti yaitu Balai Taman Nasional Gunung Merapi. 
 
C. Kerangka Befikir 
Permasalahan kehutanan selama ini terjadi di Indonesia disebabkan 
salah satunya oleh faktor kelembagaan. Dalam hal ini, taman nasional 
sebagai kawasan pelestarian alam yang melindungi ekosistem hutan asli 
dan sumberdaya stategis juga mengalami dampak kerusakan secara tidak 
langsung. Balai Taman Nasional sebagai organisasi perwakilan pusat yang 
ada dilapangan mengelola taman nasional selama ini mengalami banyak 
kendala dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut terlihat dari masih 
adanya banyak kasus disekitar kawasan hutan taman nasional. Masalah 
tersebut jika tidak ditangani dengan serius akan berdampak pada kerusakan 
sumber daya yang ada didalamnya. Dari adanya masalah tersebut 
pemerintah melalui PP No. 6/2007 Jo. PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan 
menghendaki upaya transformasi kelembagaan pada organisasi pengelola 
Taman Nasional.  
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Balai Taman Naisonal Gunung Merapi (BTNGM) sebagai Unit 
Pengelola Teknis yang mengurusi kawasan TNGM pada saatnya akan 
bertransformasi menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan konservasi (KPHK). 
Tujuan transformasi ini adalah agar tercipta kelembagaan yang lebih 
mapan dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di 
tingkat tapak. KPHK sebagai lembagaan pemangku kawasan konservasi 
diharapkan dapat menjadi kelembagaan yang inovatif dan responsif 
melibatkan multi stakeholder sesuai paradigma Good Forest Governance 
dalam pengelolaan hutan lestarai. 
Transformasi BTNGM menjadi KPHK yang akan dijalankan belum 
secara lengkap diatur mengenai konstruksi kelembagaan, melainkan masih 
berpegang dengan aturan lama yaitu Permenhut No.P.03 tahun 2007 
tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Penelitian ini 
berupaya untuk mengidentifikasi variabel-variabel pelembagaan yang 
didasarkan pada konsep pembangunan lembaga yang dikembangkan oleh 
Esman (1986) dan yang telah dimodifikasi pada penelitian relevan. Untuk 
memperjelas kerangka berpikir tersebut berikut ini adalah gambar kerangka 
berpikir dalam penelitian ini: 
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Permasalahan hutan di Indonesia diakibatkan 
oleh lemahnya kelembagaan Hutan. 
PP No. 6/2007 Jo. PP No. 3/2008 menghendaki 
transformasi organisasi Taman Nasional menjadi 
KPHK. Namun belum ada aturan yang merinci lebih 
jauh soal konstruksi kelembagaan. 
 
Persiapan Pelembagaan Balai Taman Nasional Gunung Merapi 
menuju Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi 
 
 
Terciptanya konstruksi lembaga baru dalam 
pembentukan struktur dan administrasi yang efektif 
dalam mengelola Taman Nasional Gunung Merapi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Kerangka Berfikir 
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C. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana gaya kempemimpinan yang ditunjukan oleh Kepala Balai Taman 
Nasional Gunung Merapi? 
2. Bagaimana bentuk desain organisasi yang ada di Balai Taman Nasional 
Gunung Merapi? 
3. Bagaimana karakteristik individu pegawai Balai Taman Nasional Gunung 
Merapi? 
4. Bagaimana Sikap Good Forest Governance yang dimiliki oleh pegawai Balai 
Taman Nasional Gunung Merapi? 
5. Bagaimana kondisi sumber daya dana dan program Balai Taman Nasional 
Gunung Merapi? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Langkah-Langkah Penelitian Kombinasi 
1. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus menggunakan 
pendekatan metode kombinasi (mix method). Penelitian studi kasus lebih 
cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how dan why, 
bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-
peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitian terletak pada 
fenomena kontemporer didalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1987:1). 
Menurut Umar (2004:35) riset dengan menggunakan studi kasus menghendaki 
kajian yang terperinci mendalam, menyeluruh terhadap objek tertentu 
termasuk lingkungannya. Penelitian studi kasus ini tidak bermaksud untuk 
menggeneralisir temuan tentang Taman Nasional melainkan penelitian ini 
dilakukan untuk mendalami kondisi variabel-variabel pembangunan lembaga 
di Balai Taman Nasional Gunung Merapi dengan menggunakan pendekatan 
konsep Esman (1986) dan Ivancevich (2007). 
Menurut Creswell (2010:553) terdapat beberapa alasan penggunaan 
Mix Method dalam penelitian. Pertama, mixed methods digunakan karena 
peneliti memiliki data-data kuantitatif dan kualitatif dan kedua macam data ini 
memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitiannya 
36 
 
 
daripada salah satu data saja. Kedua, mixed methods dipakai ketika salah satu 
metode penelitian (kualitatif atau kuantitatif) tidak memadai untuk memahami 
masalah penelitian (research problem) atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 
penelitian (research questions). Ketiga, penelitian eksperimen ditindaklanjuti 
dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif. Penelitian eksperimen 
memberikan informasi penting perihal hasil eksperimennya, tetapi 
pendalaman tentang bagaimana sesungguhnya eksperimen tersebut 
berlangsung dilakukan dengan metode kualitatif. 
Metode-metode kualitatif dan kuantitatif (Mix Method) pertama kali 
diperkenalkan oleh Norman Denzin dengan istilah “triangulasi”. Konsep 
Denzin tentang triangulasi ialah menggunakan kombinasi berbagai sumber 
data untuk mengkaji satu fenomena sosial (Denzin dalam Tashakkori dan 
Charles Teddlie, 2010:68). Sedangkan menurut John W. Creswell (2010:5) 
mix method adalah suatu pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau 
mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif yang melibatkan 
asumsi-asumsi filosofis dari kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. 
Dalam mixed methods dikenal 4 (empat) macam tipe rancangan 
penelitian, yaitu triangulation mixed methods design, embedded mixed 
methods design, explanatory mixed methods design, dan exploratory mixed 
methods design. Penelitian ini menggunakan rancangan explanatory mixed 
methods. Menurut Creswell (2010:316) explanatory mixed methods sebagai 
strategi pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama yang 
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diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif yang pada tahap kedua 
yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Sugiyono (2011:415) 
menyebut istilah explanatory mixed methods dengan dengan istilah sequential 
explanatory. Dalam model sequential explanatory penelitian kuantitatif 
berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur yang dapat bersifat 
deskriptif, komparatif dan asosiatif dan metode kualitatif berperan untuk 
membuktikan, memperdalam memperluas, memperlemah dan menggugurkan 
data kuantitatif yang diperoleh pada tahap awal. 
Dari penelitian yang telah dilakukan, data kuantitatif dan hasil 
analisisnya memberikan gambaran deskriptif tentang kondisi pelembagaan 
KPHK di Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Untuk membuktikan, 
memperdalam memperluas, memperlemah atau menggugurkan hasil analisis 
kuantitatif deskriptif dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. 
2. Waktu dan Tempat Penelitian  
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai 
dengan April 2015. Penelitian dilakukan di Kantor Balai TNGM yang berada 
di Jalan Kaliurang km 22,6 Banteng, Hargobinangun, Pakem, Sleman, DIY. 
Penelitian juga dilaksanakan di kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional 
(SPTN) dan Resort masing-masing wilayah SPTN yang letaknya tersebar 
disekitar kawasan TNGM. Adapun rincian SPTN dan Resort organisasi 
TNGM adalah sebagai berikut: 
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a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I (Kabupaten Magelang): 
1) Resort Wilayah Srumbung Kabupaten Magelang 
2) Resort Wilayah Dukun Kabupaten Magelang 
3) Resort Wilayah Turi Pakem Kabupaten Sleman 
4) Resort Wilayah Cangkringan Kabupaten Sleman 
b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II (Kabupaten Boyolali): 
1) Resort Wilayah Musuk Cepogo Kabupaten Boyolali 
2) Resort Wilayah Selo Kabupaten Boyolali 
3) Resort Wilayah Kemalang Kabupaten Klaten.  
 
B. Metode Kuantitatif 
a. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dipahami sebagai jumlah keseluruhan dari dugaan ciri-ciri 
dari unit analisa (Singarimbun, 2008:152). Lebih jelasnya populasi merupakan 
wilayah generalisasi dari obyek/subyek yang memiliki kualitas dan 
karakteristik tertentu sehingga ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:90). Populasi dalam penelitian 
ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang yang berada di Kantor Balai 
Taman Nasional Gunung Merapi dari mulai pimpinan sampai dengan staff 
pegawai yang berjumlah 72 orang pegawai. Alasan dilibatkannya seluruh 
pegawai ini karena pegawai TNGM memiliki berbedaan karakteristik yang 
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beragam mulai dari usia, latar belakang pendidikan, pangkat dan jenis 
kelamin. 
Sampel menurut Sugiyono (2010: 91) yaitu sebagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut Hadi (1983: 63) 
sampel adalah sebagian individu atau populasi yang diselidiki. Dapat 
disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian populasi yang diambil untuk 
diselidiki oleh peneliti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian populasi 
sehingga semua populasi digunakan sebagai sampel. Alasan penggunaan 
seluruh populasi ini karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara 
mendalam kondisi lembaga Balai TNGM sehingga perlu melibatkan seluruh 
anggota atau staf pegawai Balai TNGM dalam penelitian. 
 
b. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan maka definisi 
operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memiliki 
sifat memanusiakan pengikutnya, memperlakukan pengikutnya sebagai 
manusia cerdas dan terhormat, mampu ‘mengelus-elus’ hati pengikutnya 
agar memunculkan potensi insaninya secara maksimal. Dimensi yang 
digunakan untuk mengukur kepemimpinan transformasional dalam 
penelitian ini adalah: 
1) Idealized Influence / Karisma;  
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2) Inspirational Motivation / Motivasi Inspirasional; 
3) Intelektual Stimulation / Stimulasi Intelektual dan 
4) Individual Consideration/ perhatian yang individualisasi. 
b. Desain organisasi adalah dimaknai sebagai sebuah kerangka kerja 
berfokus pada perbedaan posisi, perumusan aturan dan prosedur, dan 
penentuan kewenangan. Dimensi-dimensi yang dipakai dalam penelitian 
ini adalah:  
1) Sentralisasi dan 
2) Formalisasi. 
c. Karakteristik individu adalah potensi insani yang masih “tertanam” pada 
diri setiap individu dan siap untuk dimunculkan. Karakteristik individu 
diukur melalui dimensi-dimensi yang digunakan yaitu sebagaimana 
dijabarkan oleh Bararatun dalam Atmojo (2013) yaitu: 
1) Semangat belajar inovatif; 
2) Rasa kompeten; 
3) Motivasi kerj; 
4) Semangat kerja sama; 
5) Wawasan aspiratif dan 
6) Wawasan etikal. 
d. Sikap Good forestry governance berhubungan dengan permasalahan 
bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan hutan dan relasi antara 
masyarakat dengan hutan dibuat, siapa yang bertanggungjawab, 
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bagaimana mereka menggunakan kekuasaan atau kewenangannya, dan 
bagaimana mereka mempertanggungjawabkannya. Dimensi-dimensi yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1) Partisipasi; 
2) Transparansi; 
3) Akuntabel; 
4) Kepastian hukum dan 
5) Terjaminnya aktivitas konservasi. 
e. Program adalah serangkaian cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, 
melalui program rencana akan terorganisir dan mudah dioprasionalkan. 
f. Dana adalah sejumlah uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang 
disisihkan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. 
 
c. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
sebuah proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 
meliputi:  
a. Observasi  
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 
pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan 
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panca indra lainnya (Bungin 2011:118). Terdapat dua jenis observasi yaitu 
observasi partisipatif dan observasi nonpartisipatif. Observasi partisipatif 
merupakan observasi di mana peneliti ikut terjun langsung ke dalam 
fenomena yang menjadi objek penelitian sedangkan observasi 
nonpartisipatif merupakan pengamatan yang dilakukan oleh penulis tanpa 
melibatkan diri ke dalam fenomena. Dalam penelitian ini, observasi yang 
dilakukan adalah observasi nonpartisipatif, sedangkan segi instrumentasi 
observasi menggunakan terstruktur. Hal ini dilakukan untuk menyajikan 
gambaran realistis atau kejadian nyata terkait gambaran secara 
menyeluruh terkait kondisi aktual variabel-variabel pelembagaan di Balai 
TNGM, serta proses pengelolaan dan pemanfaatan kawasan TNGM yang 
dilakukan oleh Balai TNGM. 
b. Kuesioner 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan 
kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2010:162). Kuesioner 
penelitian dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, pertama, kuesioner tertutup. 
Dalam kuesioner ini responden memilih salah satu atau lebih 
kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Kedua, yaitu 
kuesioner terbuka yang mana kuesioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan 
bebas yang memberi kebebasan pula kepada responden untuk 
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menjawabnya. Ketiga, Kuesioner campuran kuesioner ini merupakan 
gabungan dari kuesioner sebelumnya (Deni Darmawan, 2013: 160-161). 
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
kuesioner tertutup. Keunggulan menggunakan kuesioner tertutup antara 
lain mudah dijawab, tidak membebani responden terlalu berat, mudah 
dianalisis, dan tidak akan terjadi jawaban yang menyimpang (Deni 
Darmawan, 2013: 162). Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data yang paling utama yang dikembangkan berdasarkan 
kisi-kisi yang telah ditentukan untuk mengukur atau menilai masing-
masing variabel pembangunan lembaga. 
Kuesioner dibagikan kepada 66 orang staff atau pegawai TNGM 
yang berada di kantor Balai, Kantor Seksi PTN wilayah I, II maupun di 7 
(tujuh) resort TNGM. Sebelum mengisi angket peneliti terlebih dahulu 
memberikan pengantar kepada responden terkait tujuan penelitian. Hal ini 
dilakukan supaya responden memiliki gambaran jawaban yang akan 
diberikan dan memberikan jawaban-jawabannya secara objektif. 
Sebelumnya instrumen kuesioner ini pernah digunakan dalam penelitian 
serupa di Balai Taman Nasional Alas Purwo dan di KPHK Sumatera 
Barat. 
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4. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah instrumen yaitu instrumen 
nilai kepemimpinan transformasional, instrumen desain organisasi, instrumen 
karakteristik individu, dan instrumen sikap good forest governance.  
a. Intrumen Kepemimpinan Transformasional 
Intrumen ini dibuat untuk mengetahui apakah sikap kepemimpinan 
transformasional telah tercermin dengan baik melalui sifat-sifat dan cara 
dalam memimpin di lembaga Balai Taman Nasional Gunung Merapi. 
Untuk mengetahuinya peneliti menggunakan indikator Kepemimpinan 
transformasional diukur dari kuesioner Atmojo (2013) diilhami oleh 
penelitian Bass dan Avolio dalam buku Ancok (2012). Skala ini 
mengandung 40 indikator yang mengungkapkan kecenderungan 
kepemimpinan transformasional yaitu: idealized influence (karisma), 
inspirational motivation (motivasi inspirasi), intellectual stimulation 
(stimulasi intelektual) dan individual consideration (pertimbangan 
individualisasi). 
Skoring alat ukur kepemimpinan dibuat berdasarkan adaptasi skala 
linkert yaitu nilai dari angka 1 sampai dengan 10. Skor 1 menyatakan 
sangat tidak setuju dan skor 10 menyatakan skor sangat setuju. Semakin 
besar skor yang diperoleh, maka semakin rendah kualitas kepemimpinan 
transformasional yang dimiliki oleh pemimpin, dan sebaliknya, semakin 
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rendah skor yang diperoleh, maka semakin baik kualitas kepemimpinan 
transformasional yang dimiliki pemimpin. Butir pertanyaan yang positif 
bermakna semakin kecil skor yang diperoleh, maka semakin rendah 
kualitas kepemimpinan transformasional yang dimiliki dan demikian 
sebaliknya. Berikut ini sebaran item-item pertanyaan dikuesioner 
responden menurut masing-masing dimensi. 
Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kepemimpinan Transformasional  
No. Indikator No butir soal Jumlah 
butir Positif  Negatif 
1 Karisma 1,9,10,19,20,43,48 2,32,42 10 
2 Motivasi Inspirasi 3,12,21,22,33,44,47,49 11,34 10 
3 Simulasi 
Intelektual 
4,5,13,15,23,25,26,36,37 24 10 
4 Pertimbangan 
Individual 
16,27,28,31,38,39,40,45 6,14 10 
Jumlah 32 8 40 
 
b. Instrumen Desain Organisasi 
Disain organisasi diukur melalui kuesioner Atmojo (2013) yang 
merupakan adaptasi dari Kim & Lee (2006). Adapun Dimensi yang 
digunakan adalah sentralisasi dan formalisasi. Skala pengukuran terdiri 
dari 10 butir pernyataan yang mengukur persepsi mengenai desain 
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organisasi. Skoring alat ukur karakteristik dibuat berdasarkan adaptasi 
skala linkert yaitu nilai dari angka 1 sampai dengan 10. Skor 1 
menyatakan sangat tidak setuju dan skor 10 menyatakan skor sangat 
setuju. Semakin besar skor yang diperoleh, maka semakin besar tingkat 
sentralisasi dan formalisasi struktur BTNGM. Sebaliknya semakin rendah 
skor yang diperoleh, maka semakin rendah tingkat sentralisasi dan 
formalisasi. Butir pertanyaan yang positif bermakna semakin besar skor 
yang diperoleh, maka semakin besar tingkat formalisasi dan sentralisasi 
dan demikian sebaliknya.  
Tabel 2. Kisi-Kisi instrumen Variabel Desain Organisasi  
No. Indikator No butir soal Jumlah 
butir Positif  Negatif 
1 Sentralisasi 7,17,29,41,46 - 5 
2 Formalisasi  8,18,30,35,50 - 5 
Total 10 - 10 
 
c. Instrumen Karakteristik Individu 
Karakteristik individu diukur dengan menggunakan skala 
karakteristik individu terpakai yang diilhami dari penelitian Atmojo 
(2013) yang mengadaptasi dari kuesioner Bararatun (2009). Skoring alat 
ukur karakteristik dibuat berdasarkan adaptasi skala linkert yaitu nilai dari 
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angka 1 sampai dengan 10. Skor 1 menyatakan sangat tidak setuju dan 
skor 10 menyatakan skor sangat setuju. Semakin besar skor yang 
diperoleh, maka semakin unggul kualitas karakteristik yang dimiliki oleh 
karyawan, dan sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh, maka 
semakin rendah kualitas karakteristik yang dimiliki karyawan. Butir 
pertanyaan yang positif bermakna semakin kecil skor yang diperoleh, 
maka semakin rendah kualitas karakteristik yang dimiliki oleh karyawan 
dan demikian sebaliknya. Skala pengukuran ini terdiri 50 butir 
soal/pernyataan. 
Tabel 3. Kisi-Kisi instrumen Variabel Karakteristik Individu 
No. Indikator No butir soal Jml 
butir Positif  Negatif 
1 Semangat Belajar Inovatif  2,20,21,30,40 2,6,29,39,41 10 
2 Rasa Kompeten 1,18,19,28,38 27,37,42,48 9 
3 Motivasi Kerja 43, 4, 17, 44, 36 7,26,35,45,47 10 
4 Semangat Kerjasama 5,12,25, 34,46 5 
5 Wawasan aspiratif 9,13,33 8,14,24,32,49 8 
6 Wawasan Etikal 15,23,31,50 10,11,16,22 8 
Total 26 24 50 
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d. Instrumen Sikap Good Forest Governance 
Intrumen ini dibuat untuk mengetahui apakah doktrin dari Good 
Forest Governance telah dilaksankan dengan baik tercermin dalam 
kehidupan organisasi BTNGM. Sikap GFG diukur mengunakan butir butir 
pernyataan kuesioner yang disusun berdasarkan kuesioner Atmojo (2013). 
Skala pengukuran ini terdiri 43 butir soal/pernyataan. 
Skoring alat ukur karakteristik dibuat berdasarkan adaptasi skala 
linkert yaitu nilai dari angka 1 sampai dengan 10. Skor 1 menyatakan 
sangat tidak setuju dan skor 10 menyatakan skor sangat setuju. Semakin 
besar skor yang diperoleh, maka semakin rendah kualitas sikap GFG yang 
dimiliki oleh pegawai, dan sebaliknya, semakin rendah skor yang 
diperoleh, maka semakin unggul kualitas sikap GFG yang dimiliki 
pegawai. Butir pertanyaan yang positif bermakna semakin kecil skor yang 
diperoleh, maka semakin rendah kualitas sikap GFG yang dimiliki oleh 
pegawai dan demikian sebaliknya. 
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Tabel 4. Kisi-Kisi instrumen Variabel Sikap GFG 
No. 
Indikator No butir soal Jumlah 
butir Positif  Negatif 
1 Kepastian 
Hukum 
1,9, 26,27,38,39 10,40 8 
2 Partisipasi 2,11 3,12,25,36,41 7 
3 Transparansi  23,24,35,37 4,13,21 7 
4 Akuntabilitas 5,32,34 14,20,42 6 
5 
konservasi 6,7,8,15,16,29,31, 
43 
17,18,19,22,28,30, 
33 
15 
Total 23 20 43 
 
5. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
a. Validitas Instrumen 
Validitas merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh peneliti untu 
menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan instrumen. Menurut 
Suharsimi Arikunto (2006:160), sebuah instrumen dikatakan valid jika 
mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data 
dari variabel yang diteliti secara tepat. Penelitian ini menggunakan rumus 
korelasi Product Moment dari Karl Person untuk menguji butir-butir 
pernyataan dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 
r xy  = koefiensi validitas  
n = jumlah subyek 
  = jumlah skor soal 
  = jumlah skor total 
  = jumlah hasil kali skor soal dengan skor total 
  = jumlah kuadrat skor soal 
  = jumlah kuadrat skor total 
 
Kemudian hasil perhitungan dibandingkan dengan r table pada 
taraf 5%. Jika nilai r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel maka 
butir pernyataan pada instrumen tersebut dinyatakan valid namun jika 
nilai rhitung lebih kecil daripada rtabel maka dinyatakan tidak valid. 
Uji validitas instrumen sebelumnya sudah pernah dilakukan dalam 
penelitian serupa di Balai Taman Nasional Alas Purwo, sehingga dapat 
diketahui bahwa instrumen yang digunakan penelitian ini cukup valid 
untuk mengukur hal yang sama. Untuk keperluan analisis butir soal yang 
lebih valid, pengukuran validitas dalam penelitian ini tetap dilakukan 
terhadap hasil skor/data yang terkumpul dengan menggunakan bantuan 
komputer program SPSS 16.0 for windows. Untuk menentukan valid 
tidaknya suatu butir soal pernyataan yang menggunakan kriteria nilai r 
=0,30. Butir pernyataan yang mendapatkan skor 0,30 ke atas dinyatakan 
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valid akan disertakan dalam analisis sedangkan butir pernyataan di bawah 
kriteria 0,30 dinyatakan tidak valid langsung gugur dan tidak diikutkan 
dalam tahap analisis selanjutnya. Rincian butir pernyataan yang telah valid 
dapat dilahat pada lampiran. 
b. Reliabilitas Instrumen 
Uji reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh 
mana stabilitas dan konsistensi dari alat ukur yang digunakan, sehingga 
memberi hasil yang relatif konsisten jika pengukuran tersebut diulangi. 
Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach 
Alpha. Suatu alat ukur disebut reliabel apabila memiliki Cronbach Alpha 
sama dengan atau lebih besar dari 0,6 (Indriantoro dan Bambang, 
2002:24). Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen 
yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau dan skala bertingkat 
(rating scale). Rumus Alpha (Arikunto, 2002): 
 
Keterangan : 
  = reliabilitas instrumen 
k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
  = jumlah varians butir 
 = varians total 
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Selanjutnya hasil perhitungan  yan diperoleh diinterpretasikan 
dengan tabel pedoman. Tujuannya adalah untuk memberikan interpretasi 
terhadap koefisien korelasi. Peneliti menggunakan tabel pedoman menurut 
Sugiyono (2007:231) yang dijabarkan sebagai berikut: 
Antara 0,00 sampai dengan 0,199 : sangat rendah 
Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 
Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : sedang 
Antara0,600 sampai dengan 0,799 : kuat 
Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat kuat   
Pengukuran reliabilitas dilakukan terhadap butir-butir soal atau 
pertanyaan yang sah dan tidak gugur. Reliabilitas dihitung dengan 
menggunakan Cronbach Alpha dengan bantuan software SPSS 16.00 for 
windows dan diperoleh hasil yang dapat dilihat pada table dibawah ini: 
Tabel 5. Reliabilitas Instrumen 
Variabel Item 
Valid 
Cronbach’s 
Alpha 
Tingkat 
Keandalan 
Kepemimpinan 30 0,944 Sangat Kuat 
Desain Organisasi 8 0,786 Kuat 
Karakteristik Individu 35 0,943 Sangat Kuat 
Sikap GFG 25 0,884 Sangat Kuat 
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6. Teknik Analisis Data Kuantitatif 
a. Deskripsi Data 
Deskripsi data berguna untuk menyajikan data yang diperoleh dari 
lapangan. Deskripsi data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk 
deskripsi data sesuai dengan masing-masing variabel. Deskripsi data yang 
disajikan berbentuk Mean (M), Median (Me), dan Modus (Mo Standar 
Deviasi (SDi), tabel kecenderungan masing-masing variabel. Olah data 
dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16.00 for windows. 
1) Mean, Median, Modus 
Mean (M) adalah nilai rata-rata yang didapat melalui 
perhitungan dengan cara menjumlahkan semua nilai yang ada dan 
membagi total nilai tersebut dengan jumlah sampel. Median (Me) atau 
nilai tengah merupakan suatu bilangan dalam distribusi nilai yang 
menjadi batas tengah sehingga membaginya kedalam frekuensi bagian 
atas dan frekuensi bagian bawah. Modus (Mo) adalah nilai atau skor 
yang paling sering muncul dalam suatu distibusi nilai. Standar Deviasi 
(SDi) adalah akarvarians. 
2) Tabel Kecenderungan Variabel 
Median Ideal (Mi) atau rerata ideal digunakan untuk 
mengidentifikasi seberapa tinggi variabel-variabel pembangunan 
lembaga BTNG. Hasil kuesioner penelitian kemudian dikategorikan 
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berdasar jumlah skor yang diperoleh dengan kriteria tertentu. Kategori 
dalam penelitian ini dipilah menjadi lima kategori, sebagai berikut: 
Tabel 6. Kecenterungan Variabel 
 
 
 
 
 
 
harga rata-rata mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDi) 
diperoleh berdasarkan norma sebagai berikut: 
Mi = 
2
1  (skor tertinggi + skor terendah) 
SDi = 
6
1  (skor tertinggi + skor terendah) 
Untuk membuat daftar distribusi frekuensi dengan panjang 
kelas yang sama di lakukan dengan cara: 
a. Menentukan rentang: data terbesar dikurangi data terkecil atau 
skor maksimum dikurangi skor minimum. 
b. Menentukan banyak kelas interval:  
Banyak kelas = 1 + (3,3) Log n 
c. Menentukan panjang kelas interval: 
Panjang kelas = rentang/ banyak kelas (sudjana, 2005: 47) 
x ≥ Mi + 1,5 SDi 
Mi + 0,5 SDi ≤ x < Mi + 1,5 SDi 
Mi – 0,5 SDi ≤ x < Mi + 0,5 SDi 
Mi – 1,5 SDi ≤ x < Mi – 0,5 SDi 
x ≤ Mi – 1,5 SDi 
Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah  
Sangat rendah 
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b. Analisis Data 
Analisis data menggunakan analisis univariate yakni dilakukan 
dengan membanding perolehan skor nilai rata-rata masing-masing 
variabel dengan masing-masing kategori rentang skor rata-rata. Rentang 
skor rata-rata masing-masing variabel diperoleh dengan cara menghitung 
jumlah skor maksimal dari butir soal valid dikurangi skor minimal dibagi 
5 (skor tertinggi adalah 10 dan terendah 1). Kategori nilai rata-rata 
masing-masing variabel adalah sebagai berikut:  
Tabel 7. Rentang/Interval Skor Rata-Rata 
Variabel/Kriteria Kepemimpinan Desain 
Organisasi 
Karakteristik 
Individu 
Sikap 
GFG 
Sangat Tinggi 246-300 65,6-80 287-350 205-250 
Tinggi  192-245 51,2-64,6 224-286 160-204 
Cukup 138-191 36,8-50,2 161-223 115-159 
Rendah 84-137 22,4-35,8 98 -160 70-114 
Sangat Rendah 30-83 8 – 21,4 35 - 97 25-69 
 
C. Metode Kualitatif 
1. Subjek Penelitian 
Pemilihan subjek penelitian dalam metode kualitatif adalah secara 
purposive yaitu dengan berusaha memasukkan ciri-ciri tertentu terhadap 
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responden menurut kehendak peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti 
menentukan informan kunci (key informan) yang mengetahui dengan jelas 
tentang informasi yang ditanyakan sehingga informan memberikan infomasi 
yang dibutuhkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Ukuran 
subjek purposive sering kali ditentukan atas dasar teori kejenuhan (titik dalam 
pengumpulan data saat data baru tidak lagi membawa wawasan tambahan 
untuk pertanyaan penelitian). 
Adapun pihak-pihak yang dipilih untuk menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Ir. Edy Sutiyarto, Kepala Balai TNGM. 
b. Dr. Tri Atmojo, S.Hut.,M.T, Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Nurpana Sulaksono, S.Hut.,M.T, Kepala Seksi PTN wilayah I. 
d. Ir. Agnes Dini Sri Sutarweni, Kepala Seksi PTN wilayah II. 
e. Ir. Hartini Embong Bulan, Penganalisis data Evaluasi dan pelaporan. 
f. Suhono, Penata Administrasi Kepegawaian. 
g. Teguh Wardaya, Kepala sesort Pakem Turi. 
h. Arif Sulfiantono, S.Hut.,M.Sc, Kepala Resort Kemalang. 
i. Devita Maharani, A.Md, Polisi Kehutanan (POLHUT) pelaksana. 
j. Ruky Umaya, S.Hut,M.Si, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda. 
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2. Instrumen Penelitian 
Dalam sebuah penelitian dibutuhkan beberapa instrumen untuk 
mendapatkan data yang valid (Moleong, 2010: 168). Di dalam penelitian ini, 
peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif yang 
mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara. 
Peneliti sebagai instrument disini berupaya memahami. Untuk memahaminya 
dengan benar, peneliti melakukan tiga cara. Pertama, peneliti melakukan 
validasi diri dengan cara berupaya memahami proses pembangunan lembaga 
Balai Taman Naional Gunung Merapi menuju Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Konservasi dan teori-teori yang berkaitan dengan proses pelembagaan 
organisasi. Selain itu, peneliti melakukan diskusi dengan teman tentang 
keadaan akual keorganisasian Balai TNGM serta perannya dalam 
menjalankan tugas pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. 
Kedua, peneliti mengamati secara langsung fenomena yang ada di lapangan 
dengan menggunakan pedoman observasi dan mengumpulkan data sebanyak-
banyaknya mengenai kondisi pelembagaan KPHK dari berbagai media, baik 
itu media cetak maupun media online. Ketiga, peneliti melakukan wawancara 
dengan para informan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat 
peneliti.  
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Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan alat bantu 
pengumpulan data yaitu berupa buku catatan lapangan, pedoman wawancara, 
perangkat observasi selama proses penelitian berlangsung. Beberapa 
hambatan yang dihadapi oleh peneliti adalah kesulitan untuk mengatur jadwal 
wawancara dengan informan yang akan diwawancarai, khususnya pegawai 
yang berada di resort karena informan sering berada dilapangan maupun 
sedang menjalankan tugas diluar kantor lainnya. 
3. Sumber dan Jenis Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 
atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi, maupun 
dokumentasi terhadap informan penelitian. Sedangkan menurut Lofland 
(dalam Lexy J. Moleong 2010: 157) bahwa “sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan”. Kata-kata dan tindakan 
merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati 
atau mewawancarai. 
Peneliti menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi 
langsung tentang kondisi terkini variabel-variabel pembagunan lembaga 
Balai TNGM yang akan menjadi konstruksi kelembagaan baru yaitu 
KPHK. Peneliti melakukan observasi/ pengamatan dan wawancara 
kepada pimpinan dan beberapa staf organisasi Balai TNGM. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan 
dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, 
buku harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen 
resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat 
berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-
lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, 
hasil-hasil studi, tesis, hasil survei, studi historis, dan sebagainya. 
Penggunaan data sekunder ini untuk memperdalam penemuan dan 
melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui pengamatan dan 
wawancara. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu: 
1) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). 
2) Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004, mengenai Pemerintah Daerah.  
3) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo. PP No. 3 Tahun 2008 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
serta Pemanfaatan Hutan. 
4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.134/Menhut-II/2004 
tentang Penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.  
5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 
bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. 
Peneliti merupakan pewawancara dan sumber data adalah orang yang 
diwawancarai (Kountur, 2007: 186). Wawancara dalam studi kasus ini 
bersifat open-ended, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci 
tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai 
peristiwa yang ada (Yin, 1987:108).  Wawancara dalam penelitian ini 
digunakan sebagai alat bantu tambahan untuk mendalami permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperdalam data 
yang diperoleh dari lapangan melalui kuesioner. Wawancara telah dilakukan 
kepada 10 informan yang mewakili pegawai pegawai stuktural, non 
srtuktural maupun pegawai fungsional Balai TNGM. 
b. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut 
Lexy J. Moleong (2009: 216) dokumentasi merupakan cara pengumpulan 
data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yang setiap bahan 
tertulis baik internal maupun eksternal yang mendukung peneliti untuk 
menjawab rumusan masalah. Dokumen yang digunakan adalah dokumen 
yang dapat mendukung peneliti untuk mendapatkan dan mengolah data 
penelitian. dokumen yang diperoleh adalah data kepegawaian, data 
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Akuntabilitas  keuangan tahun 2013-2014, Laporan tahunan tahun 2014, data 
program dan kegiatan sarana prasana pendukung organisasi Balai TNGM. 
 
5. Teknik Analisis Data Kualitatif 
Dalam penelitian kualitatif analisis data bisa dilakukan secara bersamaan 
ketika peneliti mendapatkan data di lapangan. Pada penelitian ini analisis data 
telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Adapun model 
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Milles dan 
Hubberman (2009:16) sebagai berikut: 
a. Pengumpulan data  
Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan 
data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan 
dokumen di lapangan yang berkaitan dengan kondisi variabel-variabel 
pembagunan lembaga KPHK di Balai Taman Naional Gunung Merapi. Data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat 
dalam buku catatan lapangan.  
b. Reduksi Data  
Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah mereduksi data. 
Reduksi data yaitu proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, 
pengabstrakan dan transformasi data-data yang didapat dari catatan lapangan 
(Miles & Hubberman, 2009:16). Dilapangan, data yang didapat sangat 
banyak sehingga perlu diteliti dan dirinci sesuai dengan tema penelitian. 
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Dalam reduksi atau peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau 
uraian singkat, menggolong-golongkan data untuk dibentuk transkrip 
penelitian. Dalam langkah ini juga dilakukan pembuangan data yang tidak 
relevan dengan penelitian penulis sehingga diperoleh data yang akan diteliti. 
Hasil dari reduksi data ini adalah agar dapat memperoleh data yang benar-
benar relevan terkait dengan kondisi variabel-variabel pembagunan lembaga 
KPHK di Balai Taman Naional Gunung Merapi. 
c. Penyajian Data  
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan 
data yang sudah direduksi. Penyajian data adalah sekumpulan informasi 
tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan (Miles & Hubberman, 2009:17). Penyajian data ini 
dilakukan sesuai dengan apa yang diteliti sehingga diperoleh kemudahan 
dalam menafsirkan data mengenai kebijakan yang akan diteliti.  
Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan 
tahapan lainnya. Tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka 
keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat 
penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 
harus dilakukan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk 
menjelaskan kondisi variabel-variabel pembagunan lembaga KPHK di Balai 
Taman Naional Gunung Merapi.  
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d. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi 
Pengambilan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dengan 
berangkat dari rumusan atau tujuan penelitian kemudian senantiasa 
diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Data yang telah 
diintrepetasikan secara sistematis tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. 
Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari 
hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui 
jawaban dari permasalahan. Permasalahan penelitian yakni berkaitan dengan 
kondisi variabel-variabel pembagunan lembaga KPHK di Balai Taman 
Naional Gunung Merapi. 
6. Teknik Keabsahan Data 
Menurut Lexy J. Moleong (2010:327) menjelaskan “kriteria keabsahan 
data ada empat macam yaitu: kreadibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan 
(tranferability), kebergantungan (depenbility), kepastian (konfirmability). Dalam 
penelitian kualitatif ini memakai kriteria pengecekan keabsahan melalui 
kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk 
membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Teknik 
yang digunakan untuk mencapai kredibilitas dalam penelitian adalah triangulasi. 
Menurut Lexy J. Moleong (2010:330) menjelaskan “triangulasi adalah 
teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 
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untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Teknik 
triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber 
lain. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemriksaan 
yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidik, dan teori. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber dan 
triangulasi teori. Triangulasi sumber bertujuan untuk membandingkan dan 
mengecek informasi yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pada proses wawancara, peneliti memberikan pertanyaan yang 
serupa kepada para subjek penelitian, hal tersebut memberikan gambaran suatu 
proses yang dipahami masing masing subjek, pernyataan yang diperoleh dari 
informan dicocokkan dengan kondisi di lapangan (observasi) dan 
membandingkan dokumentasi dengan hasil pengamatan dengan dokumen. Proses 
triangulasi sumber dilakukan agar ditemukan data yang paling jenuh untuk 
memahami kondisi variabel-variabel pembagunan lembaga KPHK di Balai 
Taman Naional Gunung Merapi.  Alasan pemilihan triangulasi sumber yakni 
karena ada lebih dari satu subjek penelitian yaitu anggota organisasi Balai 
TNGM. Sedangkan triangulasi dengan teori bertujuan untuk mengecek hasil 
penelitian dengan membandingkan dengan teori yang ada. Jadi fakta yang 
ditemukan ada bukti teorinya. Hal ini dapat digunakan sebagai pembanding atau 
pelengkap dalam penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Balai Taman Nasional Gunung Merapi 
Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) merupakan kawasan 
konservasi dari keaneka ragaman hayati dan perlindungan fungsi hidro-
orologi (sebagai daerah tangkapan air yang bermanfaat bagi wilayah 
sekitarnya). Selain itu, TNGM mempunyai nilai penting sebagai wahana 
pendidikan, ilmu pengetahuan/teknologi, penelitian, budaya, dan pariwisata 
alam. Penunjukan Kawasan Hutan Gunung Merapi sebagai TNGM sesuai 
dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 134/Menhut-II/2004 tentang 
perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata 
Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas ± 6.410 ha, yang terletak 
di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa Tengah, serta 
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (laporan Akhir BKSDA, 
2004:1-2). 
Balai Taman Nasional Gunung Merapi merupakan Satuan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Republik Indonesia yang merupakan 
salah satu dari perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola kewenangan 
dibidang kehutanan. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman 
Nasional ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
66 
 
 
P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Berdasarkan keputusan 
tersebut Balai Taman Nasional Gunung Merapi merupakan Balai Taman 
Nasional tipe B, yang terdiri dari : 
a. Sub Bagian Tata Usaha 
b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I 
c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II 
d. Kelompok Jabatan Fungsional (Pengendali Ekosistem Hutan /PEH, 
Penyuluh dan Polisi Kehutanan/POLHUT). 
Dalam rangka pengelolaan mendukung pengelolaan Taman Nasional 
berbasis Resort, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) unit organisasi pengelolaan 
yang dipimpin oleh kepala resort. Wilayah kerja Resort di masing-masing 
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah, yaitu : 
a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I : 
1) Resort Wilayah Srumbung Kabupaten Magelang 
2) Resort Wilayah Dukun Kabupaten Magelang 
3) Resort Wilayah Turi Pakem Kabupaten Sleman 
4) Resort Wilayah Cangkringan Kabupaten Sleman 
b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II : 
1) Resort Wilayah Musuk Cepogo Kabupaten Boyolali 
2) Resort Wilayah Selo Kabupaten Boyolali 
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3) Resort Wilayah Kemalang Kabupaten Klaten  
Bagan Struktur Organisasi Balai TNGM sampai dengan tingkat Resort dapat 
dilihat pada Lampiran. 
Visi Balai TNGM dalam Restra tahun 2015-2019 yang telah mengacu 
pada program kabinet pemerintahan yang baru yaitu: “Menjadi Taman 
Nasional Yang Mantab Dalam Mengelola Ekosistem Vulkano Yang 
Dinamis Berbasis Partisipasi Para Pihak”. Misi Balai Taman Nasional 
Gunung merapi yaitu: 
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan berbasis prinsip tata kelola hutan 
yang baik dan pengelolaan ditingkat tapak. 
2. Merestorasi ekosistem vulkano yang dinamis dan mitigasi bencana. 
3. Meningkatkan partisipasi para pihak dalam pengelolaan TNGM. 
Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 
dijelaskan terkait tugas pokok dan fungsi organisasi taman nasional. Tugas 
pokoknya yaitu “melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan Taman Nasional 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sedangkan 
fungsinya yaitu menyelenggarakan: 
a. Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi 
pengelolaan kawasan taman nasional 
b. Pengelolaan kawasan taman nasional 
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c. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan kawasan taman nasional 
d. Pengendalian kebakaran hutan 
e. Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 
f. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya 
alam hayati dan ekosistemnya 
g. Kerjasama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya serta pengembangan kemitraan 
h. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional 
i. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam 
j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
Sedangkan yang menjadi tugas pokok masing-masing jabatan adalah 
sebagai berikut: 
a. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi memiliki tugas 
diantaranya; melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan 
pelayanan teknis, dan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan 
kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan tata 
persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 
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kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, data, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan serta kehumasan. 
c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas melakukan 
penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, bimbingan 
teknis, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kawasan, 
perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari, pengamanan dan 
pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan penebangan dan peredaran 
kayu, tumbuhan dan satwa liar secara illegal atau tidak sah serta 
pengelolaan sarana prasarana, promosi, bina wisata alam dan bina cinta 
alam, penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 
serta kerjasama di bidang pengelolaan kawasan taman nasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas menyususn rencana dan 
program kegiatan sesuai bidangnya, mengumpulkan mengolah dan 
menganalisa data sesuai bidangnya, melaksanakan kegiatan,melaksanakan 
kegiatan-kegiatannya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai 
peraturan dan pedoman yang berlaku, memberikan saran-saran dan 
pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil 
sesuai bidangnya, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan. 
Program Balai Taman Nasional Gunung Merapi pada periode sebelum 
Desember 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
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Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam antara lain: (a) Program Penerapan 
Kepemerintahan Yang Baik, (b) Program Pemantapan Keamanan Dalam 
Negeri, (c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, (d) 
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan 
Lingkungan Hidup Program-program tersebut kemudian dijabarkan dalam 
kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan-sub kegiatan yang disesuaikan dengan 
kondisi dan kebutuhan pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi 
tiap tahunnya. 
Balai Taman Nasional Gunung Merapi dipimpin oleh seorang Kepala 
Balai setingkat eselon IIIa. Jumlah pegawai Balai Taman Nasional Gunung 
Merapi sampai dengan Bulan April 2015 berjumlah 72 orang, yang terdiri dari 
69 orang PNS, 3 orang CPNS dan 14 orang Tenaga Upah. Sebaran PNS Balai 
TNGM menurut Jenis Jabatan Tahun 2014 (Triwulan IV) adalah sebagai 
berikut: 
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Tabel 8. Sebaran PNS Balai TNGM Menurut Jenis Jabatan Tahun 2014 
Sumber: Laporan Tahunan Balai TNGM tahun 2014 Triwulan IV 
2. Deskripsi Data Subjek 
Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai Balai Taman Nasional 
Gunung merapi yang berjumlah 72 orang yang terdiri pegawai struktural dan 
fungsional. Berdasarkan data yang diperoleh, maka gambaran umum tentang 
jumlah dan karakteristik subjek penelitian dapat dilihat berikut ini. 
NO 
 
JENIS JABATAN 
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD 
JUM
LAH 
I. STRUKTURAL 1 1 2 - - - - 4 
II. NON STRUKTURAL - - 9 2 11 1 1 24 
III FUNGSIONAL 
1 PEH MUDA - 1 - - - - - 1 
2 PEH PERTAMA - 3 6 - - - - 9 
3 PEH PELAKSANA  - - - - 3 - - 3 
4 
PEH PELAKSANA 
LANJUTAN 
- - - - 1 - - 1 
5 CALON PEH  - - 1 - - - - 1 
6 POLHUT PENYELIA - - - - 2 - - 2 
7 POLHUT PERTAMA - - 2 - - - - 2 
8 
POLHUT PELAKSANA 
LANJUTAN 
- - - - 7 - - 7 
9 POLHUT PELAKSANA - - - 2 11 - - 13 
10 
CALON POLHUT 
PELAKSANA PEMULA 
- - - - 1 - - 1 
11 
PENYULUH 
KEHUTANAN 
- - 2 - - - - 2 
12 
CALON PENYULUH 
KEHUTANAN 
- - 1 - - - - 1 
13 
PENGELOLA 
PENGADAAN BARANG 
JASA PERTAMA 
- - 1 - - - - 1 
  JUMLAH 1 5 24 4 36 1 1 72 
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27,38%
72,22%
Jenis kelamin Responden
laki-laki
perempuan
 
a. Jenis Kelamin responden 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh mengenai jenis kelamin 
responden sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: 
Tabel 9. Sebaran Jenis kelamin responden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Prosentase Jenis Kelamin Responden 
 
Dari gambar diatas nampak bahwa responden terbanyak adalah jenis 
kelamin laki-laki yakni sebanyak 52 orang atau 72,22 persen sedangkan 
responden jenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang atau 27,7 persen. 
 
No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Prosentase 
1 Laki-laki 52 72,22 % 
2 Perempuan 20 27,78 % 
Jumlah 72 100% 
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b. Umur responden 
Deskripsi mengenai umur responden sebagaimana diuraikan dalam 
tabel berikut: 
Tabel 10. Kelompok Umur Responden Pegawai. 
No Kelompok Umur Jumlah prosentase 
1 20-29 10 13,89% 
2 30-39 26 36,11% 
3 40-49 18 25 % 
4 50-59 18 25 % 
Jumlah 72 100% 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 4. Prosentase Kelompok Umur Responden 
 
Responden dengan kisaran umur 30-39 tahun adalah yang 
paling banyak yaitu sebanyak 26 orang atau 36,11 persen, disusul 
responden dengan kisaran umur 30-39 tahun dan kisaran umur 40-49 
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yaitu masing-masing berjumlah 18 orang atau 25 persen dan 
responden dengan kisaran umur 20-29 tahun sebanyak 10 orang atau 
13,89 persen. 
c. Tingkat Pendidikan Responden  
Deskripsi mengenai tingkat pendidikan responden sebagaimana 
diuraikan dalam tabel berikut: 
Tabel 11. Tingkat Pendidikan Responden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar 5. Prosentase Tingkat Pendidikan Responden 
No Tingkat pendidikan Jumlah (orang) Porsentase 
1 SD 1 1,39% 
2 SMP 1 1,39% 
3 SMA/ Sederajat 36 50% 
2 Diploma 4 (D4) 4 5,56% 
3 Sarjana Strata 1 (S1) 24 33,33% 
4 Sarjana Strata 2 (S2) 6 8,33% 
Jumlah 72 100% 
75 
 
 
Tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMA/ 
sederajat yaitu sebanyak 36 orang atau 50 persen disusul oleh responden 
dengan tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 24 orang 
atau 33,33 persen dan kemudian disusul responden dengan pendidikan 
Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 6 orang atau 8,33 persen. Tingkat 
pendidikan Diplomat 4 (D4) sebanyak 6 orang atau 5,56 persen, 
Sedangkan responden yang paling sedikit adalah tingkat SD dan SMP 
yaitu masing-masing sebanyak 1 orang atau 1,39 persen. 
 
3. Deskripsi Data Penelitian 
Deskripsi data penelitian disesuaikan dengan fokus masalah penelitian 
yang ditentukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Data hasil penelitian 
ini terdiri dari 5 (lima) variabel pembangunan lembaga KPHK di Balai Taman 
Nasional gunung Merapi yaitu Kepemimpinan Transformasional, Desain 
Organisasi, Karakterristik Individu, Sikap Good Forest Governance. Berikut 
rincian hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan 
software SPSS 13.00 for windows : 
a. Kepemimpinan Transformasional 
Data Variabel Kepemimpinan Transformasional diperoleh dari 
kuesioner yang terdiri dari 30 butir soal valid dengan jumlah responden 
sebanyak 66 orang. Terdapat 10 alternatif jawaban yang bergerak dari skor  
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terendah 1 sampai dengan skor tertinggi 10. Berdasarkan data variabel 
kepemimpinan transformasional yang diolah menggunakan software SPSS 
16.00 for windows maka diperolah skor tertinggi sebesar 298 dan skor 
terendah 112. Hasil analisis menunjukan hasil rerata (Mean) sebesar 
218,31, Median sebesar 219, Modus sebesar 215, dan Standar Deviasi 
sebesar 37,20. 
Jumlah kelas dihitung dengan menggunakan rumus 1 +3,3 Log n, 
dimana n merupakan subjek penelitian. Diketahui bahwa n = 66 sehingga 
diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 Log 66 = 7,004 dibulatkan menjadi 7 kelas 
interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimum-nilai 
minimum, sehingga diperoleh rentang sebesar 298-112=186 dengan 
diketahui rentang data maka dapat diperoleh panjang kelas sebesar 26,5. 
Tabel distribusi frekuensi variabel kepemimpinan transformatif adalah 
sebagai berikut: 
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Tabel 12. Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan Transformasional 
No. Interval f f (%) 
1 112-138,5 2 3,03 % 
2 138,6-165,1 4 6,06 % 
3 165,2-191,7 10 15,15 % 
4 191,8-218,3 16 24,24 % 
5 218,4-244,9 15 22,73 % 
6 245-271,5 15 22,73 % 
7 271,6-298,1 4 6,06 % 
Jumlah  66 100 % 
 
 
Gambar 6. Grafik Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan 
Transformasional 
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Skor kriterium dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap 
pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi (skor tertinggi dalam 
instrumen 10), maka skor untuk kepemimpinan transformasional adalah 
10 x 30 x 66 = 19.800. Berdasarkan data yang terkumpul, setelah 
dihitung dapat ditemukan bahwa jumlah skor variabel kepeminpinan 
transformasional diperoleh sebesar 14.409. Dengan demikian nilai 
prosentase yang ditampilkan adalah 14.409 : 19.800 =  0,72 atau  72 % 
dari yang diharapkan. 
Rentang/interval kategori perolehan skor kepemimpinan 
transformasional yaitu sangat tinggi (246-300), tinggi (192-245), cukup 
(138-191), rendah (84-137), dan sangat rendah (30-83). Dari data yang 
diolah diketahui nilai rata-rata kepemimpinan transformasional adalah 
218,31, sehingga jika dibandingkan dengan kategori diatas maka variabel 
kepemimpinan masuk dalam kategori tinggi. 
Kepemimpinan memerankan peran sentral dalam menentukan 
keberhasilan sebuah oganisasi. Pemimpin dalam organisasi Balai TNGM 
memiliki tugas tugas diantaranya; melaksanakan kebijakan, koordinasi, 
bimbingan teknis dan pelayanan teknis, dan pelaksanaan administrasi 
penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Peran kepemimpinan yang dimaksud 
dalam penelitian ini lebih fokus melihat kepada kepemimpinan Kepala 
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Balai sebagai pimpinan level paling tinggi di organisasi Balai TNGM.  
Sejak Januari 2014 jabatan Kepala Balai di Jabat oleh Bapak Ir. Edy 
Sutiarto. Beliau sebelumnya telah berpengalaman bekerja di BKSDA 
maupun Balai Taman Nasional dibeberapa wilayah di Indonesia. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa 
narasumber di Balai TNGM menyebutkan bahwa Kepala Balai telah 
memberikan contoh yang baik serta menanamkan sikap terbuka kepada 
bawahannya. Sebagai sosok pemimpin senior, beliau cukup memiliki 
kapasitas dalam hal pengetahuan akan kawasan konservasi. Gagasan yang 
pemimpin tanamkan kepada bawahan dalam berorganisasi adalah dengan 
menekankan pentingnya kedisiplinan dan komunikasi, baik komunikasi 
dari atas ke bawah maupun sebaliknya.  Komunikasi dari atas ke bawah 
dapat berupa pembinaan, perintah langsung dari atasan, pemberitahuan, 
maupun pertanyaan dari atasan ke bawahan, sedangkan komunikasi dari 
bawah keatas dilakukan dengan tujuan menyaring aspirasi bawahan. 
Komunikasi ini juga dijadikan sarana oleh pemimpin dalam memberikan 
arahan-arahan serta dorongan dan motivasi. Salah satu media untuk saling 
komunikasi ini biasanya melalui forum-forum resmi, rapat pembinaan satu 
bulan sekali, maupun dalam rapat-rapat pembahasan agenda Balai. Hal ini 
sebagimana disampaikan oleh Kepala Balai, bapak Edy Sutiarto.  
“Dari rapat itu kan ada masukan masukan, jadi laporan-laporan 
juga nanti ada monitoring juga evaluasi dari pekerjaan yang telah 
dikerjakan. seperti tadi juga ya sekalian pembinaan monitoring dan 
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evaluasi sehingga disitu bagaimana untuk bisa mengetahui 
pekerjaan ini sudah dikerjakan atau belum selesai atau belum atau 
ada yang tidak nyambung (tidak sesuai perintah)”. (Wawancara 2 
Maret 2015) 
 
Hal yang sama disampaikan oleh Ruky Umaya, PEH di TNGM 
yang mengungkapkan bahwa Kepala Balai selalu menginginkan adanya 
inisiatif berupa komunikasi dari bawahan ke atasan sehingga terjadi 
komunikasi dua arah. Selain itu, Kepala Balai juga selalu mengingatkan 
kepada bawahan akan pentingnya disiplin dan tertib administrasi. 
“Beliau memberikan contoh sepeti itu dalam hal keteladanan yang 
pertama yg jelas dalam hal ketertiban administrasi kehati-hatian 
dalam melakukan keputusan karena yang dilakukan terkait 
instansi. kalau keterbukaan beliau sebenarnya ya penyesuaian ya 
dari seluruh pegawai, personal saya menilainya beliau sangat 
detail dan rinci dan beliau yang mengharapkan selalu ada 
komunikasi dari kita sebagai bawahan. Setidaknya sangat 
menghargai kalau kita melaporkan ke beliau langsung. Seperti 
saya PEH duharapkan kalau kita bisa menulis maka beliau akan 
memberikan arahan langsung”. (Wawancara 2 Maret 2015) 
 
Konsep lain yang ditanamkan oleh pemimpin TNGM ini adalah 
supaya bawahan menjalankan dengan baik apa yang sudah menjadi tugas 
dan fungsinya. Hal ini sekaligus dilakukan oleh Kepala Balai untuk 
memotivasi bawahan supaya ada kontinyuitas bawahan dalam 
mengerjakan tugasnya. Beliau sangat menyarankan agar setiap kali 
bekerja, bawahan selalu mengambil nilai-nilai yang ada didalamnya. 
Pemimpin menganggap bahwa dengan cara ini tiap-tiap pegawai TNGM 
bisa mengembangkan kompetensinya baik langsung maupun tidak 
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langsung. Untuk merangsang pengetahuan bawahan, Kepala Balai 
terkadang memberikan gambaran-gambaran akan pekerjaan dilapangan 
yang mana gambaran tersebut menuntut pegawai untuk berfikir dan 
mengembangkan wawasan penyelesaian masalah dilapangan. 
Sifat terbuka pemimpin Balai TNGM ditunjukan dengan cara 
pemimpin memberikan perhatian khusus kepada bawahan yang ingin 
mengkomunikasikan permasalahan dalam pekerjaan maupun 
permasalahan dilapangan. Saat bawahan memiliki masalah dalam 
pekerjaan baik masalah yang bersifat administraf maupun masalah 
dilapangan, Kepala Balai tidak keberatan jika dimintai masukan berupa 
arahan-arahan dalam memecahkan masalah tersebut. Hal tersebut 
dilakukan asalkan bawahan bersedia berkomunikasi dengan baik kepada 
beliau. Begitu pula saat rapat, masukan-masukan beliau selalu dimintai 
oleh bawahan baik pada saat awal maupun di akhir acara. 
Dalam wawancara kepada Nurpana selaku kepala SPTN 1, beliau 
menyebutkan bahwa komunikasi dengan Kepala Balai telah terjalin 
dengan baik. Kepala Balai juga mau turun ke lapangan untuk sekedar 
mengecek atau mengontrol bawahan dalam bekerja. Sebagai pemimpin 
yang telah berpengalaman sebelumnya bekerja di instansi serupa, Kepala 
Balai dinilai oleh bawahan cukup faham dan banyak memiliki ide-ide 
tentang pengelolaan kawasan konservasi.  
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“Saya Kalau dengan Pak Edy sudah seperti ayah saya sendiri…Wah 
iya Kepala Balai itu banyak sekali ide-ide yang ingin beliau 
jalankan misalnya membuat barang A dari bahan apa dll sering 
disampaikan didiskusikan harapannya untuk dikembangkan. 
Banyak sekali menyumbangkan ide/ saran yang bisa diterapkan 
oleh bawahan, malah kita kadang sampai kewalahan mengikuti ide 
beliau”. (Wawancara 25 Februari 2015) 
 
Terdapat beberapa kritik dari kepemimpinan Kepala Balai yaitu 
Pemimpin dalam kurang mengembangkan suasana bersahabat kepada 
bawahannya. Suasanya ini terbangun hanya dengan orang-orang tertentu 
saja dan tidak menyeluruh. Salah satu narasumber penelitian menyebutkan 
bahwa agenda seperti rekreasi bersama para pegawai TNGM untuk 
mencairkan hubungan satu sama lain jarang sekali dilaksanakan. 
Komunikasi kepada seluruh staf pegawai biasanya dilakukan secara 
formal disaat rapat, selain dari itu komunikasi hanya kepada kelapa seksi 
dan pegawai tertentu yang memiliki kepentingan langsung dan bertatap 
muka, sehingga sebagian besar pegawai TNGM yang tidak mengerti 
karakter dan keinginan Kepala Balai. Salah satu personel pegawai TNGM 
menjelaskan bahwa hal tersebut wajar terjadi karena terbentur tingkat 
komunikasi dan intensitas bertemu Kepala Balai yang jarang terutama 
kepada pegawai lapangan.  
Kritik lain yang muncul adalah sikap kehati-hatian Kepala Balai 
dalam mengambil suatu keputusan. Selama ini dalam memimpin Kepala 
Balai selalu menekankan lebih berat pada aspek administratif. Aspek 
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administratif ini sering disampaikan oleh Kepala Balai dalam beberapa 
kesempatan seperti rapat maupun aktfitas lain. Hal demikian yang 
kemudian dinilai oleh beberapa stafnya bahwa pemimpin Balai TNGM 
kurang visioner karena jarang memberikan gagasan tentang bagaimana 
TNGM kedepan. Sehingga dalam hal penanaman Visi Misi kepada 
bawahanpun sangat lemah. Adapun alasan kenapa Kepala Balai terlalu 
menekan aspek administratif dan kehati-hatian dalam dalam mengarahkan 
dan mengawasi bawahan telah diungkapkan oleh Ruky Umaya sebagai 
berikut:  
“Belau sering sekali selalu mengingatkan untuk administrasi karena 
sebagus apapun pekerjaan jika administrasi kita tidak bagus ya itu 
gak ada dokumentasinya dan tidak ada pembelajaran untuk 
kedepannya. Terus kegiatannya juga tidak ada buktinya seperti itu 
yang jelas… iya, yang jelas beliau sangat berhati-hati dalam 
memutuskankan sesuatu, kita yang muda-muda inginnya yang cepet 
tapi beliau sering memwarning kita memberi wawasan pengetahuan 
termasuk resiko-resiko yang harus kita pertimbangkan.” 
(Wawancara 2 Maret 2015). 
 
Dalam hal inovasi, ide-ide dari bawahan untuk TNGM biasanya 
diakomodir hanya ide-ide yang sesuai dengan pemikiran Kepala Balai. 
Hal ini menyebabkan sedikitnya inovasi yang dilakukan oleh organisasi 
TNGM. Demikian juga dalam hal dorongan kepada bawahan untuk terus 
maju, dukungan yang diberikan oleh pemimpin TNGM sifatnya sangat 
lemah, sehingga banyak personil atau pegawai TNGM yang memilih 
mengembangkan diri diluar seperti membuat kegiatan yang tidak 
menggunakan anggaran. Dalam wawancara Tri Atmojo menuturkan 
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bahwa dalam menanggapi hal tersebut, beliau sebagai KSBTU funginya 
hanya supporting system sehingga beliau sebagai pegawai strutural 
dibawah Kepala Balai tidak bisa berbuat banyak. 
“Jadi beberapa ide ya kadang mental mental. Tapi ya sudah yang 
namanya pegawai yang baik ya kita harus, apa ya… harus nrimo, 
karena ini karakter jogja ya kalau di Sumatra ya kita main frontal 
kalau disini kan kebanyakan juga 80% alumni UGM kalau mau 
frontal kan gaenak juga, senior kita hahaha.” (wawancara 2 Maret 
2015). 
 
Saat beberapa narasumber ditanyakan soal adanya punish dan 
reward yang diterapkan oleh pemimpin dalam memimpin organisasi ini 
sebagian berpendapat bahwa selama ini punish dan reward masih sangat 
lemah diberikan, sehingga hal tersebut kurang memacu semangat bawahan 
untuk bekerja lebih baik. Salah satu pegawai TNGM menyebutkan bahwa 
sistem tersebut kurang pas jika diterapkan diorganisasi ini, pasalnya model 
tersebut tidak membawa motivasi lebih kepada bawahan khususnya dalam 
hal menjalankan tugas. 
“wah ini laporan belum beres beliau tidak mau tahu harus 
secepatnya beres” sering bilang seperti itu, modelnya kenapa tidak 
di ingatkan secara periodik kan itu lebih bagus atau dengan model 
award tadi misalnya yang datanya beres dapat award jadi kan lebih 
memotivasi ya.” (wawancara 16 Maret 2015) 
 
Selama ini reward yang diterapkan masih sebatas sistem standar 
PNS lain yaitu menggunakan sistem kredit point untuk mendapatkan 
tunjangan maupun kenaikan pangkat. Sedangkan punish berupa teguran 
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langsung saat bawahan melanggar etika didalam organisasi. Sedangkan 
kritik untuk bawahan jarang sekali disampaikan secara langsung kepada 
orang yang bersangkutan. Hal ini tidak lepas dari backround maupun 
karakter yang melekat pada diri pemimpin. Ruki sala satu PEH di TNGM 
menyebutkan bahwa karakter Kepala Balai tidak yang menguji di depan 
orang yang bersangkuran dan begitu pula saat mengkritik.  
 
b. Desain Organisasi 
Data variabel desain organisasi diperoleh dari kuesioner yang terdiri 
dari 8 butir soal valid dengan jumlah responden sebanyak 66 orang. 
Terdapat 10 alternatif jawaban yang bergerak dari skor terendah 1 sampai 
dengan skor tertinggi 10. Berdasarkan data variabel desain organisasi yang 
diolah menggunakan software SPSS 16.00 for windows maka diperolah 
skor tertinggi sebesar 36 dan skor terendah 80. Hasil analisis menunjukan 
hasil rerata (Mean) sebesar 60,66, Median sebesar 61,5, Modus sebesar 53, 
dan Standar Deviasi sebesar 10,52. 
Jumlah kelas dihitung dengan menggunakan rumus 1 +3,3 Log n, 
dimana n merupakan subjek penelitian. Diketahui bahwa n = 66 sehingga 
diperoleh banyak kelas 1+3,3 Log 66 = 7,004 dibulatkan menjadi 7 kelas 
interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimum-nilai 
minimum, sehingga diperoleh rentang sebesar 80-36=44 dengan diketahui 
86 
 
 
rentang data maka dapat diperoleh panjang kelas sebesar 6. Tabel 
distribusi frekuensi variabel desain organisasi adalah sebagai berikut: 
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Desain Organisasi 
No. Interval  f f (%) 
1 36-42 2 3,03 % 
2 43-49 8 12,12 % 
3 50-56 12 18,18 % 
4 57-63 17 25,76 % 
5 64-70 15 22,73 % 
6 71-77 6 9,09 % 
7 78-84 6 9,09 % 
Jumlah  66 100 % 
 
 
Gambar 7. Grafik Distribusi Frekuensi Variabel Desain Organisasi 
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Skor kriterium dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap 
pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi (skor tertinggi 10), 
maka skor untuk desain organisasi 10 x 8 x 66 = 5.280. Berdasarkan data 
yang terkumpul, setelah dihitung dapat ditemukan bahwa jumlah skor 
variabel desain organisasi yang diperoleh melalui pengumpulan data 
sebesar 4.004. Dengan demikian nilai prosentase yang ditampilkan adalah 
4.004 : 5.280 =  0,75 atau  75 % dari skor total. 
Rentang/interval kategori perolehan skor desain organisasi yaitu 
sangat tinggi (65,6-80), tinggi (51,2-64,6), cukup (36,8-50,2), rendah 
(22,4-35,8), dan sangat rendah (8 – 21,4). Dari data yang diolah diketahui 
nilai rata-rata desain organisasi adalah 61,5, sehingga jika dibandingkan 
dengan kategori diatas maka variabel desain organisasi masuk dalam 
kategori sangat tinggi/tertinggi. 
Desain organisasi sering digambarkan sebagai garis atau struktur 
komando dari atasan ke bawahan. Desain atau struktur organisasi ini 
berkenaan pula pada perumusan aturan dan prosedur, dan penentuan 
kewenangan. Menurut hasil wawancara mendalam kepada beberapa 
narasumber pegawai TNGM, mayoritas mereka sependapat bahwa 
perumusan aturan dan tujuan organisasi selama ini telah melibatkan 
bawahan dalam beberapa aspek. Pelibatan dalam pembuatan mulai dari 
meminta pendapat-pendapat soal kebutuhan dilapangan maupun memimta 
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bawahan membentuk tim tersendiri yang khusus mengkaji soal visi misi 
organisasi. Jajak pendapat ini bisa dilakukan saat rapat-rapat, maupun 
inisiatif pegawai lapangan menyampaikan kepala seksi masing-masing 
wilayah untuk nantinya disampaikan Kepala Balai saat rapat koordinasi.  
Pengambilan keputusan di organisasi TNGM dilakukan secara 
proporsional berdasarkan besar kecilnya putusan yang diampil ditiap 
level. Biasanya keputusan yang bisa diambil sendiri ditingkat resort adalah 
keputusan yang menyangkut masalah ringan dan bisa diselesaikan pada 
tingkat resort atau SPTN tersebut. Apabila masalah yang membutuhkan 
keputusan tersebut adalah masalah strategis, kebijakan, maupun soal 
pendanaan maka perlu mendapat persetujuan dari atasan yang lebih tinggi 
tingkatannya yaitu Kepala Balai. Beberapa narasumber menyebutkan 
bahwa hal tersebut memang sudah prosedur birokrasi pemerintahan yang 
berlaku sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan.  
Namun disisi lain, mekanisme pengambilan keputusan demikian 
sedikit memberatkan pegawai karena prosedur pelaporan yang berbelit 
dan lama. Pegawai diharuskan terlebih dahulu membuat laporan tertulis 
jika ada sesuatu yang ingin diusulkan oleh bawahan. Selain itu keputusan 
yang diberikan oleh pimpinan kadang tidak sesuai yang diinginkan 
pegawai dilapangan. Padahal keputusan tersebut juga terkait kepentingan 
masyarakat, sehingga narasumber mengaku terkadang menggunakan jalan 
pintas.  
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“Ya terkadang beliau itu mintanya kita harus membuat tulisan dulu 
ke beliau, kalau pemimpin terbuka bisa telpon atau whatsapp atau 
apa lewat email kan lebih mudah, tetap itu kita harus membuat 
tulisan lalu kita ketemu langsung, ribet. Termasuk desa yang ada 
forum tribunya padahal kita cuma menyiapkan uang snack 300 ribu 
nanti bisa jadi brita maksimal dicetak satu halama,n kalau 
membayar hitung itu berapa juta itu, tapi karena Kepala Balai tidak 
melanjutkan forum ini akhirnya saya alihkan ke relafan fotografi 
untuk memotret kekayaan merapi.” (Wawancara 16 Maret 2015) 
 
“…kalau hal-hal yang penting ya maunya kan tetap kita omongkan 
padahal kan kalau masyarakat menginginkan A tapi beliau tidak 
mau ya kadang mendesak yaudah kita pakai duit sendiri-diri.” 
(Wawancara 2 Maret 2015) 
 
Terkait aturan formil tertulis organisasi keseluruhan narasumber 
bahwa aturan Standar Operational Prosedur wajib untuk ditaati, aturan 
tersebut baik yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta 
aturan formil lain yang ditetapkan di lingkup Balai TNGM. Saat ditanya 
terkait keluwesan untuk bisa berimrovisasi dan berinovasi, beberapa 
narasumber menjawab hal yang sama bahwa keluwesan tersebut bersifat 
kecil menyangkut hal-hal yang minim biaya, inovasi ini biasanya 
dilakukan oleh fungsional di masing-masing resort. Keluwesan yang 
sering dipraktekan oleh pegawai TNGM salah satunya soal toleransi 
kepada masyarakat yang merumput ataupun merencek dikawasan hutan 
dengan jumlah sewajarnya. Dalam sebuah wawancara Devita Maharani 
selaku Polhut pelaksana di resort Pakem-Turi mengatakan hal ini 
dilakukan karena mempertimbangkan beberapa alasan. 
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“Kadang kan peraturan itu kan dibikin diatas meja bukan dibuat 
berdasarkan keadaan lapangan jadi penyelesaiaannya gak bisa 
saklek seperti peraturan tersebut, seperti perumputan dan 
perencekan karena masyarakat masih ada yang memasak pakai 
kayu, ya walaupun mereka ambil disekitar kawasan tapi nanti pasti 
masuk dan kita tidak tahu. Lagian mereka tinggal duluan disini 
daripada kita, kalau dilarang nantinya malah ngrusak hutan.” 
(Wawancara 23 Februari 2015) 
 
Saat ditanya terkait punishment yang diberlakukan apabila ada 
pegawai yang melanggar aturan, beberapa menjawab jika punishment 
tersebut tidak ada kecuali yang berhubungan dengan etika. 
“kalau punismen tidak ada karena kita masih tahap pembinaaan 
kecuali kalau yang berhubungan dengan etika maka ada 
punismentnya. Kalau pelanggaran tupoksi itu paling berkurang 
penilaiannya dalam dupak.” (Wawancara 25 Februari 2015) 
 
“Kalau selama ini belum misalnya ada fungsional yang 4 tahun 
belum naik pangkat seharusnya dapat punishment, harusnya ada 
peraturan dari Kepala Balai mengatur seperti itu. Kalau dibalai 
lain itu ada tuh teman saya cerita nanti bisa diancem gak dapat 
uang makan atau apa, kalau yang lancer atau cepet nanti bisa 
dapat award.”(Wawancara 16 Mei 2015) 
 
 
c. Karakteristik Individu 
Data variabel karakteristik individu diperoleh dari kuesioner yang 
terdiri dari 35 butir soal valid dengan jumlah responden sebanyak 66 
orang. Terdapat 10 alternatif jawaban yang bergerak dari skor terendah 1 
sampai dengan skor tertinggi 10. Berdasarkan data variabel karakteristik 
individu yang diolah menggunakan software SPSS 16.00 for windows 
maka diperolah skor tertinggi sebesar 342 dan skor terendah 164. Hasil 
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analisis menunjukan hasil rerata (Mean) sebesar 265,27. Median sebesar 
268,5, Modus sebesr 198, dan Standar Deviasi sebesar 44,29. 
Jumlah kelas dihitung dengan menggunakan rumus 1 +3,3 Log n, 
dimana n merupakan subjek penelitian. Diketahui bahwa n = 66 sehingga 
diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 Log 66 = 7,004 dibulatkan menjadi 7 kelas 
interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimum-nilai 
minimum, sehingga diperoleh rentang sebesar 342-164=178 dengan 
diketahui rentang data maka dapat diperoleh panjang kelas sebesar 25. 
Tabel distribusi frekuensi variabel karakteristik individu adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 14. Distribusi Frekuensi Variabel Karakteristik Individu 
No. Interval  f f (%) 
1 164-189 2 3,03 % 
2 190-215 10 15,15 % 
3 216-241 9 13,64 % 
4 242-267 12 18,18 % 
5 268-293 14 21,21 % 
6 294-319 12 18,18 % 
7 320-345 7 10,61 % 
Jumlah   66 100 % 
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Gambar 8. Grafik Distribusi Frekuensi Variabel Karakteristik Individu 
 
Skor kriterium dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap 
pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi (skor tertinggi 10), 
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Berdasarkan data yang terkumpul, setelah dihitung dapat ditemukan 
bahwa jumlah skor variabel karakteristik individu yang diperoleh melalui 
pengumpulan data sebesar 17.508. Dengan demikian nilai prosentase gaya 
yang ditampilkan adalah 17.508 : 23.100 =  0,76 atau  76 % dari yang 
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Rentang/interval kategori perolehan skor karakteristik individu 
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dibandingkan dengan kategori tersebut maka variabel karakteristik 
individu masuk dalam kategori tinggi. 
Penilaian karakteristik individu dalam penelitian ini yang 
dimaksudkan adalah karakteristik pegawai atau sumber daya manusia 
yang ada di Balai TNGM. Hasil wawancara mendalam terhadap 
narasumber di Balai TNGM menyatakan bahwa kemampuan kerja 
pegawai TNGM kebanyakan telah cukup handal dan mumpuni 
dibidangnya masing-masing, namun ada beberapa pegawai yang perlu 
ditingkatkan lagi kemampuannya karena beberapa aspek. Seperti 
wawancara yang dilakukan oleh Bapak Suhono yang mengatakan bahwa 
pegawai TNGM khususnya pegawai lama dan pegawai yang bertugas 
dilapangan ada beberapa yang belum bisa menyusun laporan DUPAK dan 
menggunakan komputer, namun beliau menganggap selain masalah 
tersebut kemampuan kerja pegawai secara keseluruhan sudah baik. 
“Ya saya kira temen-temen dikantor maupun dilapangan saya lihat 
semuanya bagus ya gigih, hanya satu yang membuat laporan 
seperti orang lapangan kan komputer tidak bisa, jadi kalau suruh 
buat DUPAK temenya yang membuatkan dia yang membacakan. 
Sepertinya ini perlu juga pegawai jaman sekarang 
mengoprasionalkan komputer wajib tetapi ada yang belum bisa 
khususnya orang lapangan biasanya”. (wawancara 2 Maret 2015) 
 
Devita maharani mengatakan kemampuan bekerja di TNGM 
didapat dari tempat kerja, yaitu di resort-resort sambil menyesuaikan 
tempat kerja. Hal ini bisa dilakukan karena sistem kerja resort TNGM 
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dalam tugasnya selalu diputar (Rolling) dari resort satu ke resort yang lain. 
Rolling ini berfungsi untuk bisa mengenali setiap keadaan di risot-risot 
yang ada pada TNGM dimana setiap resot memiliki karakteristik 
lingkungan yang berbeda dan berbeda pula permasalahannya. Saat 
wawancara dilain kesempatan, Tri Atmojo menyebutkan bahwa 
kemampuan kerja pegawai TNGM secara keseluruhan telah kompeten, 
tetapi akan lebih ideal lagi jika organisasi terus berusaha menumbuhkan 
kemampuan SDM tersebut dengan mengembangkan inovasi yang tidak 
terlalu terkungkung oleh aturan. 
Mengenai perasaan pegawai terhadap pekerjaan, beberapa 
narasumber penelitian mengungkapkan hal yang sama yaitu pegawai 
TNGM cukup bertanggung jawab dan menyukai pekerjaannya. Hal ini 
dikarenakan latar belakang pendidikan mereka yaitu jurusan kehutanan 
sehingga mereka bisa dan terbiasa bekerja di alam. Dalam wawancara 
dengan Tri Atmojo (2 Maret 2015) beliau mengatakan bahwa pegawai 
TNGM sudah kompeten hanya secara administratif mereka sedikit lemah, 
hal ini berbeda dengan pegawai Taman Nasional diluar Jawa. Beliau 
membandingkan pengalamannya selama bekerja di TN luar jawa bahwa 
pegawai luar Jawa soal administrasi selalu selesai akan tetapi tugas-tugas 
dilapangan tidak terselesaikan dengan baik. Sama halnya terkait etika 
pegawai TNGM baik antar sesama pegawai maupun dengan masyarakat. 
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Menurut hemah beliau, etika yang dimiliki pegawai TNGM relatif lebih 
baik jika dibanding dengan pegawai taman nasional diluar Jawa. Hal ini 
tidak bisa lepas dari karakter orang jawa yang melekat pada individu 
pegawai TNGM. Namun demikian menurut Arif Sulfiantono ada pula 
pegawai TNGM yang etikanya kurang baik. 
“Etika sudah baik Cuma ada beberapa pegawai yang bermasalah 
dengan etika misalnya ada yang kurang menghormati pimpinan 
juga ada, yang lain misalnya ada pegawai kalau ada temannya 
kerjanya kurang bagus langsung dilaporkan tanpa diberitahu sama 
orangnya dulu. Termasuk juga etika yang mark up anggaran dsb 
masih ada sih yang walaupun sudah berkurang tetapi tetap masih 
ada, termasuk pegawai yang dimintai uang pulsa.” (wawancara 16 
Maret 2015) 
 
Tanggung jawab sosial yang dilakukan pegwai TNGM antara lain 
pegawai sudah sadar bahwa masyarakat yang berdampingan dengan 
kawasan perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan yang tujuannya agar 
masyarakat sekitar hutan ini tidak tergantung sangat tinggi terhadap hutan 
tetapi ada insentif yang bisa dihasilkan. Ruky Umaya mencontohkan 
tanggung jawab sosial tersebut misalya peternak sapi yang tinggal 
disekitar kawasan mereka butuh ruput juga kayu bakar untuk memasak. 
Sehingga peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh TNGM adalah 
dengan memberikan biogas kepada mereka, agar dari kotoran ternak ini 
bisa diubah menjadi bahan bakar dan bisa menggantikan penggunaan kayu 
bakar. 
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Semangat bekerja sama pegawai TNGM menurut hasil observasi 
maupun wawancara menunjukan bakwa semangat kerja tim mereka cukup 
tinggi terbukti saat dilaksanakan rapat rutin, presentasi hasil yang 
disampaikan tiap resort dilakukan seolah bersaing saling menunjukan hasil 
kerja terbaik mereka ditiap-tiap resort. Kegiatan masing-masing resort 
selalu berbeda karena menyesuaikan masalah yang ada ditempat tersebut 
sehingga capaian pun berbeda-beda. Banyak inovasi yang dilakukan oleh 
pegawai tingkat resort, seperti contoh resort Pakem-Turi. Selama ini di 
resort telah berhasil membentuk Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang 
tujuannya adalah mengajak masyarakat sekitar kawasan bersama dengan 
polisi kehutanan TNGM bermitra untuk sama-sama menjaga kawasan 
taman nasional dari perburuan-perburuan illegal. Selain itu, pegawai di 
resort Pakem-Turi juga sudah mulai rutin mengikuti rapat koordinasi 
Musyawarah Pimpinan Keluarga (Muspika) setempat yang tujuannya 
untuk bertukar informasi tentang lingkungannya yang berkaitan dengan 
TNGM. 
Kerjasama dengan masyarakat umum dilakukan antara lain dengan 
relawan merapi baik yang datang dari para pecinta lingkungan seperti 
petani anggrek, pecinta binatang, para peneliti dari lingkungan pendidikan 
tinggi serta pihak swasta dll.  Pasca erupsi gunung merapi tahun 2010 
relawan juga berdatangan baik mereka yang perduli terhadap kemanusiaan 
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serta pendidikan anak-anak sekitar merapi. Selain itu relawan juga banyak 
berdatangan untuk melakukan reboisasi pemulihan kawasan rusak akibat 
terkena erupsi. Relawan ini dilihat sebagai sebuah peluang bagi TNGM 
untuk terus melakukan kerjasama kolaborasi dengan mereka. 
Kesadaran pegawai TNGM akan pentingnya organisasi membaur 
dengan masyarakat sebagian besar pegawai setuju bahwa pengelolaan 
taman nasional tidak bisa dilakukan sendiri tapi perlu berkerjasama 
dengan masyarakat.  Kerjasama kolaborasi yang sudah dibangun di 
TNGM antara lain dalam pengelolaan community based tourism, dari 
sistem ini masyarakat diajak bertanggung jawab dalam pengelolaan 
pariwisata yang ada. Dalam wawancara bersama dengan Teguh Wardaya 
selaku Polhut dan kepala resort Pakem-Turi, beliau mengatakan bahwa 
kegiatan membaur dengan masyarakat sangat penting dilakukan karena 
hal ini berkaitan dengan etika bertetangga. 
“Perlu sekali karena kita hidup ditempat orang ya kalau kita 
etikanya baik saat bertetangga seperti kita saling membantu kalau 
ada yang butuh bantuan apa gitu dan kalau sudah pada kenal tanpa 
kita minta nanti mereka yang akan menjagakan kawasan hutan 
disini, setiap ada perburuan liar yang biasanya dari luar nanti pasti 
mereka halangi atau mereka laporkan seperti itu.” (wawancara 23 
Februari 2015) 
 
Dalam upaya memajukan diri dan memajukan organisasi pegawai 
TNGM kedepan setiap pegawai memiliki harapan atau impian tersendiri. 
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Harapan-harapan tersebut antara lain yaitu keinginan agar organisasi 
TNGM bisa menjadi organsasi yang kuat dan mapan yang bertumpu pada 
kekuatan SDM, organisasi lebih mampu berbaur dengan masyarakat serta 
harapan lain agar TNGM menjadi organisasi yang visioner sehingga dapat 
bermanfaat masyarakat luas. Harapan-harapan yang tinggi inilah yang 
kemudian menjadikan pegawai TNGM selalu terpacu untuk bekerja 
dengan baik memajukan diri sendiri maupun organisasi. 
d. Sikap Good Forest Governance 
 Data variabel sikap GFG diperoleh dari kuesioner yang terdiri dari 
25 butir soal valid dengan jumlah responden sebanyak 66 orang. Terdapat 
10 alternatif jawaban yang bergerak dari skor terendah 1 sampai dengan 
skor tertinggi 10. Berdasarkan data variabel sikap good forest governance 
yang diolah menggunakan software SPSS 16.00 for windows maka 
diperolah skor tertinggi sebesar 243 dan skor terendah 135. Hasil analisis 
menunjukan hasil rerata (Mean) sebesar 189,50, Median sebesar 189,16, 
Modus sebesr 166, dan Standar Deviasi sebesar 29,56. 
Jumlah kelas dihitung dengan menggunakan rumus 1 + 3,3 Log n, 
dimana n merupakan subjek penelitian. Diketahui bahwa n = 66 sehingga 
diperoleh panjang kelas 1 + 3,3 Log 66 = 7,004 dibulatkan menjadi 7 
kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimum-nilai 
minimum, sehingga diperoleh rentang sebesar 243 – 135 = 108 dengan 
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diketahui rentang data maka dapat diperoleh panjang kelas sebesar 15. 
Tabel distribusi frekuensi variabel Sikap GFG adalah sebagai berikut: 
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Variabel Sikap GFG 
No. Interval f f (%) 
1 135-150 7 10,60 % 
2 151-166 13 19,70 % 
3 167-182 6 9,09 % 
4 183-198 12 18,18 % 
5 199-214 13 19,70 % 
6 215-230 9 13,64 % 
7 231-246 6 9,09 % 
Jumlah  66 100 % 
 
 
Gambar 9. Grafik Distribusi Frekuensi Variabel Sikap GFG 
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Skor ideal atau kriterium dengan asumsi bahwa setiap responden 
pada setiap pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi (skor 
tertinggi 10), maka skor untuk sikap Good Forest Governance adalah 10 x 
25 x 66 = 16.500. Berdasarkan data yang terkumpul, setelah dihitung 
dapat ditemukan bahwa jumlah skor variabel sikap GFG yang diperoleh 
melalui pengumpulan data sebesar 14.409. Dengan demikian nilai 
prosentase yang ditampilkan adalah 12.507 : 16.500 =  0,76 atau  76 % 
dari skor total. 
Rentang/interval kategori perolehan skor sikap GFG yaitu sangat 
tinggi (205-250), tinggi (160-204), cukup (115-159), rendah (70-114), dan 
sangat rendah (25-69). Dari data yang diolah diketahui nilai rata-rata sikap 
GFG adalah 189,50, sehingga jika dibandingkan dengan kategori diatas 
maka variabel Sikap GFG masuk dalam kategori tinggi. 
Doktrin atau nilai-nilai yang menjadi konsep dasar pengelolaan 
taman nasional di Indonesia khususnya taman nasial gunung merapi 
selama ini mengacu pada UU nomer 5 tahun 1990 tentang KSDAHE. 
Dalam UU tersebut menghendaki kawasan konservasi dikelola dengan 
berdasar pada prinsip good forest governance. Nilai-nilai yang terkandung 
dalam prinsip GFG tersebut antara lain: (1) Partisipasi, (2) Transparansi, 
(3) Akuntabilitas, (4) Kepastian Hukum dan (5) Terjaminnya fungsi 
konservasi. Nilai-nilai ini diharap bisa menginternal kepada tiap-tiap 
individu pengelola taman nasional sehingga cita-cita dari tata kelola 
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kawasan konservasi tersebut dapat tercapai. Dalam penelitian ini penilaian 
dilakukan untuk mengukur sejauh mana doktrin GFG melekat pada 
personal pegawai Balai TNGM, nantinya sikap ini akan berpangaruh pada 
perilaku organisasi secara garis besar dan mempengaruhi kinerja 
organisasi. 
Hasil wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber di Balai 
TNGM, dalam wawancara tersebut hampir semua narasumber telah sadar 
akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan. Seperti 
yang disampaikan oleh Ruki Umaya yang menyebutkan bahwa patisipasi 
masyarakat jelas dibutuhkan karenakan kawasan TNGM dikelili oleh 
beberapa puluh desa penyangga yang disana masyarakat bersentuhan 
langsung dengan kawasan. Perlindungan kawasan jelas memerlukan 
keterlibatan masyarakat karena menyangkut daerah yang sangat luas ± 
6.410 ha dan terbatasnya SDM organisasi BTNGM. Selain itu, TNGM 
berada di sekitar daerah Yogyakarta yang notabene memiliki 
keistimewaan dibanding daerah lain karena disana banyak terdapat varian 
relawan baik dari masyarakat sipil LSM maupun akademisi. Sehingga 
dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan TNGM organisasi ini 
berupaya agar bisa menggandeng semua elemen tersebut. 
Sikap pegawai TNGM selama ini telah menunjukan upaya-upaya 
menuju sikap transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yang 
dimaksudkan adalah transparansi terhadap informasi atau data-data yang 
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dibutuhkan masyarakat yang terkait dengan kawasan merapi. Hal ini 
seperti yang disebutkan oleh Teguh Wardaya yang menyampaikan selama 
ini pihak balai maupun pegawai TNGM sudah cukup transparan kepada 
masyarakat sekitar maupun pengunjung: 
“kita sifatnya terbuka sekali bagi siapa saja yang membutuhkan 
informasi, tapi tetap transparan yang sesuai prosedur, misal kaya 
mau minta data pengunjung ya dikasih tapi harus ada ijin 
Simaksinya dulu. Juga kalau mahasiswa mau penelitian apa saja 
kita silahkan ga ada yang perlu kita tutup-tutupin” (wawancara 23 
Februari 2015) 
 
Disisi lain, pihak Balai belum sepenuhnya memberikan 
transparansi soal dana organisasi keseluruhan. Salah satu pegawai TNGM 
yang menjadi narasumber memberitahukan bahwa dokumen RKKL baru 
tahun ini diedarkan ke semua pegawai, sehingga tahun sebelumnya belum 
semua pegawai TNGM mengetahui secara pasti rincian anggaran untuk 
kegiatan organisasi. Transparansi tentang pendanaan yang sifatnya keluar 
yang disampaikan hanya sebatas dana kegiatan yang melibatkan 
masyarakat saja. Hal ini dijelaskan oleh Arif Sulfiantono bahwa 
transparansi yang demikian agar mengurangi tingkat kecemburuan sosial 
dimasyarakat apabila mengetahui anggaran dana yang tidak sama untuk 
masing-masing desa.  
Adapun kritik yang selama ini muncul dari masyarakat soal 
transparansi yaitu saat pertama kali penetapan kawasan TNGM (tahun 
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2004). Banyak kalangan yang masyarakat maupun LSM yang menolak 
penetapan tersebut akibat kurangnya transparansi dari proses yang 
dilakukan. Ruky menyebutkan bahwa konflik dengan masyarakat tersebut 
saat ini bukan lagi menjadi masalah yang besar. Justru setelah masyarakat 
diberi sosialisasi serta pendekatan-pendekatan oleh pegawai TNGM saat 
ini masyarakat menaruh harapan tinggi terhadap organisasi ini. Harapan 
tersebut antara lain berupa pengamanan kawasan yang ketat serta harapan 
untuk bisa saling bekerja sama dengan pegawai dilapangan. 
“…Kita tidak bisa setiap hari berada dikawasan. Untuk mengatasi 
ya kita dekati aja masyarakat kita rangkul dengan kegiatan bareng 
kegiatan yang sesuai kebutuhan…Pada posisi sekarang masyarakat 
justru menunggu kita rangkul menunggu didatangi dan menunggu 
kerja bareng TN, misalnya pengalaman saya satu tahun kerja di 
selo setahun dipakem turi mereka tuh justru malah kok lama gak 
kesini sih pak, padahal di resort ada 5 padahal I resort ada 5 desa. 
Kalau misal kita masih intens ke desa A maka jarang ke desa C 
dsb.” (wawancara 2 Maret 2015) 
 
Akuntabilitas pegawai TNGM kepada masyarakat selama ini 
tercermin bagaimana pegawai melakukan kegiatan dan bertanggung jawab 
terhadap apa yang telah dikerjakan. Sebagian pegawai merasa tanggung 
jawab yang diberikan belum maksimal dijalankan. Hal ini karena TNGM 
belum bisa memuaskan semua pihak termasuk masyarakat sekitar. 
Pegawai TNGM menganggap langkah yang harus dilakukan untuk bisa 
bertanggung jawab secara penuh harus bertahap. Untuk memantapkan 
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tujuan tersebut maka saat ini TNGM telah menyusun visi misi baru yaitu 
pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat. 
Terkait kepastian hukum di masyarakat, pegawai TNGM 
menganggap bahwa terdapat kelonggaran dalam implementasi UU. No. 5 
Tahun 1990 dipasal yang membahas larangan masyarakat memasuki 
kawasan konservasi. Pegawai TNGM tidak bisa sepenuhnya melarang 
masyarakat masuk kawasan untuk merumput atau merencek untuk 
kepentingan memasak maupun pakan ternak sapi perah mereka. Pegawai 
sadar bahwa kawasan adalah milik masyarakat dan mereka tinggal lebih 
dahulu sebelum kawasan ditetapkan menjadi taman nasional.  
Dalam sejarahnya kawasan hutan TNGM telah berpuluh tahun 
lamanya dikelola oleh Perhutani bersama dengan masyarakat, dari sana 
masyarakat banyak menggantungkan hidup dari hasil hutan. Hingga saat 
ini pengelolaan hutan yang dijadikan taman nasional tidak bisa melarang 
secara total akses masyarakat terhadap hutan, akhirnya saat ini pegawai 
TNGM hanya bisa berusaha bagaimana caranya agar masyarakat 
melakukan aktifitas seminimal mungkin di kawasan, sama halnya dengan 
masalah penambangan pasir disekitar kawasan konservasi. Jika terdapat 
konflik yang berhubungan dengan kepastian hukum biasanya TNGM 
menggunakan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik tersebut. 
Jarang ada masalah yang sampai dibawa ke meja hijau, karena biasanya 
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setiap ada permasalahan, khususnya dengan masyarakat, pihak TNGM 
akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu.  
Penandaan batas zonasi dikawasan TNGM menurut beberapa 
narasumber sangatlah penting untuk diperhatikan. Walaupun sifat dan 
karakteristik masing-masing tempat yang berbeda masalahnya namun di 
TNGM ini sudah baik dalam memperhatikan masalah zonasi, pasalnya 
jika tidak diperhatikan dengan baik maka semakin lama kawasan TN ini 
akan rusak dengan banyaknya aktifitas masyarakat disekitarnya. Seperti 
contoh masalah penambangan pasir di Magelang, jika tidak awasi batas 
zonasi disana maka seperti yang telah diilustrasikan oleh Tri Atmojo 
nantinya TNGM akan mengalami kerugian materiil yang sangat besar. 
Sedangkan kepastian batas zonasi dimasyarakat, pegawai menilai 
masyarakat belum semuanya paham mana saja batas-batas zonasi tersebut 
walaupun pihak Balai TNGM telah melakukan beberapa sosialisasi 
tentang zonasi TNGM. Hal ini dikarenakan batas tersebut bersifat garis 
linear yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata karena TNGM belum 
memasang tanda batas disepanjang kawasan seperti yang disampaikan 
oleh Ruky Umaya dan Teguh Wardaya sebagi berikut: 
"Kalau batas kawasan dsini sudah taham jelas kalau di magelang 
kasusnya lain ya srumbung dukun karena disana ada pasir. Kalau 
zonasi memang secara perlu di tandai tapi itu belum kita lakukan 
karena sangat panjang terutama yang zona inti.” (wawancara 2 
Maret 2015) 
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“Sebenarnya sudah kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat soal 
batas tersebut tetapi kami tidak bisa mengatakan apakah 
masyarakat sudah mengetahui karena biasanya dalam menghafal 
sesuatu yang baru masyarakat cenderung sulit, hanya bisa 
mengingat yang sudah lama tertancap diotak seperti misal mereka 
lebih gampang menyebut perhutani daripada mengingat taman 
nasional gunung merapi, karena perhutani sudah berpuluh puluh 
tahun sehingga bisa melekat.” (wawancara 23 Februari 2015) 
 
Fungsi konservasi Kawasan TNGM yang paling utama adalah 
melindungi sumber daya alam strategis berupa hidrologi (air). Sifat 
gunung merapi yang sering meletus dan mengeluarkan material vulkanik 
mengakibatkan kawasan TNGM rawan terjadi kerusakan. Seperti bencana 
erupsi merapi yang terjadi pada tahun 2010. Saat itu sekitar 3000 hektar 
kawasan TNGM rusak karena terkena awan panas dan tertutup abu 
vulkanik. Dari peristiwa tersebut, memberi gambaran tentang TNGM 
bahwa ekosistem (termasuk flora dan fauna) yang ada didalamnya 
jumlahnya bersifat sangat fluktuatif. Kegiatan yang dilakukan organisasi 
Balai TNGM pada saat tahun 2011-2012 akhirnya lebih banyak 
memusatkan pada kegiatan restorasi ekosistem. Tujuan kegiatan ini antara 
lain memulihkan secara cepat kawasan TNGM yang mengalami kerusakan 
akibat erupsi sehingga ekosistem yang ada didalamnya yang tadinya 
terganggu menjadi seimbang kembali. 
Dari wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber, 
mereka mengatakan bahwa komitmen pegawai TNGM secara keseluruhan 
dalam hal menjalankan fungsi konservasi yaitu cukup tinggi. Komitmen 
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tersebut mulai dari soal kelingkungan maupun komitmen untuk 
mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan. Pegawai saat ini telah 
tumbuh semangat untuk melakukan pembudidayaan tanaman merapi 
seperti anggrek, pengawetan tanaman dan bijii-bijian dan lain sebaginya. 
 
e. Program dan Dana 
Tugas dan fungsi yang sekaligus menjadi ranah program organisasi 
Taman Nasional Gunung Merapi yaitu sejalan dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 yakni melakukan 
penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak awal berdiri, 
TNGM telah berhasil membuat rencana jangka panjang 20 (dua puluh) 
tahun yaitu Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) periode 2005-
2024. Rencana tersebut dibuat dengan melibatkan beberapa pakar dan 
akademisi dari UGM serta melalui uji publik kepada masyarakat. Dalam 
RPTN ini juga termuat rencana strategis jangka menengah 5 (lima tahun), 
dari RKL tersebut akan di breakdown menjadi tencanan kerja tahunan 
(RKKL). Dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dijalankan 
pada periode satu tahun mendatang Balai TNGM mempertimbangkan 
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banyak hal diantaranya yaitu kondisi kebutuhan lingkungan serta arah 
kebijkan pemerintahan pada periode tersebut. 
Pada periode tahun 2010-2014 Balai TNGM telah membuat 
program konservasi dan perlindungan hutan yang tujuannya adalah untuk 
mengimplementasikan kebijakan prioritas perlindungan hutan dan 
konservasi alam yang sesuai dengan TNGM. Prioritas tersebut antara lain: 
1) Menekan aktifitas illegal loggin, perambahan kawasan konservasi, 
perburuan, perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta 
tumbuhan dan satwa liar dilindungi 
2) Meningkatkan upaya-upaya sistem   
3) Meningkatkan pengelolaan dan pemberdayagunaan sumberdaya alam 
dan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya termasuk HL 
dan ekosistem essensial. 
4) Menyelamatkan spesies kunci dilindungi dan meningkatkan kualitas 
konservasi keanekaragaman hayati dan nilai produk tumbuhan dan 
satwa liar. 
5) Meningkatkan penerimaan Negara, tenaga kerja dan pendapatan 
masyarakat sekitar hutan dari pemanfaatan jasa lingkungan 
(khususnya air dan carbon) dan wisata alam. 
6) Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi (UPT), 
pembinaan, koordinasi, dan dukungan teknis Ditjen PHKA secara 
optimal yang didorong kepada kemandirian produktifitas. 
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Untuk mendukung program TNGM kemudian Balai TNGM 
membuat rencana kerja per tahun serta membuat sasaran kerja sebagai 
tolak ukur keberhasilan. Sasaran ini kemudian dinamakan indikator 
kinerja kegiatan (IKK). Apadun IKK TNGM yaitu sebagai berikut: 
1) Kasus penambangan pasir dan pengarangan menurun 75 %. 
2) Pengelolaan kawasan TNGM berbasis resort, 7 resort. 
3) Kasus tindak pidana kehutanan (pencurian kayu, perambahan) 
penanganannya terselesaikan 100 %. 
4) Populasi spesies elang hitam, anggrek vanda tricolor, dan lutung jwa 
meningkat 3 % dari kondisi 2009 sesuai ketersediaan habitat. 
5) Terbentuknya forum pemanfaatan jasa lingkungan, 1 forum. 
6) Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50 % dari kondisi 
tahun 2010. 
7) Restorasi ekosistem kawasan TNGM pasca erosi tahun 2010. 
8) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibidang pariwisata alam 
meningkat sebesar 100 % disbanding 2009. 
9) Pemberdayaan masyarakat didaerah penyangga TNGM meningkat 
melalui pembentukan desa konservasi 2 desa setiap tahun. 
10) Tersedianya dokumen perencanaan, dokumen program dan anggaran, 
dokumen kepegawaian, dokumen keuangan dan umum di UPT Balai 
TNGM.  
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Taman Nasional Gunung Merapi pada  tahun 2013 telah 
menyususn setidaknya ada 37 kegiatan dimana  tercantum didalam 
dokumen perencanaan yaitu meliputi: 
1) Kegiatan pembinaan pegawai Balai TNGM. 
2) Laporan-laporanbalai TNGM (LAKIP, Laporan tahunan, statistik, 
dan laporan Simpeg) 
3) Penyusunan Program dan Anggaran (RKAKL, Rencana Kerja dan 
Kegiatan Balai TNGM tahun 2014 dan liputan media) 
4) Kegiatan Inhouse Training GIS tingkat lanjutan 
5) Kegiatan Inhouse Training Aplikasi pengelolaan TN Berbasis Resort 
6) Penanganan kasus dan pengamanan barang bukti 
7) Penanganan hutan secara pre-emtif di SPTN I dan SPTN II 
8) Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut 
9) Operasi pengamanan gabungan di SPTN I dan SPTN II 
10) Pembangunan portal penghambat jalan. 
11) Kegiatan Operasi Intelijen 
12)  Kegiatan deteksi dini kebakaran hutan. 
13) Apel siaga kebakaran hutan 
14) Pembinaan masyarakat peduli api 
15) Peningkatan pengelolaan TNGM bernasis resort 
16) Kegitan Promosi dan Informasi TNGM 
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17) Kegiatan workshop wildlife fotografi TNGM 
18) Kegiatan Pembentukan Kader Konservasi  
19) Temu Kader Konservasi dan Kelompok Pecinta Alam. 
20) Inventarisasi Acacia decurens dikawasan TNGM. 
21) Monitoring populasi Elang Jawa dikawasan TNGM. 
22) Penyusunan Buku Informasi Tumbukan dan Satwa TNGM. 
23) Pebuatan bahan informasi Kehati (Leaflet dan poster). 
24) Kegiatan pemeliharaan demkot restorasi tahun 2011 dan 2012. 
25) Pemeliharaan tanama kegiatan penanaman bersama masyarakat. 
26) Pendampingan proyek restorasi JICA 
27) Pembinaan habitas di SPTN I dan SPTN II 
28) Pembuatan Demplot Restotrasi. 
29) Kegiatan Monitorog dan Evaluasi pelaksanaan restorasi ekosistem. 
30) Penanaman bersama masyarakat dibatas kawasan. 
31) Pembinaan SPKP di SPTN I dan SPTN II 
32) Pembinaan forum pemanfaatan air. 
33) Monitoring sumber mata air di SPTN I da SPTN II 
34) Workshop pelaku wisata alam 
35) Koordinasi pemanfaatan wisata alam TNGM dengan pihak terkait di 
SPTN wilayah II 
36) Pembentukan pemandu wisata alam/ guide. 
37) Penerimaan PNBP 2013. 
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Pembuatan program maupun kegiatan di TNGM yang selama ini 
dilakukan sudah mengedepankan sikap partisipatif karena telah 
memperhatikan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan informan Agnes 
Dini Sri Sutarweni selaku kepala SPTN II menyebutkan bahwa beberapa 
kegiatan TNGM selama ini dibuat atas masukan-masukan dari 
masyarakat maupun resort yang mengerti kondisi atau masalah-masalah 
dilapangan. Dari masukan-masukan tersebut kemudian ditampung oleh 
SPTN setempat yang kemudian akan disampaikn ke Balai pada saat rapat 
perencanaan. 
“Kalau masyarakat itu kan nanti dari laporan tiap resort, tiap 
bulan kan kita selalu ketemu masyarakat oh ternyata 
masyarakat ada masalah ini butuh ini misal nya desa ini butuh 
platform pelatiahan pembuatan bio gas yaudah kita ajukan 
tahun depan buat pakai anggaran Balai”.(Wawancara22 Januari 
2015) 
 
Hasil wawancara dengan narasumber Hartini Embong Bulan 
selaku Penganalisis data Evaluasi dan pelaporan menyebutkan bahwa 
TNGM tidak mungkin membuat agenda yang tanpa melibatkan 
masyarakat dalam perencanaannya. Tujuan dari proses ini adalah agar 
kegiatan yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi 
lapangan. 
“...misal ada program pemberdayaan masyarakat itu bukan dari 
kami sendiri. Kita koordinasikan dulu misal mau ada 
pemberdayaan dimana maka kita adakah rapat pertemuan dulu 
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dengan kepala desa atau warga masyarakat setempat untuk 
menanyakan apa sih potensi yang ada didaerah situ kemudian 
kita merencanakanapa program pemberdayaan yang akan 
dilaksanakan.” (wawancara 25 Februari 2015). 
 
Namun narasumber lain menyebutkan bahwa selama ini proses 
masukan-masukan yang disampaikan untuk menyusun agenda 
dimasyarakat saja belum cukup, apalagi selama ini pihak Balai jarang 
melibatkan masyarakat jika ada kegiatan yang memerlukan anggaran 
pemerintah yang sangat besar. 
Pedoman penyusunan kegiatan TNGM selama ini dilakukan 
dengan memperhatikan skala prioritas organisasi mengingat keterbatasan 
dana dari pemerintah. Dalam wawancara dengan Tri Atmojo (2 Maret 
2015) menyebutkan bahwa selama ini tidak ada hambatan yang berarti 
dalam menjalankan program. Apun jika terdapat rencana kegiatan yang 
tidak terealisasi merupakan kegiatan yang sifatnya kurang vital atau tidak 
begitu mendesak. 
Pendanaan TNGM selama ini bersumber dari dana dari 
pemerintah, swasta maupun swdaya masyarakat. Dana tersebut 
dialokasikan untuk memfasilitasi sarana prasarana serta kegiatan-kegitan 
yang mendukung program kerja TNGM. Berdasarkan Surat Pengesahan 
DIPA Nomor : SP DIPA-029.05.2.574316/2014 Tanggal 5 Desember 
2013, revisi ke 4 tanggal 2 Oktober 2014  jumlah  alokasi  anggaran  
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Balai  TNGM oleh kementerian adalah sebesar Rp. 8.908.829.000,-  yang  
terdiri dari anggaran Rupiah  Murni (RM) sebesar  Rp. 7.459.417.000,- 
dan   PNP sebesar Rp. 1.449.412.000,-. (Sumber: Laporan Kemajuan 
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan DIPA BA 29 Tahun 2014- Laporan 
kinerja tahunan Balai TNGM 2014) 
Alokasi anggaran kegiatan yang tidak terealisir tidaklah 
membawa efek buruk terhadap alokasi anggaran kedepan. Menurut 
narasumber Ibu Harini, hal ini dikarenakan anggaran yang tidak terserap 
bukan merupakan cerminan buruknya kinerja organisasi. Dalam beberapa 
kasus seperti contoh penanganan kasus tindak pidana kehutanan dan 
penanggulangan kebakaran, jika dana untuk kegiatan tersebut tidak 
terserap maka tandanya TNGM telah berhasil dalam upaya pencegahan 
atau prefentif terhadap kasus-kasus tersebut. Terkait besaran dana yang 
diterima instansi TNGM, sebagian besar narasumber TNGM 
menyampaikan bahwa pendanaan yang ada sudah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Selama ini tidak ada kendala 
terkait pendanaan, hanya kadang terdapat kendala teknis terkait dengan 
pencairan dana. 
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B. Pembahasan 
1. Kepemimpinan Transformasional 
Penelitian kepemimpinan di organisasi Balai Taman nasional Gunung 
Merapi ini berdasar pada teori kepemimpinan transformasional yang 
dikembangkan oleh Bass (1985) dimana ciri dari pemimpin transformatif 
adalah adanya perhatian pada pengaruh individual (idealized influence), 
motivasi inspiratif (inspirational motivation), stimulasi intelektual 
(intellectual stimulation), dan pertimbangan individual (individualized 
consideration). Analisis Kepemimpinan di Balai Taman Nasional Gunung 
Merapi yang dilakukan dengan membandingkan perolehan nilai rata-rata 
dengan rentang skor rata-rata, hasilnya menunjukan bahwa variabel 
kepemimpinan masuk dalam kategori tinggi (192-245) dengan Prosentase 
Perolehan sebesar 72 % dari yang diharapkan. Dari perolehan tersebut dapat 
artikan bahwa sikap atau gaya memimpin yang ditunjukan oleh pemimpin 
organisasi Balai Taman Nasional Gunung Merapi sudah menuju pada model 
kepemimpinan transformasional. 
Hasil penelitian mendalam menunjukan kepemimpinan 
transformasional Kepala Balai TNGM diperankan dengan cara bersikap 
terbuka dan konsultatif dan kepada bawahan. Kepala Balai senantiasa 
menerima inisiatif bawahan melalui konsultasi-konsultasi langsung, hal inilah 
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yang membuat mekanisme pengambilan keputusan sering memerlukan 
komunikasi dua arah kepada yang dipimpinnya. Sikap lain yang ditunjukan 
oleh Kepala Balai adalah adanya kemauan beliau untuk terjun langsung ke 
lapangan untuk meninjau hasil kerja bawahan sekaligus memberikan support 
dan apresiasi hasil kerja bawahan secara tidak langsung. 
Dalam memimpin Kepala Balai sering memberikan arahan kepada tiap 
stafnya sesuai dengan kapasitas masing-masing individu. Hal ini yang 
ditunjukan dengan perolehan skor terbesar dalam kuesioner kepemimpinan 
transformasional yaitu 560 (dari 660) pada soal atau pernyataan tersebut. Skor 
tertinggi lainnya yaitu 525 pada point atau pernyataan pemimpin telah 
menunjukan harapan-harapan kinerja tertinggi pada bawahan. Sikap yang 
ditunjukan oleh Kepala Balai tersebut telah sejalan dengan fungsi 
kepemimpinan transformasional. Menurut Ivancevich, Konopaske, dan 
Matteson (2006:215) pemimpin transformasional tidak hanya memerlukan 
karisma untuk mempengaruhi bawahan. Dibutuhkan kemampuan komunikasi, 
dan sensitifitas terhadap orang lain. Pemimpin harus dapat mengartikulasi visi 
mereka, dan harus sensitif terhadap devisiasi skill yang dimiliki para pengikut. 
Modal kepemimpinan yang saat ini dimiliki oleh Pemimpin Balai 
TNGM untuk menjadi pemimpin transformatif yaitu Kepala Balai telah 
memiliki modal intelektual yang bisa digunakan untuk merangsang pemikiran 
bawahan dalam memimpin. Modal tersebut telah didapat dari karir sebelum 
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menjadi Kepala Balai TNGM. Adapun karir dalam bidang pekerjaan yang 
sama telah beliau dapat sejak tahun 1987 di Balai Taman Nasional Baluran. 
Karir struktural lain juga pernah dikenyam saat bekerja di Unit TN 
Takabonerate, BKSDA NTT II, BKSDA Kalteng, BKSDA Bengkulu, 
BKSDA Kalbar, BTN Bunaken, dan sampai sekarang telah menjadi Kepala 
Balai TN Gunung merapi (Sumber: Buletin edisi 010/Juni/2014/TNGM). Dari 
Banyaknya pengalaman tersebut, staff pegawai BTNGM menganggap 
pemimpin organisasi saat ini sudah sangat paham soal permasalahan-
permasalahan dalam dunia konservasi dan bagaimana cara menanganinya. 
Jika pemimpin menggunakan dengan baik modal ini untuk merangsang 
pengetahuan bawahan maka nantinya bawahan akan lebih merasa antusias dan 
merasa tertantang untuk terus menggali ilmu dari pekerjaanya. Dari hasil 
penelitian menunjukan bahwa Intelektual stimulation pemimpin beberapa kali 
sudah dipraktikan dengan cara diskusi baik secara personal maupun dalam 
rapat pembinaan.  
Meskipun penilaian kepemimpinan transformasinal pemimpin Balai 
TNGM telah berada dalam kategori tinggi atau namun variabel ini belum 
mencapai pada tingkatan tertinggi atau terbaik. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa hal, hasil wawancara kepada beberapa informan menemukan bahwa 
gaya kepemimpinan yang dimiliki Kepala Balai kebanyakan didominasi oleh 
model kepemimpinan birokrasi. Hal tersebut sekaligus menjadi kritik yang 
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ingin disampaikan oleh pegawai terhadap gaya kepemimpinan Balai TNGM. 
Kebanyakan pegawai merasa cara memimpin yang ditunjukan oleh pemimpin 
TNGM didominasi pada hal-hal yang bersifat normatif-teknis yang ketat pada 
aturan formal. Keterikatan pada hal yang bersifat normatif ini membuat 
organisasi ini sangat minim inovasi dan organisasi berjalan dengan apa 
adanya. 
Kritik lain yang muncul dari gaya kepemimpinan Kepala Balai adalah 
lemahnya penanaman visi-misi kepada bawahan, kurangnya perhatian 
pemimpin kepada individu, serta kurangnya kemampuan memotivasi/ 
menginspirasi bawahan. Pernyataan tersebut ditandani dengan perolehan skor 
terendah dalam kuesioner kepemimpinan Balai TNGM yaitu diantaranya: 
Pemimpin mempunyai Misi atau tujuan yang diberitahukan kepada bawahan 
(skor 198); Pernyataan pemimpin sebagai simbol prestasi (skor 309); 
Pemimpin menghendaki saya (pegawai BTGM) bekerja apa adanya (skor 
390); Kepala Balai tidak menunjukan hal-hal yang baru yang selama ini 
menjadi sumber kebingungan bawahan (skor 361), dan skor tertinggi didapat 
pada butir pernyataan: Kepala Balai menekankan sikap hati-hati dalam 
memecahkan masalah sebelum bertindak (skor 549). 
Kepemimpinan birokrasi yang ditunjukan Kepala Balai menurut 
Harbani (2008:126) memiliki dampak positif pada efisiensi pelaksanaan kerja. 
Efisiensi ini dikarenakan adanya kejelasan pekerjaan sesuai dengan tugas 
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pokok dan fungsi masing-masing staf dalam organisasi, standarnisasi 
pedoman dan aturan kerja, dan konsistensi terhadap tata aturan yang telah 
ditetapkan. Disisi lain kepemimpinan birokrasi mendapat kritikan oleh Bass 
(1985) bahwa model kepemimpinan birokrasi weberian cenderung 
berorientasi kepada kekuasaan secara rasional, legal, dan hierarkis serta 
pengawasan yang kaku. Kritik tersebutlah yang akhirnya memunculkan 
pandangan baru yaitu model kepemimpinan transformasional dalam institusi 
pemerintah maupun perusahaan. 
Dalam periode RKL tahun 2015 sampai 2020 Balai TNGM memiliki 
Visi-Misi baru yang telah berhasil disusun oleh tim khusus. Menurut 
bawahan, pemimpin TNGM dalam menyampaikan visi misi selama ini baru 
bersifat himbauan dan belum menunjukan upaya untuk meninternalisasikan 
visi-misi tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa pengaruh individu (idealized 
influence) yang coba ditunjukan oleh Kepala Balai selaku pemimpin BTNGM 
kurang begitu kuat. Meskipun demikian dalam kegiatan organisasi bawahan 
selalu mengerjakan tugas sesuai tugas dan fungsi yang telah ditentukan pada 
masing-masing jabatan. Dalam beberapa kesempatan pemimpin mengingatkan 
kepada bawahan agar mereka dapat mengerjakan pekerjaan diluar pekerjaanya 
atau melebihi apa yang sudah ditugaskan. Tujuannya adalah agar semua 
pegawai bisa saling bekerja sama sehingga pekerjaan akan lebih ringan dan 
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cepat terselesaikan. Pemimpin juga menghimbau agar para pegawai bisa 
inovatif dalam menyelesaikan permasalahan dilapangan. 
Penanaman Visi serta penerjemahan visi tersebut kedalam bentuk 
tugas dan tanggung jawab (sense of mission) perlu dilakukan oleh pimpinan 
kepada bawahan. Dalam hal ini Kepala Balai TNGM perlu memberikan 
pemaknaan akan pentingnya tugas utama organisasi yaitu konservasi 
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pemimpin harus bisa 
mendorong dan membangkitkan semangat bawahan agar bisa melakukan 
usaha lebih (extra effort) sehingga bawahan merasa tertantang dan punya rasa 
memiliki (sense of belongin) kepada pekerjaannya saat ini. Seorang pemimpin 
harus mampu mengembangkan keikatan pribadi antara karyawan dengan 
institusi dimana mereka bekerja. Rasa memiliki merupakan modal dasar bagi 
seorang pemimpin dalam mendorong karyawan untuk mencapai misi dan 
tujuan dari organisasi.  Tanpa adanya ikatan pribadi (rasa memiliki) karyawan 
terhadap organisasi, seorang pemimpin akan kesulitan untuk menterjemahkan 
visi, misi dan tujuannya dalam memimpin organisasi. 
Dalam dunia empirik, visi dan tindakan para pemimpin puncak dan 
para manajer memiliki implikasi langsung terhadap kinerja organisasi dan 
perilaku karyawan. Oleh karena Andreas lako (2004:57) menyebutkan 
idealnya dalam organisasi perekrutan dan pengembangan para eksekutif harus 
dilakukan dalam kerangka mengembangkan kepemimpinan yang adaptif dan 
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transformatif, yaitu pemimpin yang mampu menggerakan seluruh jajaran 
organisasi untuk bekerja melebihi ekspektasi serta sekaligus melakukan 
transformasi struktur dan operasional yang perlukan. Hal ini juga sejalan 
dengan pandangan Bass (1985) bahwa Kepemimpinan transformasional 
menitik beratkan kepada pengaruh dan kewenangan pemimpin untuk 
mengajak bawahan (Followers) untuk bersama-sama mencapai visi misi 
organisasinya. 
Pola pengawasan yang dilakukanpun oleh pemimpin TNGM yakni 
bersifat melekat. Pemimpin memberikan tekanan kepada bawahan supaya 
mengerjakan tugas dengan efisien dan tepat waktu. Pola seperti ini banyak 
dikritik oleh para pegawai dimana bawahan memerlukan motivasi yang bisa 
mendorong mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Adapun cara 
yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk memotivasi bawahan yaitu salah 
satunya dengan membuat kesepakatan berupa Punish and reward dalam 
pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan bawahan. Punish and reward ini 
memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan motivasi pegawai sehingga dengan 
sendirinya mereka akan berlomba-lomba sebaik mungkin mengerjakan 
pekerjaannya tanpa perlu ada pengawasan dari atasan. Hal ini sejalan dengan 
Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1996:51) bahwa proses motivasi akan 
mempengaruhi kepuasan kerja bawahan, kepuasan anggota organisasi dapat 
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dihubungkan dengan kinerja dan hasil kerja mereka serta imbalan dan 
hukuman yang mereka terima.  
Teori motivasi yang dikembangkan oleh Porter & Miles (dalam 
Sengkey, 2003:43) motivasi bawahan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: 
karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik lingkungan 
kerja. Karakteristik lingkungan kerja dalam hal ini sangat terkait bagaimana 
hubungan seorang bawahan dengan pemimpinnya. Bagaimana seorang 
bawahan melihat dan diperlakukan oleh seorang atasan akan berpengaruh 
terhadap kinerja mereka. Seorang bawahan akan mempersepsikan gaya 
kepemimpinan atasannya, sehingga mereka akan menilai dan mewujudkan 
dalam bentuk motivasi kerja. Dalam kasus kepemimpin BTNGM disini 
Kepala Balai perlu meningkatkan motivasi inspiratif (inspirational 
motivation) yaitu mengarahkan motivasi dengan menciptakan kondisi (iklim) 
organisasi melalui pembentukan budaya kerja atau budaya organisasi agar 
para karyawan merasa terpacu untuk bekerja lebih keras agar kinerja yang 
dicapai tinggi. 
Dalam dimensi pertimbangan individu (individualized consideration) 
Kepala Balai TNGM selama ini dianggap kurang berhasil menciptakan 
suasana yang bersahabat, hal tersebut bisa dilihat saat kegiatan sehari-hari 
dikantor hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat sangat 
formal. Pemimpin menuntut bawahan agar bersikap taat menaati aturan yang 
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ada diorganisasi serta sangat ketat dalam hal kedisiplinan kerja maupun 
anggaran. Kepala Balai selalu menekankan sikap kehati-hatian kepada 
bawahan dalam hal penggunaan anggaran yang ada. Akibatnya masukan-
masukan kegiatan inovasif dari bawahan yang membutukan dana dari Balai 
tidak dapat terlaksana dengan baik. Seharusnya pemimpin disini lebih banyak 
memberikan fleksibilitas kepada bawahan demi tercapainya berubahan 
oganisasi yang lebih responsif. Untuk membangun suasana bersahabat baik 
antar pimpinan dengan bawahan maupun antar pegawai sendiri, pemimpin 
disarankan agar bisa mengadakan kegiatan-kegiatan non formil diluar tugas 
kerja melibatkan seluruh pegawai. Dari kegiatan tersebut diharapkan bisa 
menimbulkan rasa keakraban, kekompakan, sehingga suasana dalam bekerja 
akan menjadi lebih cair dan bersahabat. 
Sebagai lembaga pusat yang di dekonstrasikan ke daearah, Kepala 
Balai Taman Nasional memiliki wewenang dan tanggung jawab yang luas 
terhadap kegiatan-kegiatan dilembaga konservasi ini. Pemimpin perlu 
memberikan teladanan keberanian untuk melakukan inovasi-inovasi sesuai 
kebutuhan lingkungan. Dalam konteks kepemimpinan Balai TNGM, 
pemimpin perlu mengembangkan sikap kepemimpinan transformasional 
dengan cara membuat diskresi soal bagaimana TNGM kedepan, serta 
mengajak pengikut (followers) untuk membangun visi tersebut bersama-sama. 
Pemimpin harus berani mengadakan terobosan-terobosan yang belum pernah 
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dilakukan sebelumnya serta berani menanggung resiko dari tindakan tersebut. 
Dengan adanya terobosan dalam kepemimpinan dan kegiatan organisasi di 
Balai TNGM, maka hal tersebut akan mendorong inovasi dalam perubahan 
seperti yang diisyaratkan oleh Djamaludin Ancok (2012) yaitu semakin 
trasformasional para pemimpin dalam perusahaan semakin banyak inovasi 
yang muncul dalam orgaisasi. Hal inilah sekaligus menjadi masukan bagi 
pemimpin BTNGM supaya tujuan dari transformasi kelembagaan kedepan 
bisa tercapai. 
2. Desain Organisasi 
Untuk melihat desain organisasi Balai TNGM maka penelitian 
menggunakan pendekatan dimensi struktur ivancevich (2007) yaitu dimensi 
Formalisasi dan dimensi sentralisasi. Dimensi formalisasi berkenaan pada (1) 
spesialisasi kerja, (2) pendelegasian wewenang, (3) penggunaan pembagian 
departemen dan (4) luasnya rentan kendali. Sedangkan dimensi sentralisasi 
berkenaan dengan (1) pengambilan keputusan dan (2) kendali. Dari dua 
dimensi ini akan diperoleh gambaran desaian organisasi yang saat ini 
digunakan oleh Balai TNGM dalam menjalankan kegiatan organisasi. 
Hasil analisis variabel desain organisasi Balai Taman Nasional 
Gunung Merapi yang dilakukan dengan membandingkan perolehan nilai rata-
rata dengan rentang skor rata-rata. Nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 61,5 
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sehingga variabel desain organisasi Balai TNGM masuk dalam kategori 
sangat tinggi (65,6-80) dengan prosentase perolehan sebesar 75 % dari skor 
total. Perolehan hasil tersebut dimaknai bahwa formalisasi dan sentralisasi 
yang ada di Balai TNGM sangat besar.  
Perolehan skor dalam kuesioner, pernyataan yang mendapat nilai 
tertinggi antara lain: Saya (pegawai) selalu mengerjakan tugas-tugas sesuai 
dengan aturan dan dokumen formal organisasi Balai (Skor 532); Dalam 
menjalankan pekerjaan/jabatan banyak aturan yang harus dijadikan acuan 
(Skor 542); Balai TNGM memiliki aturan standar operasional prosedur (SOP) 
sebagai pedoman dalam pengerjaan tugas, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis kegiatan (Skor 542). Skor terkecil yaitu 384 diperoleh dari pernyataan 
“Tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan sebelum disetujui oleh Kepala 
Balai”. Dari perolehan tersebut dapat dilihat bahwa organisasi Balai TNGM 
memiliki struktur yang sangat formal/resmi dan tersentralisir. 
Penelitian lebih mendalam terhadap desain organisasi menunjukan 
bahwa tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan peloporan, peran individu 
dalam organisasi Balai Taman Nasional Gunung Merapi secara keseluruhan 
telah terstruktur jelas dan rinci dijabarkan. Selain itu bawahan menerima 
penjelasan dari atasan dalam setiap rapat pembinaan, setelah itu mereka di 
beri arahan untuk dapat berkoordinasi antar bidang dengan baik dan dapat 
bekerja sama. Adanya struktur yang jelas akan membuat pemegang keputusan 
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dan wewenang tertinggi bisa diketahui oleh semua bawahan agar tidak 
terciptanya kebingungan. Adapun Kelebihan struktur formal yang digunakan 
oleh organisasi Balai TNGM adalah mudah dalam koordinasi dan adanya 
penghematan terhadap biaya-biaya administrasi karena peraturan, prosedur, 
dan aturan ditetapkan secara terinci, dan dilaksana-kan melalui pengawasan 
langsung. Selain itu, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan 
komrehensif dan lebih efektif. 
Dilihat dari dimensi formalisasi, pertama, spesialisasi kerja di Balai 
TNGM telah jelas karena telah diatur secara rinci dalam Permenhut No. P.03 
tahun 2007 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. 
Tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan 
tersendiri. Selain itu tugas dan fungsi masing-masing pemegang jabatan telah 
dijabarkan dengan jelas dalam peraturan diantaranya tugas Pemimpin, 
KSBTU kepala SPTN I dan II, Polhut dan PEH. Kedua, pendelegasian 
wewenang, setiap level jabatan pegawai Balai TNGM dapat mengambil 
keputusan sesuai dengan ukuran kewenangan yang dimiliki. Misalnya resort 
wilayah A menjumpai masalah yang menuntut diselesaikan, jika masalah 
tersebut bukan masalah strategis terkait kawasan dan masih merupakan 
wewenang kepala resort maka kepala resort dapat untuk memutuskan atau 
menyelesaikan tanpa perlu menunggu keputusan dari kepala SPTN maupun 
Kepala Balai. Pendelegasian wewenang juga lakukan saat ada hal-hal atau 
127 
 
 
peristiwa diluar prediksi pimpinan. Pendelagasian yang menyangkut 
keputusan kegiatan organisasi secara umum jarang dilakukan oleh Kepala 
Balai TNGM. 
Ketiga, pembagian departemen Balai TNGM telah mengacu dengan 
Permenhut No. P.03 tahun 2007 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Taman Nasional. Departemen atau bidang yang ada dalam organisasi Balai 
Taman Nasional Tipe B terdiri dari :  (1) Sub Bagian Tata Usaha, (2) Seksi 
Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, (3) Seksi Pengelolaan Taman 
Nasional Wilayah II, (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah 
komando Kepala Balai. Terdapat inovasi yang dilakukan oleh Balai TNGM 
yakni adanya Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah yang merupakan 
jabatan non struktural yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Taman Nasional. Pengelolaan berbasis resort sebenarnya 
telah diatur dalam pasal 31 ayat 31 ketentuan lain Permenhut No. P.03 tahun 
2007, model ini telah banyak diadopsi oleh sebagian besar organiasi TN 
dibeberapa wilayah Indonesia.  
Pembuatan model pengelolaan resort Balai TNGM menurut 
fungsinya didasarkan pada wilayah geografis. Organisasi membuat tim atau 
kelompok yang ditempatkan berdasar kepada wilayah georafis. Kepala SPTN 
dalam hal ini bertanggung jawab atas kegiatan resort di wilayah 
pengelolaanya, begitu juga kepala resort bertanggung jawab atas wilayah 
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geografis yang dikelolanya. Penempatan tugas pejabat fungsional dikantor 
SPTN maupun resort diatur dan ditetapkan oleh Kepala Balai. Tugas pejabat 
fungsional di wilayah dikoordinasikan oleh Kepala Resort atau Kepala Seksi 
Pengelolaan Taman Nasional Wilayah masing-masing. 
Keempat, rentan kendali, Balai TNGM dengan struktur yang sama 
dengan ketentuan Permenhut No. P.03 tahun 2007 memiliki rentan kendali 
yang luas. Masing-masing jabatan struktural dalam organisasi membawahi 
yang cukup banyak pegawai terutama jabatan kepala Seksi PTN wilayah, 
yakni SPTN I sebanyak 28 pegawai dan SPTN II sebanyak 18 pegawai. 
Meskipun dalam resort dimasing-masing SPTN dipimpin oleh kepala resort 
namun posisi tersebut bukan termasuk jabatan struktural yang berada 
langsung dibawah kendali Kepala Balai TNGM. Luasnya rentan kendali 
organisasi menurut Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:111) dipengaruhi 
oleh rumitnya kegiatan dan tingkat profesionalisme bawahan. Organisasi 
Balai TNGM memiliki aktifitas atau kegiatan yang cenderung rutin serta 
pegawai telah profesional karena mereka telah memiliki atau mematuhi 
standard profesi, sehingga dapat diorganisasikan dengan rentang kendali yang 
lebih besar.  
Dalam dimensi sentralisasi, pertama, pengambilan keputusan dalam 
organisasi Balai TNGM lebih didominasi oleh pimpinan tertinggi organisasi. 
Meskipun sering diminta masukan-masukan dari bawahan dalam penentuan 
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kebijakan namun putusan akhir tetap berdasarkan otoritas kepala balai. 
Pengambilan keputusan oleh pimpinan level manajer seperti kepala SPTN dan 
KSPTU biasanya dilakukan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu 
kepada kepala balai. Persetujuan yang dimaksud adalah yang terkait putusan 
tentang perubahan kebijakan dan yang berkaitan dengan penggunaan dana. 
Hal ini tidak lepas dari peran kepala balai yang merupakan pemegang kendali 
atas pengguna anggaran organisasi. Sistem pengambilan keputusan yang 
demikian menjadikan inovasi yang ingin dilakukan oleh bawahan menjadi 
terhambat karena terbentur ketatnya penggunaan anggaran. Beberapa pegawai 
akhirnya hanya melakukan inovasi yang sifatnya minim biaya. Namun 
terdapat pula pegawai yang mencari jalan keluar sendiri untuk mewujudkan 
inovasi baik dengan mencari sponsor ataupun iuran-iuran yang lain. 
Kedua, aspek kendali, Pemimpin Balai TNGM cenderung ketat 
dalam menggunakan peraturan yang ada untuk melakukan pengambilan 
keputusan dan mengontrolan kegiatan bawahan. Luasnya pengetahuan tentang 
pekerjaan yang dimiliki pemimpin menjadikan pemimpin mengontrolan 
pelaksanaan tugas bawahan secara sentralisir. Komunikasi terkait dengan 
instruksi atau perintah bersifat vertikal. Bentuk komunikiasi dari bawahan 
biasanya menggunakan data statistik atau dengan bentuk tertulis seperti 
laporan tertulis, penggunaan memo dan sebagainya, sedangkan bentuk yang 
lain adalah komunikasi langsung bentuk tatap muka. Mekanisme ini dikritik 
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oleh para bawahan karena jarak kantor Balai dengan SPTN dan resort-resort 
tergolong jauh sehingga sangat tidak efisien dibandingkan jika menggunakan 
teknologi komunikasi yang saat ini berkembang. 
Dari beberapa paparan diatas dapat dilihat bahwa desain organisasi 
di TNGM bersifat mekanistik yaitu desain yang menekankan pentingnya 
produksi dan efisiensi. Jenis ini sangat terformalisasi, tersentralisasi, serta 
rumit. Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007:246) memandang bahwa 
beberapa organisasi yang tampil sangat formal memiliki prosedur pelaksanaan 
baku (SOP) yang tertulis; instruksi khusus, dan kebijakan yang jelas. Akan 
tetapi semua prosedur tersebut belum cukup karena tidak mempengaruhi 
perilaku para karyawan. Aturan dan prosedur harus dilengkapi dengan 
imbalan dan hukuman agar memiliki daya untuk mempengaruhi perilaku 
bawahan. Djamaludin Ancok (2012:62) juga menyebutkan bahwa organisasi 
yang kaku, terkotak-kotak dan hierarkis akan menghambat proses inovasi. 
Sulitnya mendapat persetujuan untuk memperoleh dukungan sumber daya 
untuk merealisasikan inovasi menbuat pekerja frustasi dan menghentikan 
proses inovasi yang dilakukan. 
Balai TNGM merupakan organisasi yang tergolong besar dengan 
tugas yang kompleks, hal tersebut membuat organisasi ini sering kali 
mendapatkan lingkungan yang tidak stabil. Ketidak stabilan tersebut bisa 
muncul dari stakeholder lembaga maupun dari wilayah pengelolaan yaitu 
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kawasan volcano merapi. Gunung merapi yang notabene merupakan gunung 
aktif dan selalu mengalami gejolak tiap periode lima tahunan menjadikan 
lingkungan atau kawasan TNGM mengalami ketidakpastian dan perubahan 
kondisi sangat cepat. Wilayah kerja organisasi TNGM yang merupakan 
kawasan pelestarian, pemanfaatan dan sekaligus pariwisata di Yogyakarta ini 
tidak jarang menemui permasalahan yang mengharuskan organisasi bertindak 
cepat dan efektif. Uraian Djamaludin Ancok (2012:62) mengatakan bahwa 
desain organisasi yang tidak relevan dengan tugas yang harus dikerjakan akan 
menghambat proses inovasi. Sedangkan Hari Lubis dan Martani Huseini 
(1987:148) menyebutkan pola perubahan lingkungan sangat berpengaruh 
terhadap karakteristik internal organisasi. Oleh karena itu srtuktur organisasi 
perlu dievaluasi secara periodik untuk memeriksa kesesuaian struktur dengan 
kebutuhan. Hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan didalam organisasi 
tidak terlambat, dan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, 
membuat agar organisasi dapat beradaptasi secara cepat terhadap perubahan 
lingkungan, serta untuk mengurangi jumlah pertentangan antara bagian-
bagian organisasi.  
Dalam rangka pengembangan sistem manajemen yang adaptif dan 
inovastif, struktur yang ada pada organisasi Balai TNGM perlu meningkatkan 
kepercayaan kepada bawahan dalam hal pengambilan kewenangan.  
Pendelegasian kewenangan (delegation of autority) mengacu pada 
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kewenangan mengambil keputusan bukan melakukan pekerjaan. Kepala Balai 
dalam hal ini perlu memutuskan seberapa besar wewenang yang akan 
didelegasikan kepada bawahan pemegang jabatan. Pendelegasian wewenang 
diharapkan akan mampu memberdayakan individu dalam organisasi. Hal ini 
sejalan dengan Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007:239) yang 
menyebutkan pendelegasian kewenangan yang relatif tinggi mendorong 
pengembangan para manager profesional. Organisasi-organisasi yang 
mendesentralisasikan kewenangan memampukan para manajernya mengambil 
keputusan-keputusan penting sehingga akan menimbulkan dampak positif 
yaitu para manajer memiliki kemampuan mengatasi masalah-masalah 
manajemen yang kian besar. Fungsi yang kedua, yaitu pendelegasian 
wewenang yang tinggi dapat membawa iklim persaingan dalam organisasi. 
Para manajer didorong untuk memberikan andil dalam suasana persaingan 
sehinnga hal ini dapat menjadi faktor positif dalam kinerja organisasi 
keseluruhan. 
3. Karakteristik Individu 
Penilaian karakteristik individu dalam penelitian ini yaitu untuk 
menilai kualitas katakter yang dimiliki oleh individu-individu atau sumber 
daya manusia (SDM) organisasi Balai Taman Nasional Gunung Merapi. 
Penilaian dilakukan dengan menggunakan dimensi yang telah dikembangkan 
oleh Bararatun dalam Atmojo (2013), dimensi tersebut yaitu (1) Semangat 
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belajar inovatif, (2) Rasa kompeten, (3) Motivasi kerja, (4) Semangat 
kerjasama, (5) Wawasan aspiratif, (6) Wawasan etikal. Dari pengukuran 
menggunakan beberapa dimensi tersebut akan diperoleh gambaran 
karakteritik serta potensi para pegawai Balai TNGM dalam mendukung tujuan 
organisasi. 
Hasil analisis variabel karakteristik individu Balai TNGM yang 
dilakukan dengan membandingkan perolehan nilai rata-rata dengan rentang 
skor rata-rata. Perolehan nilai rata-rata variabel karakteristik individu adalah 
265,27, apabila dibandingkan kategori nilai rata-rata variabel ini termasuk 
dalam kategori tinggi (224-286) dengan prosentase sebesar 76 % dari skor 
total. Kategori tersebut dimaknai bahwa kualitas karakteristik individu 
pegawai Balai TNGM tergolong tinggi atau unggul.  
Perolehan skor tinggi dalam koesioner diperoleh yaitu pada 
pernyataan: Saya (pegawai) bangga jika organisasi tempat kerjanya 
menunjukkan tanggung jawab yang besar (Skor 581); Pegawai bangga bila 
organisasi tempat kerjanya menunjukkan tangung jawab sosialnya yang besar 
(Skor 576); Pegawai berusaha keras agar organisasi tempat kerjanya dapat 
menyatu dengan masyarakat di sekitar hutan (Skor 578); Pegawai mendukung 
usaha organisasi tempat kerja untuk meningkatkan kualitas lingkungan (Skor 
544); Pegawai selalu mendengarkan saran dari rekan-rekan sebagai sarana 
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perbaikan diri (Skor 549); Pegawai menyukai dan merasa bangga dengan 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya di tempat kerja (Skor 540). 
Hasil penelitian mendalam menunjukan bahwa semangat belajar 
inovatif pegawai TNGM ditunjukan dengan mulai munculnya gairah 
pembaharuan, kreativitas dan inovasi kususnya para pegawai di tiap-tiap 
resort. Semangat pembaruan ini terlihat dari cara yang dilakukan para pegawai 
menjalankan tugasnya mengelola taman nasional yaitu dengan melibatkan 
banyak pihak. Meskipun TNGM memiliki luas kawasan yang kecil 
dibandingkan tipe taman nasional yang lain tetapi pengelolaannya telah 
berbasis partisipasi multi stakeholders yaitu dengan masyarakat setempat, 
Pemda dan instansi terkait, serta masyarakat umum. Kerjasama sama ini 
muncul atas prakarsa mereka dilapangan karena menjumpai berbagai 
tantangan, terutama yang berkaitan dengan masalah hutan.  
Rasa kompeten atau keyakinan pibadi yang dimiliki para pegwai 
mengenai kompetensi dan kemampuan pribadi telah relatif tinggi. Hasil 
wawancara kepada informan penelitian, sebagian besar mengungkapkan 
bahwa kemampuan dan kompetensi rekan kerja di Balai TNGM cukup 
memadai dan kompeten dibidangnya masing-masing. Namun ada pula 
beberapa pegawai kususnya pegawai lapangan dan pegawai yang berusia 
lanjut masih kurang ahli penggunnaan teknologi informasi. Masih terdapat 
beberapa pegawai yang tidak bisa mengoprasionalkan komputer sehingga 
135 
 
 
mereka kesulitan menyelesaikan pekerjaan dengan baik kususnya yang 
berkaitan dengan pekerjaan administratif.  
Motivasi kerja pegawai untuk bekerja di Balai TNGM tergolong 
tinggi. Hal ini disebabkan oleh background pendidikan para pagawai yaitu 
dari alumni atau lulusan jurusan kehutanan. Salah satu informan penelitian 
menuturkan bahwa ia dan rekan-rekan kerjanya telah menyukai aktifitas yang 
berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan karena pekerjaan tersebut telah 
sesuai dengan minat dan passion mereka sebelum bekerja di Balai TNGM. 
Kebanyakan pegawai TNGM merupakan tipe orang yang menyukai pekerjaan 
di alam. Selain itu mereka memiliki solidaritas tinggi antar pegawai, sehingga 
dalam diri mereka timbul motivasi diri untuk terus memajukan diri maupun 
organisasi. 
Semangat kerja sama yang dimiliki pegawai Balai TNGM selama 
ini ditunjukan dari adanya kemauan mereka untuk saling bekerja sama dalam 
sebuah tim kerja untuk mewujudkan apa organisasi yang harapkan. Pegawai 
tingkat manajer sampai dengan fungsional yang berada di resort sering 
menyumbangkan aspirasinya untuk melakukn terobosan-terobosan yang dapat 
dilakukan bersama tim. Dalam menjalankan tugasnya pegawai fungsional 
tidak bekerja berdasar ego sektoral semata melainkan mereka saling bekerja 
sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu pegawai selalu 
berusaha menciptakan suasana kompetitif antar tiap resort demi untuk 
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mengembangkan dan meningkatkan performa organisasi tempat mereka 
bekerja. 
Harapan aspiratif para pegawai TNGM untuk organisasi antara lain 
keinginan agar organisasi kedepan bisa terus melakukan tugas dan fungsinya 
dengan baik. Pegawai sangat berharap pengelolaan kawasan TNGM sebagai 
kawasan wisata mapun konservasi berbasis partisipasi masyarakat sehingga 
mereka selalu mendukung adanya program-program pemberdayaan 
masyarakat dan upaya pemeran sertaan masyarakat dalam rangka community 
based tourism. Pegawai berharap agar organisasi TNGM dapat menjadi 
organisasi yang tidak hanya bermanfaat bagi ekosistem kawasan taman 
nasional, tetapi juga dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dari 
harapan-harapan tersebut menjadikan para pegawai Balai TNGM lebih 
termotivasi dalam bekerja dan mengembangkan potensi yang ia miliki.  
Wawasan etikal yang diterapkan oleh Balai TNGM sebagai institusi 
pemerintah selain berpegang kepada kode etik PNS juga berpedoman pada 
nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin Good Forest Governance. Etika 
pegawai TNGM dalam berkerja relatif baik ditunjukan dari hubungan antara 
pegawai dengan atasan, antar sesama pegawai maupun dengan masyarakat. 
Dalam berorganisasi pegawai TNGM selalu menunjukan sikap rasa hormat 
dan unggah-ungguh kepada pimpinannya. Sikap yang ditunjukan antar 
pegawai sendiri bersifat kekeluargaan yang tetap menjunjung tinggi nilai 
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profesionalitas, dari sini terciptalah suasana kerja yang nyaman dan saling 
terbuka dalam pekerjaan. Etika pegawai dalam bermasyarat sudah baik 
ditunjukan dengan sikap mayoritas pegawai TNGM yang mengutamakan 
kerjasama dan hubungan baik dengan masyarakat. 
Dari uraian diatas, karakteristik individu SDM Balai TNGM telah 
sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka mendukung inovasi dan 
tujuan organisasi. Kondisi tersebut bisa ditingkatkan agar menjadi kategori 
sangat baik/tertinggi yaitu mencapai skor rata-rata 350. Sumber daya ini 
merupakan salah satu modal penting dalam proses transformasi lembaga baru 
sehingga manajemen perlu melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas. 
Pengupayaan SDM organisasi yang mempengaruhi perilaku kerja dalam hal 
ini dipengaruhi banyak faktor yakni diantaranya mencakup faktor demografi 
(misalnya usia, ras, jenis kelamin), kemampuan dan ketrampilan, persepsi, 
sikap dan kepribadian. 
Peningkatan kemampuan pegawai TNGM perlu dilakukan agar 
pegawai dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan 
organisasi. Selain itu kemampuan dan keterampilan pegawai memiliki 
hubungan yang nyata terhadap kinerja pegawai. Hal ini seperti disampaikan 
oleh Ratminto dan Atik S.W (2005: 125) bahwa dengan kapabilitas yang 
tingi, karyawan akan terdorong bekerja dengan berorientasi kepada hasil, yang 
selanjutnya meningkatkan integritas moral dan etika untuk berinteraksi, baik 
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dengan rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar 
organisasi. Dari kasus organisasi Balai TNGM pimpinan perlu melakukan 
upaya pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM Balai TNGM 
khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. 
Dibutuhkan pendidikan maupun pelatihan berkala kepada pegawai-pegawai 
yang memiliki kemampuan terbatas terhadap pengunaan IT. Pengusaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi juga sangat diperlukan karena akan mempermudah 
pegawai dalam melaksanakan tugas terutama yang berkaitan dengan hal 
dokumentasi dan pelaporan.  
Reformasi dari sisi sumberdaya manusia tidak hanya terkait dengan 
peningkatan kapasitas dari sisi keterampilan dan pengetahuan, tetapi 
perubahan yang paling penting tersentuh adalah adalah perubahan mindset 
atau persepsi aparatur (Sangkala, 2012:220). Persepsi didefinisikan sebagai 
proses kognitif dimana seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan 
memberi arti kepada stimulus lingkungan. Oleh karena itu dalam usahanya 
mempelajari karyawan manajer harus secara terus menerus 
mempertimbangkan pandangan orang lain. Persepsi, atribusi, emosi, bukanlah 
konsep yang langsung dapat diakses atau dapat diperbaiki oleh manajer. Yang 
perlu dipahami oleh manajer adalah bagaimana faktor-faktor tersebut 
berdampak pada pandangan orang mengenai lingkungan kerja (Ivancevich, 
2006:115-118). 
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Untuk membangun persepsi yang baik diantara pegawai harus 
terlebih dahulu menciptakan budaya kerja kondusif dalam organisasi. Budaya 
merupakan bagian kehidupan yang mempengaruhi perilaku sikap keseluruhan 
aktifitas karyawan. Ivancevich Konopaske, dan Matteson (2006:44) 
menjelaskan bahwa budaya organisasi melibatkan ekspektasi, nilai, dan sikap 
bersama, hal tersebut memberikan pengaruh kepada individu, kelompok, 
proses organisasi. Budaya yang kuat dicirikan dengan adanya karyawan yang 
memiliki nilai inti bersama. Semakin banyak karyawan yang berbagi dan 
memiliki nilai inti, semakin kuat budaya semakin besar pengaruhnya kepada 
perilaku. 
4. Sikap Good Forest Governance 
Pengukuran sikap Good foret Governance (GFG) dalam penelitian ini 
yaitu untuk melihat sikap pegawai Balai Taman Nasional terhadap sejumlah 
norma atau aturan yang digunakan dalam pengelolaan hutan. Dimensi yang 
digunakan untuk menilai sikap GFG yaitu (1) Partisipasi, (2) Transparansi, (3) 
Akuntabel, (4) Kepastian hukum, dan (5) Terjaminnya aktivitas konservasi. 
Penilaian kepada pegawai Balai TNGM selaku pelaksanaan tata kelola di 
sektor kehutanan bertujuan untuk mengetahui persepsi dan pemahaman 
mereka atas segala sesuatu yang tertuang dalam aturan hukum dan kebijakan 
serta mengetahui kapasitas mereka atas persoalan tata kelola itu sendiri. 
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Hasil analisis variabel Sikap GFG di Balai TNGM yang dilakukan 
dengan membandingkan perolehan nilai rata-rata dengan rentang skor rata-
rata. Nilai rata-rata variabel sikap GFG adalah 189,50 sehingga nilai variabel 
ini termasuk dalam kategori tinggi (160-204) dengan Prosentase Perolehan 
sebesar 76 % dari skor total. Kategori tersebut dimaknai bahwa Sikap yang 
dimiliki oleh pegawai TNGM telah sesuai norma dan aturan hukum good 
forest governance.  
Perolehan skor tinggi dalam koesioner diperoleh yaitu pada 
pernyataan: Selama ini saya tidak pernah bersekongkol dengan pencuri kayu 
(skor 590); Dalam hal penyelesaian konflik dengan masyarakat, saya percaya 
musyawarah lebih baik daripada tindakan hukum (skor 581); Keberhasilan 
pengelolaan kawasan hutan tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan 
masyarakat (skor 572); Pada umumnya, lebih baik menyampaikan keadaan 
yang sebenarnya daripada mengutarakan sesuatu yang menyenangkan 
pimpinan organisasi (skor 559); Jika dalam waktu lama bekerja di kantor, 
saya sering merasa rindu bekerja di hutan (skor 556).  
Penelitian mendalam terhadap dimensi-dimensi GFG menunjukan 
bahwa nilai pinsip partisipasi yang dimiliki pegawai TNGM telah relatif 
tinggi. Mereka menyadari akan peran penting pelibatan masyarakat dalam 
menjaga kawasan TNGM.  Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan 
pegawai TNGM mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. 
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Masukan tersebut dapat disalurkan melalui pegawai yang berada di kantor 
resort maupun SPTN yang notabene berada berdekatan dengan masyarakat 
dan wilayah taman nasional. Masukan-masukan dari masyarakat ini nantinya 
akan dilaporkan oleh kepada resort atau SPTN kepada atasan pada saat rapat 
rutin dikantor Balai TNGM. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam 
mengambil keputusan bisanya dilakukan jika terkait dengan kegiatan 
pemberdayaan dimasyarakat karena mau tidak mau agenda Balai TNGM perlu 
mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat itu juga. 
Sikap transparansi organisasi TNGM relatif baik hal ini ditunjukan 
dengan mudahnya masyarakat mencari berbagai macam informasi yang 
dibutuhkan oleh terkait kondisi kawasan maupun kegiatan organisasi aktual. 
Tak sedikit dari masyarakat khususnya pengunjung dan akademisi yang 
memerlukan data atau informasi mengenai biota flora dan fauna yang ada di 
TNGM. Para pegawai kebanyakan sepakat bahwa tidak ada yang perlu 
ditutup-tutupi terkait informasi yang dimiliki Balai TNGM. Walaupun sikap 
transparan yang dimiliki oleh mayoritas pegawai cukup baik namun terdapat 
masalah yang masih perlu diperbaiki dari organisasi yaitu terkait transparansi 
keuangan. Selama ini dokumen perencanaan keuangan hanya diketahui oleh 
beberapa personil dalam internal organisasi. Aspek transparansi pendanaan ini 
penting dilakukan karena berhungungan dengan akuntabilitas kepada 
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masyarakat. Proses transparansi kepada masyarakat akan memunculkan 
kekuatan pengontrol dari luar. 
Sikap akuntabel yang dimiliki oleh pegawai TNGM ditunjukan 
dengan kesungguhan personil TNGM dalam menjalankan tugas. Dengan 
sadar peran dan fungsi mereka ditengah-tengah masyarakat, mereka 
mengerjakan akan yang telah menjadi tugasnya dengan sebaik mungkin agar 
dapat memuaskan semua pihak. Amanah untuk mengelola kawasan 
konservasi berarti menjaga ekologi dan sumberdaya yang ada didalamnya 
agar tetap lestari dan seimbang, pegawai TNGM selalu mengupayakan agar 
ekosistem alami tetap utuh dan sumber air bersih selalu terjaga keberadaanya 
sebagai rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. 
Prinsip kepastian hukum yang dimiliki pegawai Balai TNGM 
bersifat tegas namun tetap fleksibel terhadap kasus kecil. Penetapan Undang-
Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (KSDAHE) kususnya pasal 33 tentang larangan setiap orang 
melakukan aktifitas didalam kawasan tidak dapat secara mutlak diterapkan. 
Salah satu contohnya yakni kasus perencekan yang dilakukan masyarakat 
sekitar. Fleksibilitas dalam hal ini dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan 
terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan kawasan itu sendiri. 
Masyarakat sekitar TNGM diperbolehkan merencek untuk keperluan pakan 
ternak asalkan mereka tetap memperhatikan kaidah ekologi yang ada. 
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Kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana/kriminalitas seperti pelaku 
pencurian kayu dan pemburuan hewan langka tetap ditindak secara tegas oleh 
petugas yang bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait seperti pihak 
kepolisian dan pihak-pihak lain yang berwenang. Dalam hal penetapan zonasi, 
terdapat beberapa masalah dimana sampai saat ini batas-batas zona yang ada 
belum maksimal diketahui oleh masyarakat karena belum adanya penandaan. 
Selama ini upaya yang sudah dilakukan pihak TNGM baru sebatas sosialisasi 
kepada masyarakat. 
Prinsip terjaminnya aktivitas konservasi yang dilaksanakan oleh 
pegawai TNGM tercermin dari kegiatan-kegiatan teknis kehutanan mereka 
dalam rangka melindungi fungsi konservasi dan hidroorologi. Kegiatan ini 
mencakup perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan lestari. Pengawetan yang dilakukan 
oleh pegawai TNGM dengan bentuk kesadaran masing-masing pegawai yang 
mulai membudidayakan tamanan-tanaman merapi dalam rangka pengawetan 
keanekaragaman hayati khususnya tumbuhan yang ada di TNGM. Sedangkan 
perlindungan dan pemanfaatan secara lestari dilakukan dengan cara 
melakukan restorasi/pemulihan kembali beberapa kawasan yang rusak akibat 
erupsi gunung merapi serta melindungi sumber mata air juga dilakukan 
pegawai dengan menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar dan swasta. 
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Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa sikap para pegawai TNGM 
terhadap doktrin pengelolaan kawasan taman nasional yaitu GFG telah 
menunjukan hal positif. Sikap tersebut sangat mendukung visi organisasi yaitu 
menjadi taman nasional yang mantab dalam mengelola ekosistem vulkano 
yang dinamis berbasis partisipasi para pihak. Namun dalam kategori 
perolehan skor menggunakan penelitian kuantitatif belum mencapai kategori 
tertinggi/ maksimum yaitu 250. Perolehan tersebut dapat ditingkatkan dengan 
cara meningkatkan pemahaman-pemahaman kepada pegawai tentang 
pentingnya implementasi nilai-nilai atau prinsip yang terkandung dalam 
hukum tata kelola kehutanan. Penginternalisasian nilai ini kepada para 
pegawai ini diharapkan akan menjadi budaya yang secara signifikan 
membentuk diri sertiap orang. Hal ini sejalan dengan Ivancevich, Konopaske, 
dan Matteson (2006:93) bahwa agar organisasi berfungsi secara stabil, 
dibutuhkan pola perilaku yang digunakan bersama oleh anggotanya dan 
terdapat sejumlah pedoman dasar untuk mengetahui bagaimana harus 
berperilaku dalam situasi tertentu. 
Kaidah fungsi konservasi yakni pengelolaan kehidupan alam guna 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi generasi saat ini, serta 
memelihara untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Implikasinya bahwa 
tata kelola kawasan hutan perlu dikelola secara adil dan berkelanjutan. Hal ini 
seperti yang disampaikan Emil Salim (2002:266) yakni penggunaan hutan 
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secara adil dan berkelanjutan. “Adil” karena hutan bukan milik perorangan 
tetapi milik masyarakat sehingga penggunaanya harus lah diatur pemerintah 
seadil mungkin ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat umum. 
“Berkelanjutan” karena hutan adalah sumber daya alam yang bisa 
diperbaharui sehingga bisa dipangkas secara terus menerus secara berlanjut 
selama hukum ekologi di indahkan. 
Aspek transparansi perlu kembali ditanamkan dalam pemahaman 
pegawai dalam mengelola kawasan taman nasional, hal ini tidak lepas dari 
banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan. Emil Salim 
(2002:71) menjelaskan pula bahwa hutan mempunyai fungsi ekonomi 
memberi bahan industri kayu, sumber devisa, membuka lapangan kerja, dan 
menaikan pendapatan nasional. Tetapi hutan juga punya fungsi ekologi terdiri 
atas macam-macam ekosistem sebagai tempat hunian tumbuh-tumbuhan dan 
hewan serta fungsi sosial budaya sebagai tempat hunian masyarakat lokal dan 
inspirasi bagi para seniman. Oleh karena hutan memiliki fungsi ganda, maka 
kelompok yang berkepentingan dengan hutan pun beraeka ragam. Dalam hal 
ini Balai TNGM merupakan instansi pemerintah yang perkepentingan dengan 
kelestarian hutan dengan memetik manfaat dari hutan yang utuh. Organisasi 
ini berkewajiban untuk memfasilitasi akses informasi untuk menginfor-
masikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber 
daya hutan.  
146 
 
 
Amanat perlunya partisipasi masyarakat sebenarnya telah termuat 
dalam Instrument kebijakan yakni Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) pasal 
37 ayat 1-3. Dari pasal tersebut pemerintah mengisyaratkan agar rakyat 
(masyarakat) dilibatkan dengan berbagai kegiatan konservasi yang berdaya 
guna dan berhasil guna. Pelibatan masyarakat melalui Masukan yang beragam 
dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu 
pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, 
dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Governance 
Forest Initiative (GFI, 2007) menjabarkan bahwa Proses partisipasi membuka 
peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, 
mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, 
sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. 
Oleh karena itu Balai TNGM perlu mengupayakan Komponen yang 
menjamin akses partisipasi masyarakat, yakni mencakup tersedianya ruang 
formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk 
memastikan partisipasi publik, dan adanya kepastian masukan dari publik 
akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan. 
Tata kelola kehutanan yang baik juga menghendaki adanya sinergi 
pengelolaan yakni dengan antar instansi terkait, pemerintah daerah dan 
swasta. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 34 dan 38 UU No. 5 
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tentang KSDAHE. Pasal 34 menyebutkan bahwa Pada dasarnya pengelolaan 
kawasan pelestarian alam merupakan kewajiban dari Pemerintah sebagai 
konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam Dalam 
penjabaran lebih lanjut pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan atas zona pemanfaatan taman nasional, Pemerintah dapat 
memberikan hak pengusahaan kepada koperasi, badan usaha milik negara, 
perusahaan swasta dan perorangan. 
Persepsi dan sikap yang baik yang dimiliki pegawai Balai TNGM 
selaku aktor pelaksana pengelola taman nasional maka hal ini akan 
berdampak pada semakin membaiknya tata kelola hutan yang ada. Sikap 
positif pegawai terhadap indikator-indikator GFG ini belum cukup apabila 
praktek pengelolaan tidak melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
terhadap hutan. Adapun pihak-pihak tersebut yakni masyarakat secara umum, 
pemerintah daerah setempat dan swasta. Emil Salim (2002:265) 
mengungkanpkan pola pengambilan keputusan partisipatif dalam sinergi 
antara pemerintah yang berorientasi politik dan pengusaha yang berorientasi 
bisnis dan masyarakat madani selaku kelompok pengimbang menghasilkan 
demokrasi yang riil dengan check and balance, transparansi, akuntabilitas 
serta suspermasi hukum dan efisiensi ekonomi dalam membangun masyarakat 
kekinian.  
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5. Program dan Dana 
Perencanaan program Balai TNGM selama ini mengacu pada tujuan 
dan rencana kerja pemerintah pusat yakni kementerian kehutanan (Ditjen 
PHKA). Adapun tujuan jangka pendek organisasi diturunkan dari tujuan 
jangka panjang, yang kemudian diterjemahkan kedalam tindakan dan target 
saat ini. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa organisasi telah 
melibatkan masyarakat dalam perencanaan program atau kegiatan TNGM 
namun sifatnya sangat kurang atau minim. Partisipasi mereka dalam hal ini 
masih sebatas memberikan masukan-masukan. Masyarakat seringnya 
dilibatkan pada saat kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan oleh pihak 
TNGM. Sejatinya masyarakat sebagai aktor yang memiliki kepentingan yang 
sama terhadap hutan berhak bersama-sama merancang kegiatan yang akan 
dijalankan untuk menghasilkan sinergi yang lebih baik dalam hal pengelolaan 
hutan. 
Praktek atau implementasi pelaksanaan program Balai TNGM telah 
efektif dan sesuai dengan prinsip konservasi dan pengelolaan kawasan. Hal 
tersebut ditunjukan dari tercapainya hampir seluruh rencana kegiatan yang 
ada. Selama ini jika ada kegiatan-kegiatan yang tidak tercapai menurut 
informan penelitiaan kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang vital dan 
urgent dalam urutan prioritas organisasi. Praktek tersebut sejalan dengan 
uraian Robinson (2008:407) yang menyebutkan bahwa agar efektif dalam 
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implementasi strategi, tujuan harus di integrasikan dan di koordinasikan. 
Tujuan tersebut juga harus konsisten, terukur dan tersusun dan sesuai 
prioritas. 
Dana merupakan salah satu sumber daya organisasi yang diperlukan 
untuk mendukung kegiatan organisasi. Sumber pendanaan organisasi 
BTNGM berasal dari dana pemerintah (dana DIPA) yang terdiri dari anggaran 
Rupiah Murni (RPM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 
dicairkan secara bertahap. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 
kendala dalam hal pendanaan, yakni sumber dana yang bersumber dari PNBP 
ini sering terlambat dalam proses pencairan. Tidak sesuainya waktu 
kebutuhan anggaran dan ketersedian dana akhirnya menghambat kegiatan-
kegiatan yang telah direncanakan sehingga TNGM akhirnya men drop out 
beberapa kegiatan yang tidak masuk skala prioritas.  
Secara garis besar, anggaran organisasi BTNGM ini bervariasi antara 
Rp 7-10 miliar lebih dalam setahunnya. Anggaran pengelolaan kawasan 
biasanya disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengelolaan kawasan. Walaupun 
pada umumnya perolehan anggaran taman nasional cenderung meningkat 
setiap tahun namun Alokasi anggaran dana DIPA untuk BTNGM pada tahun 
2014 justru mangalami penurunan. Walaupun demikian organisasi telah 
cukup baik memanfaatkan dana yang ada dilihat dari realisasi/serapan 
anggaran tiap tahun. Dalam Laporan kinerja tahunan Balai TNGM tahun 2014 
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Realisasi 6,868,827 10,073,69 9,801,061 8,419,284
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 
2011 s/d 2014
mencatat bahwa sampai dengan Bulan Desember 2014, realisasi anggaran 
untuk pelaksanaan  kegiatan  Balai  TNGM adalah sebesar Rp. 
8.419.284.371,- atau sekitar 94,50 %  dari anggaran yang tersedia. Nilai 
persentase realisasi capaian keuangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat 
serapan anggaran cukup baik dalam pengelolaan TNGM. Untuk lebih 
lengkapnya berikut rincian realisasi keuangan tahun 2011-2014. 
Tabel 16. Perbandingan Realisasi keuangan Tahun 2011 - 2014 
Akuntabilitas 
Keuangan 
Realisasi tahun 2011 – 2014 
2011 2012 2013 2014 
Pagu 7.164.672.000 10.961.974.000 10.405.018.000 8.908.829.000 
Realisasi 6.868.827.593 10.073.694.981 9.801.061.585 8.419.284.371 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Perbandingan realisasi anggaran tahun 2011 – 2014 
Adanya alokasi anggaran yang tidak terealisir oleh organisasi dapat 
dipahami bahwa beberapa prioritas dan kegiatan-kegiatan BTNGM bersifat 
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prefentif terhadap kasus-kasus atau masalah hutan. Kegiatan tersebut 
contohnya seperti penekanan kasus illegal loggin, pencegahan kebakaran 
hutan, serta kasus tindak pidana kehutanan (pencurian kayu, perambahan). 
Setiap tahun organisasi ini menangani kasus dari permasalahan yang berbeda-
beda sehingga terkadang terdapat alokasi anggaran kegiatan yang tidak 
terserap.  
Terkait besaran anggaran yang diterima organisasi seluruh informan 
menuturkan bahwa anggaran yang ada telah cukup memadai dalam 
menunjang kegiatan organisasi. Penerimaan ini juga telah sesuai dengan 
kebutuhan TNGM yang merupakan taman nasioanal tipe B berdasar peraturan 
yang berlaku. Namun yang masih perlu diperbaiki dari sumber daya dana ini 
justru terkait pemanfaatannya. Beberapan harapan informan terhadap 
anggaran organisasi kedepan adalah supaya dana bisa dialokasikan untuk 
memberdayakan pegawai dan kepada hal-hal yang memang urgent/ dbutuhkan 
dilapangan. Para personil yang mengerti akan kebutuhan lapangan sejatinya 
perlu memberikan gambaran serta masukan-masukan dalam proses 
penyusunan rencana kerja. Masukan-masukan lain terkait anggaran TNGM 
adalah supaya dana pemanfaatan kawasan khususnya untuk pariwisata, 
hendaknya organisasi mempercayakan dana tersebut pada masyarakat. 
Nantinya dana ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk mengelola sendiri 
pariwisata yang ada sebagai wujud Community Based Tourism atau wisata 
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berbasis masyarakat. Hal ini seperti yang disebutkan Yogi Suprayogi (2011: 
189) bahwa aparatur pemerintah dalam mengemban tugas pembangunan, 
tidak harus berupaya melakukan sendiri. Sesuatu yang bias dilakukan 
masyarakat jangan dilakukan oleh pemerintah. 
Pelimpahan kewenangan kepada masyarakat tentunya memiliki 
konsekuensi yaitu apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum 
mampu maka perlu upaya untuk memampukan atau pemberdayaan 
(empowered). Dari sini munculah kritik bahwa program-program TNGM 
bersama masyarakat saat ini belum sampai pada tahap empowered melainkan 
masih seperti sekedar aksi solidaritas (charity). Padahal menurut Yogi 
Suprayogi (2011: 189) pemberdayaan dan keterbukan kepada masyarakat 
akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, 
keputusan pembangunan yang diarahkan sesuai prioritas kebutuhan 
masyarakat, serta dilakukan secara adil sesuai aspirasi dan kepentingan 
mereka. 
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Kesimpulan dari beberapa pembahasan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif diatas dapat dilihat dari tabel 
berikut: 
 
Penelitian Kuantitatif Kulitatif Faktor pendukung Faktor penghambat Implikasi Saran 
Kepemimpinan 
transformasioal 
Tinggi 
(218,31) 
Cenderung 
birokratik 
Modal pengetahuan 
pemimpin (SI) 
Lemahnya 
penanaman visi-
misi, kurangnya 
perhatian kpd 
individu, kurangnya 
kemampuan 
memotivasi atau 
menginspirasi 
bawahan. 
Tidak ada 
Inovasi 
Pemimpin lebih berani 
mengambil diskresi 
kebijakan yang 
visioner, 
Bangun suasana 
bersahabatantar 
pegawai, Kembangkan 
sistim punish and 
reward. 
Desain 
Organisasi 
Tertinggi 
(60,66) 
Desain 
organisasi 
Mekanik 
Adanya resort tiap 
wilayah geografis 
(inovasi 
pengelolaan tingkat 
tapak) 
Keputusan terlalu 
tersentralisir, 
struktur formal dan 
rumit. 
Kaku dan 
minim inovasi 
Struktur perlu 
dievaluasi, Perlu 
pendelegasian 
wewenang atasan ke 
bawahan. 
Karakteristik 
Individu 
Tinggi 
(265,27) 
Sesuai 
dengan 
kebutuhan 
organisasi  
 semangat 
pembaharuan 
tinggi 
 Latar belakang 
pegawai 
 Semangat 
kerjasama antar 
Kemampuan 
pegawai kurang 
terutama terkait 
penguasaan IT 
Mendukung 
tujuan 
organisasi dan 
Mulai muncul 
inovasi  
Perlu pengembangan 
kemampuan dan 
keterampilan pegawai, 
Atasan perlu 
mempertimbangkan 
persepsi bawahan. 
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begawai tinngi 
 Harapan tinggi 
terhadap 
organisasi 
Sikap GFG Tinggi 
(189,50) 
Doktrin 
telah 
tercermin 
dari sikap 
para 
pegawai 
TNGM 
Pegawai telah 
cukup Transparan, 
Akuntabel, 
mengedepankan 
Partisipasi 
masyarakat, 
Kepastian hukum 
dan Konservasi 
Kurangnya 
Transparansi 
keuangan organisasi 
pada publik 
Mendukung 
Governance 
dalam 
pengelolaan 
TNGM 
Transparansi 
pendanaan pelu 
lakukan 
Program dan 
Dana 
- Program 
Sesuai 
tujuan dan 
fungsi 
organisasi 
mencukupi. 
Dana cukup 
memadai. 
Program terlaksana 
dengan baik,  
Pendanaan selalu 
terserap dengan 
baik untuk 
pembiayaan 
kegiatan organisasi. 
Dana kurang 
maksimal 
penggunaan untuk 
pemberdayaan 
pegawai, 
Partisipasi 
masyarakat dalam 
perencanaan baru 
sekedar masukan-
masukan 
Perlu adanya 
civil society 
empowerment 
sebelum 
pelimpahan 
wewenang 
dari BTNGM  
Dikaji kembali 
prioritas kegiatan dan 
penggunaan dana agar 
mendapakan 
kemanfaatan dan 
efektifitas pengelolaan 
TNGM. 
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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait evaluasi 
kondisi terkini masing-masing variabel pelembagaan KPHK di BTNGM, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Persiapan proses pelembagaan Balai Taman Nasional Gunung Merapi 
menuju Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi ditinjau dari variabel 
kepemimpinan transformasional, desain organisasi, karakteristik 
individu, Sikap GFG, program dan dana menunjukan bahwa orgaisasi 
ini belum sepenuhnya siap menghadapi proses transformasi. 
2. Hasil pengukuran kepemimpinan transformasional Balai TNGM 
variabel ini telah berada dalam kategori tinggi (rentang 192-245). 
Meskipun demikian variabel ini belum mencapai pada penilaian 
tertinggi, hal ini dikarenakan bawahan menilai gaya kepemimpinan 
yang ditunjukan oleh kepala balai justru mengarah pada kepemimpinan 
birokrasi. Penelitian kualitatif menemukan bahwa kritik yang muncul 
dari gaya kepemimpinan Kepala Balai TNGM adalah lemahnya 
penanaman visi-misi kepada bawahan, kurangnya perhatian pemimpin 
kepada individu, serta kurangnya kemampuan memotivasi atau 
menginspirasi bawahan. Meskipun demikian, terdapat faktor 
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pendukung yang dapat mendorong kepemimpinan transformasional 
yaitu modal intelektual stimulation. 
3. Penilaian variabel desain organisasi Balai TNGM masuk dalam 
kategori tertinggi (rentang 65,5-80) yaitu menggambarkan organisasi 
yang mekanistik. Bentuk desain organisasi mekanistik organisasi Balai 
TNGM ditandai dari tingginya tingkat fomalisasi dan sentralisasi. 
Formalisasi dibentuk dari spesialisasi kerja yang tinggi, pendelegasian 
kewenangan yang tinggi, dan luasnya rentang kendali. Sedangkan 
aspek sentralisasi menunjukan derajat kewenangan mengambil 
keputusan dikuasai oleh manajemen puncak dan aspek kendali yang 
ketat. Struktur formal yang dimiliki Balai TNGM menjadikan aturan 
diberlakukan dengan ketat dalam setiap kegiatan atau pekerjaan di 
dalam organisasi. Inovasi desain organisasi yakni pengelolaan kawasan 
berbasis resort yang merupakan pembagian fungsi departemen 
berdasarkan wilayah geografis. 
4. Karakteristik individu SDM Balai TNGM termasuk kategori tinggi 
(224-286) yakni telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam 
rangka mendukung inovasi dan tujuan organisasi. Meskipun penilaian 
menunjukan variabel ini masuk kategori baik namun kondisi tersebut 
bisa ditingkatkan menjadi kategori terbaik yaitu dengan cara 
meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai khususnya dalam 
penguasaan teknologi informasi (TI). 
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5. Penilaian Sikap pegawai Balai TNGM terhadap norma dan aturan 
hukum good forest governance masuk kategori tinggi (rentang 160-
204) yaitu positif mendukung proses governance serta visi organisasi. 
Agar variabel ini berubah menjadi kategori terbaik diperlukan proses 
internalisasi norma-norma GFG serta meningkatkan sinergi dengan 
relasi/ stakeholders TNGM. 
6. Program TNGM dirancang sesuai tujuan dan program pemerintah 
pusat dan implementasinya telah efektif berdasarkan prinsip 
konservasi kawasan. Dana sebagai sumber daya pendukung organisasi 
digunakan secara baik ditinjau dari realisasi/serapan anggaran tiap 
tahun. Namun demikian masih perlu ditingkatkan pemanfaatan 
program dan dana ini untuk memberdayakan pegawai dan masyarakat. 
B. Implikasi 
Penelitian terhadap persiapan pelembagaan berdasarkan variabel-
variabel lembaga di Balai TNGM memberikan gambaran bahwa 
kepemimpinan birokratik dan desain organisasi mekanistik yang dimiliki 
Balai TNGM berpengaruh terhadap minimnya proses inovasi organisasi. 
Minimnya inovasi ini mengakibatkan organisasi Balai TNGM selama ini 
berjalan apa adanya. Namun dengan unggulnya karakteristik individu serta 
sikap Good Forest Governance yang dimiliki pegawai Balai TNGM 
selaku aktor pelaksana pengelola hutan menjadikan tata kelola taman 
nasional semakin membaik. Kedua modal ini sangat baik untuk 
mendukung proses transformasi kelembagaan. Dibutuhkan modal 
158 
 
 
 
kepemimpinan transformatif, desain organisasi yang fleksibel, serta 
program dana yang memadai untuk mendukung munculnya berbagai 
inovasi sebagai prasyarat pelembagaan baru KPHK. 
C. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, ada beberapa 
saran yang penulis berikan dalam penelitian ini  
1. Hendaknya Balai TNGM mengevaluasi kondisi masing-masing 
variabel pelembagan yang ada. Tindakan-tindakan manajemen 
seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan komitmen 
kepemimpinan transformasional, berbaikan struktur dan desain 
organisasi yang mengedepankan inovasi, karekteristik indvidu dan 
perilaku organisasi yang mencerminkan doktrin Good Forest 
Governance, serta program dan dana yang mendukung kelestarian 
kawasan. Selain itu, untuk mendukung penerapan Governance 
dalam pengelolaan kawasan, organisasi harus terus meningkatkan 
sinergi dan kerjasama yang baik terhadap stakeholder TNGM. 
2. Penelitian ini baru membahas tentang kondisi terkini variabel-
variabel pembangunan lembaga yang dapat dijadikan masukan 
perbaikan dan evaluasi internal organisasi. Namun penelitian 
belum membahas lebih lanjut terkait (1) interaksi tiap-tiap variabel 
pelembagaan, (2) bentuk interrelasi atau interaksi dengan 
stakeholder, (3) penilaian dari eksternal organisasi. Oleh karena itu 
penelitian setelahnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut 
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mengenai hubungan dan pengaruh timbal balik masing-masing 
variabel pelembagaan, relasi organisasi dengan stakeholder, serta 
penelitian yang melibatkan stakeholder TNGM. 
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DATA HASIL ANALISIS DESKRIPTIF 
 
Frequencies 
 
Descriptive Statistics 
 
N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 
Kepemimpinan 66 186.00 112.00 298.00 1.44E4 2.1832E2 37.20015 1.384E3 
Desain_Organisasi 66 44.00 36.00 80.00 4004.00 60.6667 10.52518 110.779 
Karakteristik_Indiv 66 178.00 164.00 342.00 1.75E4 2.6527E2 44.29431 1.962E3 
Sikap_GFG 66 108.00 135.00 243.00 1.25E4 1.8950E2 29.56050 873.823 
Valid N (listwise) 66 
       
Statistics 
  
Kepemimpinan 
Desain_Organis
asi 
Karakteristik_Indi
v Sikap_GFG 
N Valid 66 66 66 66 
Missing 0 0 0 0 
Mean 218.3182 60.6667 265.2727 189.5000 
Median 219.0000a 61.5000a 268.5000a 189.1667a 
Mode 215.00 53.00b 198.00 166.00b 
Std. Deviation 37.20015 10.52518 44.29431 29.56050 
Variance 1383.851 110.779 1961.986 873.823 
Range 186.00 44.00 178.00 108.00 
Minimum 112.00 36.00 164.00 135.00 
Maximum 298.00 80.00 342.00 243.00 
Sum 14409.00 4004.00 17508.00 12507.00 
a. Calculated from grouped data.    
b. Multiple modes exist. The smallest value is shown  
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VALIDITAS REABILITAS INSTRUMEN 
 
1. Variabel Kepemimpinan Transformal 
Case Processing Summary 
  
N % 
Ca
ses 
Valid 65 98.5 
Excludeda 1 1.5 
Total 66 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item total statistik 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.944 30 
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2. Variabel Desain Organisasi 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.786 8 
 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cas
es 
Valid 66 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 66 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 53.4848 85.669 .382 .787 
VAR00002 54.4091 81.538 .539 .755 
VAR00003 53.0303 80.491 .689 .729 
VAR00006 52.6061 91.319 .446 .770 
VAR00007 53.0152 86.877 .572 .751 
VAR00008 53.1970 85.268 .519 .758 
VAR00009 52.4545 94.406 .422 .773 
VAR00010 52.4697 93.699 .412 .774 
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3. Variabel Karakteristik Individu 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 65 98.5 
Excludeda 1 1.5 
Total 66 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.943 35 
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 4. Variabel Sikap Good Forest Governance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 61 92.4 
Excludeda 5 7.6 
Total 66 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.884 25 
